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Catatan:
1. Vokal Tunggal

(fatfah) = a misalnya, &=

ditulis padatha

(kasrah) = i misalnya, s
ditulis wugifa
(dammabh) = U misalnya, ()
ditulis ruwiya
2. Vokal Rangkap
(») (fatpah dan ya) = ay, misalnya, g
ditulis bayna
() (fatsah dan waw) = aw, misalnya, 3
ditulis yawm
3. Vokal Panjang (Mad)
(Y) (fatah dan alif) = a, (a dengan garis di
atas)
(&) (kasrah dan ya) = 1, (i dengan garis di
atas)
(5) (dammah dan waw) = 4, (u dengan garis di
atas)

Misalnya: (Jslae « gaas <5, ditulis burhan, tasdig, ma 1dl
4. Ta’ Marbatah (5)

Ta’ Marbutah hidup atau mendapat harakat fatsah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah (h), misalnya ..\l

J,Y (al-falsafah al-uz/3). Demikian halnya ta’ marbigah
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mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya juga (h),
misalnya &Ly L el cale

A9 @m (tahafut al-falasifah, dali al- ‘inayah, manahij al-

adillah).
5. Syaddah (tasydid)
Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

w

lambang ( <:), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat
syaddah, misalnya m\b;- ditulis khazabiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf )\ , Transliterasinya adalah (al), misalnya

oad) «casSll ditulis al-kasyf, al-nafs.
7. Hamzah (. )

Untuk Aamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata
ditransliterasikan dengan (°), misalnya & ditulis

mala’ikah, ¢ ditulis juz’i. Adapun samzah yang terletak

di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab
ia menjadi alif, misalnya glze) ditulis ikhtira“.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-
Baqi.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrat; Cairo, bukan al-
Qabhirah; Cardova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.
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B. Singkatan

cet. = cetakan

H = Hijriyah

h. = halaman

HR. = Hadis Riwayat

jld. = jilid

M = Masehi

QS. = Alquran surah

saw. = Sallz Allah ‘Alayh Wa Sallam
SWi. = Subsanahu Wa Ta ‘ala
t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tahun

T.tp. = tanpa tempat penerbit
terj. = terjemahan

W. = wafat
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ABSTRAK

Judul : Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut
Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara
Jinayat

Nama/NIM : Nouvan Moulia/29173629
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

: 2. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
Kata kunci : pemerkosaan, restitusi, al-daman.

Ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hingga
saat ini  belum terimplementasi sesuai harapan. Faktor
penghambatnya antara lain adalah karena harus diawali permintaan
korban, dan pelaku tidak mampu melunasinya karena kendala
finansial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan
menjelaskan: (1) landasan fikih tentang restitusi bagi korban
pemerkosaan, (2) perspektif fikih mengenai ketentuan dan prosedur
restitusi bagi korban pemerkosaan yang telah diatur dalam Qanun
Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, serta (3) sudut pandang fikih
tentang kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan yang
secara finansial tidak mampu melunasi restitusi.

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang
bersifat preskriptif. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan
hukum. Proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dimulai
dengan menyadur referensi melalui studi kepustakaan. Selanjutnya,
peneliti menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif, yaitu
penguraian secara deskriptif analitis, preskriptif, dan analisis
perbandingan. Metode analisis perbandingan digunakan untuk
membandingkan ketentuan fikih dan landasannya tentang
pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan dengan peraturan
restitusi yang dimuat dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara
Jinayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ganti rugi bagi
korban pemerkosaan dalam perspektif fikih merupakan bagian dari
hukuman pokok yang diputuskan hakim bersamaan dengan putusan
hukuman fisik, sedangkan menurut Qanun Jinayat dan Qanun
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Acara Jinayat, ganti rugi tersebut bukan bagian dari hukuman
pokok, (2) ganti rugi yang berhak diterima korban pemerkosaan
menurut perspektif fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat
adalah sama, yaitu berupa al-daman dalam bentuk al-Aukizmah al-
‘adl, (3) menurut perspektif fikih, negara wajib membantu
pelunasan beban restitusi pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup
dilunasinya karena kendala finansial, melalui penyaluran hak
gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal,
yaitu ketika pelaku telah mengikrarkan pertobatannya.
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ABSTRACT

Title : The Restitution Burden of Rape Perpetrators
According to a Figh Perspective, Qanun Jinayat, and
Qanun Acara Jinayat
Name/NIM : Nouvan Moulia/29173629
Advisor : 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.
: 2. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
Keywords : rape, restitution, al-daman.

The compensation for rape victims is stipulated in Qanun of
Aceh No. 6/2014 on the Jinayat Law has not implemented as
expected. Inhibiting factors consisted of the victim's request must
be filed, and the perpetrator was unable to pay it due to financial
constraints. This study was undertaken to find out and explain: (1)
the basis of jurisprudence on restitution for rape victims, (2) a figh
perspective regarding to the provisions and procedures of the
restitution for rape victims that have been regulated in the Qanun
Jinayat and the Qanun Acara Jinayat, and (3) figh perspective
dealing with the obligation of state to assist rape perpetrators who
are financially unable to pay restitution.

This study was a prescriptive normative legal study. In
analyzing legal materials, the researcher used a statutory approach
and comparative law. The process of collecting and processing
legal materials began through adapting references through literature
study. Furthermore, the researcher analyzed the legal material in
the form of qualitative, namely descriptive analytical, prescriptive,
and comparative analysis. The comparative analysis method was
used to compare the jurisprudence provisions and their basis
regarding the granting of restitution for rape victims with the
restitution regulations that contained in Qanun Jinayat and Qanun
Acara Jinayat.

The research results indicated that: (1) the compensation for
victims of rape in the term of a figh perspective is part of the basic
sentence that decided by the judge along with the corporal
punishment decision, whereas according to Qanun Jinayat and
Qanun Acara Jinayat, the compensation is not part of the basic
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sentence, (2) The compensation that rape victims are entitled to
according to a figh perspective, Qanun Jinayat, and Qanun Acara
Jinayat are the same, namely in the form of al-daman in the form of
al-aukamah al- ‘adl, (3) according to a figh perspective, the state
must help pay off the burden of restitution of the rape perpetrator
that cannot be repaid due to financial constraints, through the
distribution of gharim rights from the treasury of zakat assets which
collected by baitul mal, that is, when the perpetrator has pledged its
repentance.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan
kesusilaan® yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi
karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-
laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas
Perempuan disebutkan, bahwa pada tahun 2018 pemerkosaan
masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-
orang dekat korban.? Dalam istilah fikih, pemerkosaan dikenal

dengan istilah ightisab al-mar'ah (1N —le:t)) atau al-ikrdh ‘ala

al-zina (U1 e oY) yang artinya perbuatan menyetubuhi

perempuan yang tidak dihalalkan syariat secara paksa, baik itu
perempuan merdeka maupun hamba sahaya.’

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah
perbuatan laki-laki memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk
bersetubuh dengan dia, baik itu disertai dengan kekerasan, atau

'Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “kesusilaan” berarti perihal
susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban. Lihat:
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1570. Yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan adalah
kejahatan di bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk khususnya
dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, yang diatur oleh hukum
dan mempunyai sanksi. Lihat: E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum
Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982),
h. 207. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah
Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 3.

“Siaran Pers CATAHU Komnas Perempuan 2019, “Hentikan Impunitas
Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi
Korban,” (Jakarta: Komnas Perempuan , 2019), h. 3.

*All bin ‘Abd al-Salam al-Tusili, al-Bahjah f7 Syars al-Tuifah,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1998), jld. II, h. 586. Muhammad Rawas
Qal‘aji dan Hamid Sadiq Qanibi, Mu jam Lughah al-Fugaha’, (T.tp: Dar al-
Nafa’is, 1988), h. 78.



ancaman kekerasan.* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat® diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan
pemerkosaan adalah hubungan seksual dengan disertai kekerasan,
paksaan, atau ancaman, terhadap faraj atau dubur korban, baik
dengan zakar pelaku atau benda lainnya. Tergolong sebagai
pemerkosaan juga —menurut Qanun Jinayat—, suatu hubungan
seksual terhadap faraj atau zakar korban, yang dilakukan dengan
menggunakan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan
zakar pelaku, dengan syarat dalam hubungan seksual tersebut
disertai kekerasan, paksaan, atau ancaman.’

Dari uraian di atas dipahami, bahwa menurut Qanun Jinayat
pemerkosaan bisa saja dilakukan oleh laki-laki dan korbannya
adalah perempuan, pelakunya laki-laki dan korbannya laki-laki,
pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki, serta pelakunya
perempuan dan korbannya perempuan. Objek pemerkosaan dapat
berupa kemaluan, anus, atau mulut korban, medianya dapat berupa
alat kelamin, mulut, atau benda-benda lain.

Definisi pemerkosaan menurut Qanun Jinayat lebih luas
cakupannya dan lebih progresif dibanding pengertian yang
tercakup dalam KUHP. Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat tidak
hanya terbatas pada perbuatan pemaksaan bersetubuh dengan alat
kelamin, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang
bukan istrinya, yang disertai dengan kekerasan, atau ancaman,
melainkan mencakup juga perbuatan sodomi, homoseks, atau
lesbian yang dilakukan dengan paksaan, atau ancaman. Pada
kenyataannya, rata-rata korban pemerkosaan adalah kaum
perempuan.

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selalu
mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis,
dan sosial,” bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian

*Buku Il KUHP Bab XIV, Pasal 285.

>Untuk selanjutnya ditulis Qanun Jinayat.

®Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat.

"Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban
Perkosaan, Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban



beban tersebut. Secara fisik, korban pemerkosaan akan menderita
hilang keperawanan, yaitu apabila korbannya seorang gadis, perih
saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain
sebagainya. Secara psikologis, korban pemerkosaan juga
mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan
ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban
menjadi labil, sehingga sulit untuk melupakan peristiwa yang
menimpanya. Secara sosial, korban pemerkosaan biasanya akan
sulit bersosialisasi dengan masyarakat, karena merasa aib dengan
kejadian yang menimpanya, atau mendapat stigma negatif dari
lingkungannya.

Pemanggilan korban pemerkosaan untuk dihadirkan ke
pengadilan turut menambah penderitaannya, sebab pada waktu
yang sama, ia harus menjadi saksi sekaligus sebagai korban dalam
proses peradilan, untuk kemudian menceritakan kembali kejadian
pemerkosaan yang dialaminya, oleh sebab itu, korban pemerkosaan
harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan
dari segala penderitaan. Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang
diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan bagi
korban pemerkosaan dan bahkan untuk semua perempuan, akan
tetapi, hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau
penjara, belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban
pemerkosaan secara khusus.

Menurut M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, ada
empat bentuk perlindungan yang harus diberikan bagi korban
pemerkosaan, keempat bentuk perlindungan tersebut adalah:
perlindungan dari segi hukum, perlindungan hak-hak reproduksi
korban, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial.®

Perkosaan, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1991), h. 4-
5.

8M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, Hukuman bagi Pemerkosa
dan Perlindungan Bagi Korban, dalam Muhajir Darwin (ed), Menggugat Budaya
Patriarkhi, (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian
Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001) h. 126-131.



Perlindungan dari segi hukum antara lain berupa rehabilitasi
atau pengembalian nama baik. Pengembalian nama baik ini
dianggap penting, karena dapat memberikan penjelasan pada
orang-orang yang berkepentingan bahwa korban tidak seharusnya
menanggung stigma yang menempel padanya. Perlindungan atas
hak-hak reproduksi korban diperlukan karena yang menjadi korban
secara objektif menderita kerugian fisik, khususnya organ
reproduksi, korban pemerkosaan mungkin sekali menjadi hamil,
tertular penyakit seksual, mengalami infeksi, atau penyakit lainnya,
sehingga bantuan dari segi kesehatan dan upaya penyembuhan
mutlak diperlukan. Perlindungan ekonomi adalah ganti rugi yang
berdampak positif secara finansial bagi korban pemerkosaan,
perlindungan ini dibutuhkan karena pemerkosa telah melakukan
kejahatan yang mengakibatkan kerugian lahir batin bagi korbannya.
Perlindungan sosial adalah perlindungan yang bisa memproteksi
korban pemerkosaan dari sikap dan perilaku yang tidak baik dari
sebahagian masyarakat, dengan perlindungan ini korban
pemerkosaan diharapkan dapat diterima kembali dan mendapat
perlakuan yang wajar dari lingkungan keluarga, teman, dan anggota
masyarakat sama seperti sebelum terjadi peristiwa pemerkosaan.’

Dari keempat bentuk perlindungan terhadap korban
pemerkosaan yang telah diuraikan di atas, peneliti lebih
memfokuskan kajian pada perlindungan finansial bagi korban
pemerkosaan yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk restitusi.
Perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan dalam wujud
ganti rugi patut mendapat perhatian serius, sebab pasca peristiwa
pemerkosaan, korban tentunya mengalami berbagai kemungkinan
pedih dan menyakitkan yang membuat ia atau keluarganya harus
mengeluarkan biaya untuk keperluan-keperluan yang seharusnya
tidak dihabiskan untuk itu.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban
pidana berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh

M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, Hukuman bagi
Pemerkosa...,h. 126-131.



terpidana.’® Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi bagi korban
kejahatan dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban. Bentuk restitusi yang berhak diterima korban kejahatan
menurut PP No. 7 Tahun 2018 tersebut adalah berupa ganti
kerugian yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya
berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya
perawatan medis, serta penggantian biaya perawatan psikologis,**
namun dalam PP No. 7 Tahun 2018 ini tidak dimuat ketentuan
tentang batas minimal atau maksimal nominal restitusi bagi korban.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harris Y.P. Sibuea,
Umi Rahmi dkk., ditemukan bahwa implementasi peraturan tentang
kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan masih banyak
kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah ganti
kerugian bagi korban hanya sebagai pelengkap karena gugatan
ganti kerugian cuma dapat ditempuh melalui penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana, ganti rugi
diberikan hanya untuk kerugian materiil, proses pembuktian
mengenai adanya kerugian materi rumit dan bertele-tele, dan tidak
adanya daya paksa untuk pelunasan ganti rugi.** Demikian halnya
dengan pemenuhan hak kompensasi dari negara, menurut Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) implementasi pemberian

%Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip
Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diterjemah oleh Nurhadi,
(Bandung: Nusamedia Nuansa, 2006), h. 316. Bambang Waluyo, Viktimologi,
Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18.

pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada
Saksi dan Korban.

YHarris Y.P. Sibuea, “Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana”, Majalah Info Singkat Hukum, No. 21, November 2017,
h. 3. Umi Rahmi, dkk., “Implementasi Hak-hak Korban atas Kompensasi dan
Restitusi dalam Peradilan Pidana”, h. 6. e-Journal http://pasca.unhas.ac.id,
(diakses tanggal 17 Juli 2019).


http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/#Vol

ganti rugi dari negara bagi korban kejahatan di Indonesia secara
umum sampai saat ini banyak menghadapi kendala, salah satunya
disebabkan keterbatasan anggaran dari pemerintah.”® LPSK
merupakan lembaga yang salah satu tugas dan wewenangnya
adalah membantu korban menuntut hak kompensasi maupun
restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil  penelitian dan keterangan LPSK
mengenai implementasi ganti rugi bagi korban kejahatan yang telah
disebut di atas diketahui, bahwa korban kejahatan termasuk
didalamnya korban pemerkosaan selama ini belum terpenuhi
haknya mendapat ganti rugi, baik itu dari pelaku maupun dari
negara, padahal ganti rugi sangat urgen dan bermanfaat bagi korban
pemerkosaan untuk mengobati penderitaan lahir batin dan untuk
kembali menata kehidupan pasca musibah yang dialaminya.

Secara spesifik, aturan tentang ganti kerugian bagi korban
pemerkosaan dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, yaitu ganti
kerugian dalam bentuk restitusi dan cuma berlaku di wilayah Aceh.
Restitusi yang dimaksud dalam Qanun Jinayat tersebut adalah
sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayar oleh pelaku
jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim
kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan
harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.*
Perbedaan restitusi yang diatur Qanun Jinayat dengan restitusi
dalam hukum nasional adalah pada jumlah nominalnya, dalam
Qanun Jinayat telah disebut secara eksplisit jumlah maksimal ganti
rugi yang boleh diminta oleh korban pemerkosaan, yaitu sebesar
750 (tupuh ratus lima puluh) gram emas murni, dan dalam
menetapkan besaran restitusi itu hakim harus mempertimbangkan
kemampuan keuangan terhukum,” sedangkan dalam hukum
nasional, belum ada aturan yang secara tegas menerangkan besaran
ganti rugi yang berhak diterima korban.

Bhttps://nasional.sindonews.com. www.moeslimchoice.com, (diakses
17 Juli 2019).

1“pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

>pasal 51 dan 52 Qanun Jinayat.


https://nasional.sindonews.com/read/1368712/13/lpsk-akui-terkendala-dengan-anggaran-1546929767
http://www.moeslimchoice.com/

Peraturan mengenai kewajiban restitusi bagi korban
pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Qanun
Jinayat pada hakikatnya belum sepenuhnya berpihak pada
perlindungan finasial korban pemerkosaan, hal tersebut terjadi
karena dua faktor berikut: pertama, restitusi dalam Qanun Jinayat
sulit terwujud, karena harus terlebih dahulu diawali dengan
permintaan korban, berdasarkan penelitian terdahulu diketahui,
bahwa tidak adanya permintaan restitusi oleh korban pemerkosaan
selama ini disebabkan ketidaktahuan akan hak tersebut, atau
disebabkan  rumitnya proses pembuktian kerugian,'® padahal
seharusnya restitusi menjadi bagian dari hukuman pokok atas
pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban,
sebab hukuman cambuk atau penjara yang dijalani pelaku tidak
membawa pengaruh besar dalam memulihkan kerugian korban,
baik kerugian materi maupun nonmateri. Kedua, belum adanya
aturan dalam Qanun Jinayat mengenai konsekuensi hukum apabila
pelaku menolak atau tidak mampu membayar restitusi yang
diwajibkan atasnya. Tentu saja hal ini akan mencederai hak korban
pemerkosaan untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaannya.
Ironinya lagi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menetapkan besaran restitusi adalah kemampuan finansial
terhukum,'” bukan seberapa parah kerugian yang diderita oleh
korban pemerkosaan, maka untuk itu peneliti berpandangan
ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat
perlu diperbaiki dan disesuaikan guna mewujudkan keadilan yang
proporsional.

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat,
bahwa secara nasional sejak tahun 2009 sampai 2015 sangat jarang
ada pelaku yang membayar restitusi, umumnya pelaku lebih

'°Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban
Perkosaan”, Kanun Jurnal IImu Hukum, Vol. 21, No. 2, Agustus, 2019, h. 237,
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun, (diakses 10 Oktober 2019).

' Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat.


http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

memilih untuk dikenakan pidana subsider berupa penjara.’®
Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian
secara finansial. Demikian halnya di Aceh, berdasarkan penelitian
yang pernah dilakukan mengenai implementasi restitusi bagi
korban pemerkosaan diketahui, bahwa pembayaran restitusi bagi
korban pemerkosaan di Aceh semenjak diterapkannya Qanun
Jinayat pada tahun 2015 hingga tahun 2018 belum ada yang
terlaksana.'®

Keadaan pelaku pemerkosaan yang lemah secara finansial,
adalah salah satu faktor penghambat terealisasinya restitusi bagi
korban pemerkosaan di Aceh selama ini.*® Akan adanya kendala
dalam implementasi hukuman dengan kewajiban membayar
sejumlah emas, disadari betul oleh para perumus Qanun Jinayat,
untuk itu, besaran hukuman dalam wujud emas yang akan dimuat
dalam Qanun Jinayat kemudian diringankan jumlahnya sampai
separuh dari ketentuan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi
saw.,”! namun demikian, sekalipun hukuman untuk membayar
sejumlah emas yang diwajibkan atas pelaku jarimah sebagaimana
dimuat dalam Qanun Jinayat telah mengalami keringanan, ternyata
tidak membuat realisasi ‘uqubat denda dan restitusi dapat terwujud

Bnstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan
Saksi dan Korban, Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban
Pelanggaran HAM yang Berat, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform,
2016), h. 31. Harris Y.P. Sibuea, “Persoalan Hukum..., h. 2.

*Elda Maisy Rahmi , “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban
Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” tesis (Banda Aceh: Program Studi
Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018), h. 9, 141. Nurhayati,
“Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum
Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,
Vol. 12, No. 1, Juni 2018, h. 25-26. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id. (diakses
10 Januari 2020)

“Rizkal, dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai
Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Gender Equality:
International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, September
2019, h. 42. https://jurnal.ar-raniry.ac.id. (diakses 10 Januari 2020)

'Firdaus Amanda, dan Syahrizal Abbas, “Uqubat Denda Emas Murni
dalam Qanun Jinayat”, Kanun Jurnal IImu Hukum, Vol. 21, No. 3, Desember,
2019, h. 518. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun, (diakses 10 Januari 2020).


https://jurnal.ar-raniry.ac.id/

sebagaimana yang diharapkan, sebab terkendala dengan keadaan
ekonomi terpidana yang serba kekurangan,? maka untuk
menanggulangi  tidak terlaksananya restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh, penemuan solusi terkait hal tersebut
dipandang sangat urgen, supaya dapat membantu korban yang telah
menderita lahir batin, juga untuk mengganti biaya pemulihan yang
telah banyak dihabiskan.

Qanun Jinayat membuka peluang keterlibatan pihak
keluarga untuk melunasi restitusi yang dibebankan atas pelaku,?
akan tetapi berdasarkan Alquran dan hadis, pihak keluarga pelaku
pemerkosaan tidak serta-merta dapat dilibatkan untuk membayar
restitusi, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-An‘am
ayat 164 yang menerangkan, bahwa kesalahan seseorang tidak
dapat menjadi beban bagi orang lain, demikian juga sabda
Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi, bahwa harta
seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan
hatinya,* dengan demikian, peluang korban mendapat restitusi dari
keluarga pelaku pemerkosaan juga terbilang kecil, sebab tidak ada
jaminan bahwa para pihak tersebut mau melunasi restitusi akibat
kejahatan yang tidak mereka kerjakan.

Dalam istilah fikih, pihak keluarga yang ikut serta melunasi
ganti kerugian bagi korban atau keluarganya disebut ‘agilah,®
namun pihak keluarga yang disebut dalam Pasal 1 angka 20 Qanun
Jinayat tersebut tidak sama dengan ‘agilah yang diterangkan dalam
kitab fikih, sebab agilah dalam istilah fikih adalah pihak keluarga
yang dibebankan untuk ikut serta membayar diat bagi wali korban

*’Novi Susanti, dan Nursiti, “Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan
Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”,
Jurnal llmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 2, November
2017, h. 65. http://jim.unsyiah.ac.id, (diakses 10 Januari 2020).

Zpasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

24AI—Bayhan, al-Sunan al-Kubrg, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah,
2003), jld. VI, h. 166.

PMustafa al-Khin, et.al, al-Figh al-Manhaj7 ‘4/2 Madhab al-Imam al-
Sydfi';;, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), jld. VIII, h.19. Wizarah al-Awgaf Wa
al-Syu'un al-Islamiyyah, al-Mawszah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, (Mesir:
Matabi' Dar al-Safwah, 1993), jid. XXIX, h. 222.
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dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja atau seperti sengaja,
bukan dalam kasus pemerkosaan yang secara nyata dilakukan
dengan sengaja, lagi pula, keberadaan agilah pada era modern ini
sudah tidak ada lagi, jikapun ada maka jumlah anggotanya tidak
seramai masa dahulu, sehingga dapat dipastikan tidak akan
sanggup menanggung ganti rugi yang dibebankan atas pelaku,
khususnya di Aceh.

Pupusnya ‘agilah pada masa sekarang disebabkan
eksistensinya yang sangat bergantung kepada keberadaan kabilah-
kabilah, dan keberadaan kabilah pada zaman sekarang sudah jarang
ditemukan, demikian halnya di Aceh. Oleh karena itu,
mengandalkan ‘agilah untuk membantu pelaku pemerkosaan
melunasi restitusi adalah hal yang kecil peluangnya dapat terwujud
di Aceh.

Untuk mewujudkan perlindungan finansial bagi korban
pemerkosaan di Aceh, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun
Jinayat, semestinya negara —dalam hal ini Pemerintah Aceh— wajib
terlibat membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi, yaitu
ketika yang bersangkutan atau keluarganya tidak mampu
menunaikan kewajiban tersebut, dengan cara menyalurkan dana
dari perbendaharaan harta zakat yang dikelola oleh baitul mal 2

%Secara etimologi baitul mal adalah tempat untuk menyimpan harta,
adapun secara terminologi, baitul mal adalah lembaga independen yang
berwenang mengumpulkan fay’, zakat, atau harta-harta umum lainnya, untuk
dijaga, dikalkulasi, dan disalurkan dalam rangka untuk memenuhi hajat umum,
dengan mengacu kepada ketentuan syariat atau hasil ijtihad para fukaha. Istilah
baitul mal pada masa awal perkembangan Islam sering disebut dengan “bayt mal
al-muslim A atau “bayt mal Allah” yang menunjukkan tempat disimpannya harta
umum milik negara Islam. Kedudukan baitul mal dalam negara Islam adalah
sebagai lembaga yang berperan langsung dalam pengelolaan pemasukan dan
pengeluaran negara sesuai dengan hukum syariat.

Keberadaan baitul mal sebagai lembaga belum ada pada era Rasulullah
saw., namun fungsinya sudah dijalankan sejak saat itu, hal ini disebabkan
sumber pemasukan negara Islam pada masa tersebut masih sangat terbatas, yaitu
hanya berupa harta ganimah, zakat, sedekah, dan jizyah, semua harta yang
diterima oleh Rasulullah tersebut langsung disalurkan kepada orang-orang yang
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berhak tidak lama setelah barang diterima. Harta rampasan perang dan zakat
dibagikan sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Alquran, adapun jizyah
disalurkan untuk keperluan jihad dan kebutuhan umum lainnya, dengan
demikian tidak ada sisa harta yang kemudian harus disimpan dan dijaga secara
khusus, sehingga keberadaan baitul mal belum dibutuhkan pada masa itu.

Pemimpin negara yang pertama sekali menjadikan baitul mal sebagai
lembaga khusus untuk penyimpanan harta umum milik kaum muslimin adalah
Abt Bakr, hal ini diketahui dari pembahasan tentang biografi Mu‘ayqib bin Abi
Fatimah al-DawsT yang ditulis oleh Ibnu ‘Abd al-Barr dan Ibnu Hajar, keduanya
menerangkan bahwa Mu‘ayqib telah bekerja sebagai petugas baitul mal sejak
masa kekhalifahan Abu Bakr. Baitul mal mengalami perkembangan dengan
tugas dan fungsi yang lebih terperinci dimulai semenjak era kepemimpinan
‘Umar bin al-Khattab hingga masa-masa sesudahnya. Sejak masa itu baitul mal
telah dikukuhkan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyimpan dan
mengelola harta umum milik semua umat Islam, bahkan bukan saja berupa uang
dan harta bergerak lainnya, namun juga meliputi harta tidak bergerak seperti
tanah, dan harta-harta lainnya untuk kemudian disalurkan bagi orang-orang yang
berhak menerimanya atau untuk kemaslahatan umum.

Pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola dan menyalurkan harta
yang disimpan di baitul mal adalah pemimpin negara atau orang-orang yang
ditugaskan olehnya, hal ini karena menurut Islam, pemimpin negara sebenarnya
adalah wakil untuk urusan-urusan kaum muslimin, maka demikian halnya untuk
urusan pengelolaan dan pendistribusian harta baitul mal yang sebenarnya
merupakan milik bersama semua umat Islam, sehingga penyalurannya harus
berdasarkan perintah pemimpin negara atau orang-orang yang diangkat olehnya
untuk mengurus baitul mal, oleh sebab itu, orang-orang yang layak mengelola
baitul mal adalah mereka-mereka yang kompeten dan memiliki sifat amanah.

Al-Qadi Aba Ya‘la menerangkan bahwa setidaknya baitul mal memiliki
dua tugas utama yaitu:

1. Memungut harta fay’ dan zakat menurut ketentuan syariat.

2. Menentukan orang-orang yang layak menerima dana dari baitul mal
beserta besaran yang berhak diterimanya, kemudian menyalurkannya
secara adil dan proporsional.

Tugas pengutipan dan pendistribusian harta baitul mal merupakan
kewajiban imam atau pemimpin negara, untuk tugas tersebut biasanya diangkat
pegawai khusus berdasarkan keputusan pemimpin negara, para petugas yang
diangkat untuk mengelola baitul mal disebut sapib baitul mal dan yang bekerja
memungut, atau mendistribusikan harta baitul mal biasanya disebut amil.

Pemasukan adalah salah satu unsur terpenting dari eksistensi baitul mal,
‘Abd al-Rahman bin Idris al-Hasani (w. 1179 H) —salah seorang ulama mazhab
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Maliki— menerangkan bahwa pemasukan baitul mal mencapai dua belas
sumber, namun paling dominannya ada tujuh yaitu:

Pertama: al-fay’ yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh
tanpa melalui peperangan, semua harta ini menjadi pemasukan penuh baitul mal,
berdasarkan firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 6 dan 7. Selain harta yang
diperoleh dari musuh tanpa melalui pertempuran, harta jizyah yang dipungut dari
orang-orang kafir setiap tahunnya, dan al-kharrgj yaitu pajak atas hasil bumi
yang dibayar oleh ahl al-dhimmah juga digabungkan kedalam harta fay .

Kedua: Seperlima ganimah, pemasukan ini berdasarkan firman Allah
dalam surah al-Anfal ayat 41. Dari ayat tersebut dipahami bahwa harta ganimah
pembagiannya adalah menurut ketentuan Allah swt, yaitu seperlimanya
dimasukkan ke baitul mal yang merupakan hak Allah swt., Rasulullah saw.,
kerabat Rasulullah saw., yaitu bani Hasyim, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu
sabil. Lalu empat perlima dari ganimah itu dibagikan kepada yang ikut
bertempur.

Ketiga: Harta zakat, yaitu semua jenis harta yang wajib dikeluarkan
zakatnya menurut ketentuan Syariat atau ijtinad para fukaha, saat harta-harta
tersebut telah sampai nisab dan haulnya. Kewajiban menunaikan zakat adalah
berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Tawbah ayat 103. Dari ayat itu
dipahami juga bahwa pemungutan zakat merupakan kewajiban pemimpin,
adapun caranya bisa dengan menunjuk petugas untuk melakukan pengutipan
langsung ke lapangan. Praktik pengumpulan harta zakat ke perbendaharaan
baitul mal adalah berdasarkan pelaksanaan pada masa Rasulullah saw. dan para
al-khulafa’ al-rasyidan setelahnya.

Keempat: Rikaz (barang temuan), yaitu dengan menyerahkan 20% dari
harta yang ditemukan tersebut ke baitul mal. Ketentuan ini berdasarkan hadis
Rasulullah saw. yang bunyinya:

(oo i) " S 35
Artinya:
“...dan pada harta temuan wajib dizakati seperlimanya” (Muttafaq ‘alayh)

Kelima: Harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
sedang ia tidak memiliki ahli waris, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.
yang diriwayatkan oleh oleh al-Migdam al-Syami yang bunyinya:

(e ool ol Afp e sl T g ¥ o Sy
Artinya:
“Aku mewarisi harta pusaka dari orang yang meninggal yang tiada ahli

warisnya, aku bertanggungjawab membayar ganti rugi yang dipikulnya serta
mewarisi harta yang berhak diterimanya” (HR. Ibnu Majah).
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Keenam: Pendapatan negara dari berbagai badan usaha yang dijalankan
atau properti-properti yang dimiliki.

Ketujuh: Pajak, pada dasarnya dalam negara Islam tidak boleh ada
pengutipan pajak selama ada sumber pendapatan lain bagi negara, akan tetapi
pajak dibolehkan diwajibkan ketika kondisi baitul mal mengalami krisis
keuangan dan keadaan umat sedang melarat baik karena musim paceklik, dilanda
wabah penyakit, atau karena perang, maka saat demikian dibolehkan bagi negara
untuk mewajibkan pajak pada harta orang-orang kaya selama kondisi krisis
masih mendera dengan berlandaskan kemaslahatan (al-masalis al-mursalah).
Dengan demikian dalam negara Islam pajak tidak menjadi pemasukan permanen
baitul mal, melainkan hanya sementara waktu selama kondisi mendesak untuk
mewajibkannya, ketika keadaan sudah kembali normal, maka pemerintah harus
mencabut peraturan pajak tersebut, kemudian kewajiban pajak hanya dibebankan
atas harta orang-orang kaya saja tidak menyamaratakan semua penduduk negeri.

Penyaluran dana merupakan salah satu bagian terpenting dari
keberadaan lembaga baitul mal, oleh karena itu para fukaha membahasnya secara
rinci dan mendalam mengenai hal tersebut dalam karya-karya mereka, adapun
pendistribusian dana baitul mal adalah sebagai berikut:

a. Untuk para mustahik zakat, yaitu delapan golongan yang telah

disebutkan dalam surah al-Tawbah ayat 60. Secara perinci golongan-
golongan penerima zakat yang diterangkan dalam ayat di atas adalah
sebagai berikut:
Golongan pertama dan kedua yang berhak menerima zakat adalah
orang fakir dan dan orang miskin. Menurut al-Tabari, orang fakir adalah
orang-orang yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya secara
layak, tidak mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi mereka
menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, sedangkan
miskin adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan fakir namun
meminta-minta.

Golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil zakat, yaitu

orang-orang yang diangkat pemimpin negara atau wakilnya untuk

mengurus zakat, yang tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan,
dan pendistribusian zakat. Para amil berhak menerima zakat untuk
tujuan menjaga mereka agar tidak menerima harta-harta lain

(gratifikasi) dari para muzakki selain zakat yang diwajibkan atas

mereka.

Golongan keempat yang berhak menerima zakat adalah para muallaf,

yaitu orang-orang yang ingin dipikat hatinya agar tertarik kepada Islam,

orang-orang yang baru memeluk Islam supaya mantap dan teguh
keislamannya, orang-orang yang membahayakan kaum muslimin, atau



14

sebaliknya yaitu orang-orang berpengaruh yang dapat membela umat
Islam dari musuh-musuh mereka.

Golongan kelima yang berhak menerima zakat adalah rigab, yaitu
hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Penyaluran zakat pada
golongan ini adalah untuk membantu hamba sahaya menebus dirinya
yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya, atau untuk membeli hamba
sahaya menggunakan harta zakat kemudian memerdekakannya.
Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah gharim, yaitu
orang-orang yang terlilit utang, menurut fukaha golongan ini ada dua
macam yaitu: 1. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya
sendiri, baik itu dalam hal-hal yang mubah maupun tidak dengan syarat
sudah bertobat. 2. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak
yang berselisih.

Golongan ketujuh yang berhak menerima zakat adalah f7sabAillah, yaitu
para tentara atau para sukarelawan yang berperang di jalan Allah swt.
sedang mereka tidak mendapatkan gaji dari negara. Orang-orang ini
diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki
medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya. Bagian
zakat fi sabdillzh juga boleh disalurkan untuk semua keperluan yang
dibutuhkan dalam berjihad.

Golongan kedelapan yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil,
yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang halal, dan sangat
membutuhkan bantuan ongkos supaya sampai tujuannya.

Untuk diberi kepada kaum muslimin tanpa membedakan status sosial,
sebab semua umat Islam mempunyai hak dari harta fay’ yang
diserahkan ke baitul mal. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surah
al-Hasyr ayat 7 sampai ayat 10. Dalam ayat-ayat tersebut Allah swt.
menerangkan ketentuan distribusi harta fay’, ‘Umar bin al-Khattab
pernah berkata bahwa pembagian harta fay' menurut ayat kesepuluh
surah al-Hasyr mencakup seluruh kaum muslimin.

Untuk kemaslahatan umum dan pembangunan prasarana publik, seperti
pembangunan masjid, gedung sekolah, jalan, jembatan, peremajaan
sungai, dan lain sebagainya.

Untuk pembiayaan keadaan tertentu, seperti pembebasan tawanan,
menyantuni orang-orang Yyang tidak ada keluarga, membiayai
pernikahan orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Hal ini
berdasarkan athar yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas dari ‘Umar bin
al-Khattab yang menyatakan bahwa biaya pembebasan semua umat
Islam yang ditawan ditanggung oleh baitul mal.
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e.

Untuk menggaji pegawai negeri dan memenuhi kebutuhan pokok
mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Mustawrid
bin Syaddad al-Fihri, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda:

1 op R 1afl 2R 01 580 1 op5 ppls S 0080 0 ia d g 00
(al oty st Bl ot 400 0 S Jnil 050 2SS

Artinya:

“Siapa saja yang mengurus urusan kami, jika ia belum memiliki istri
hendaklah menikah, jika belum memiliki rumah hendaklah ia membuat
rumah, jika belum memiliki kendaraan maka hendaklah mengambil
kendaraan, jika belum memiliki pembantu maka hendaklah ia mencari
pembantu” (HR. Ahmad)

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. memberikan arahan untuk
memenuhi kebutuhan pokok para pegawai negeri, supaya mereka dapat
bekerja dengan tenang dan tidak mencari penghasilan dengan cara yang
dilarang, dalam hadis tersebut dipahami kebolehan menggunakan dana
baitul mal untuk kebutuhan tempat tinggal, mahar pernikahan, biaya
kendaraan, atau upah pembantu, untuk kenyamanan hidup para abdi
masyarakat, supaya bisa fokus menjalankan kewajiban yang ditugaskan
atas mereka sehingga tidak mengkhianati amanah.

Lihat: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mawsz‘ah al-
Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, jld. VIII, h. 242, jld. XXIII, h. 103-104.
Hizb al-Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah fial-Aukm wa al-ldarah,
(Beirut: Dar al-Ummah, 2005), h. 135, 142. Al-Bukhari, Sazih al-
Bukhary jld. I, h. 91, 170, jld. IV, h. 98. Muslim, Sahzz Muslim, jld. 11,
h. 1105. ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, al-Siyasah al-Syar ‘iyyah fi al-
Syu’in al-Dustariyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah, (Kairo: al-
Matba‘ah al-Salafiyyah, 1350 H), h. 141. Ibnu ‘Abd al-Barr, al-Isti ‘ab fi
Ma ‘rifah al-Aspab, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), jld. 1V, h. 1478. Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, Tahdh® al-Tahdhb, (India: Matba‘ah Da’irah al-
Ma‘arif al-Nizamiyyah, 1326 H), jld. X, h. 254. Abi Yusuf, al-Kharr3j,
(Kairo: al-Matba‘ah al-Salafiyyah, 1382 H), h. 36. Al-Bayhaqi, al-
Sunan al-Kubrg, jld. VI, h. 575. Al-Qadi Abu Ya‘la, al-Afkam al-
Sulzaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘TImiyyah, 2000), h. 28, 255. ‘Abd
al-Rahman bin Idris al-Hasani, al-Fat# al-Mubin fiBayan al-Zakah wa
Bayt Mal al-Muslimn, (Kairo: Dar Ibnu ‘Affan, 2008), h. 110-119. Al-
Qasim bin Sallam, al-Amwal, (Riyadh: Dar al-Fadilah, 2007), jid. I, h.
53, jld. 11, h. 243. Wahbah al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islamz (Beirut:
Dar al-Fikr, 1986), jld. 1l, 765. Abua Ja‘far al-Tabari, Tafsi al- 7abarj,
(T.tp: Dar Hijr, 2001), jld. XI, h. 509. Al-Khattabi, Ma ‘dlim al-Sunan,
(Heleb: al-Matba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932), jld. 1I, h. 61. Yusuf al-
Qaradawi, Figh al-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jid. II, h.
591, 606, 627-628. ‘Abd al-Raziq Nasir Muhammad, Figh al-Zakah fi
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Gagasan keterlibatan Pemerintah Aceh membantu pelaku
pemerkosaan melunasi restitusi, yaitu ketika yang bersangkutan
terkendala secara finansial, bukanlah sesuatu yang berlebihan,
sebab Aceh saat ini telah memiliki baitul mal yang merupakan
bagian dari keistimewaan propinsi ini. Apabila Pemerintah Aceh
tidak turun tangan menyelesaikan pelunasan restitusi bagi korban
pemerkosaan, yaitu ketika pelakunya tidak sanggup membayar,
maka dapat dipastikan hak restitusi korban pemerkosaan akan sulit
terwujud, dan akan terus terabaikan sebagaimana yang telah
berlaku selama ini, maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji
dan menemukan konsep menurut perspektif fikih mengenai
kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan yang tidak
sanggup melunasi restitusi.

Konsep yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan
dapat menjadi suatu rumusan untuk kemudian dapat
diimplementasikan, guna mewujudkan ganti rugi yang adil dan
patut sebagai bentuk perlindungan bagi korban pemerkosaan atas
musibah yang menimpanya. Ganti rugi bagi korban pemerkosaan
berupa restitusi harus terimplementasikan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat, tidak boleh dikurangi
hanya gara-gara ketidakmampuan finansial pelaku atau
keluarganya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok
permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana landasan fikih tentang restitusi bagi korban
pemerkosaan?

al-Mal wa al-Badan, (Kairo: Markaz al-Dirasat al-Fighiyyah, 2004), h.
94, 110, 117-118. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-BariSyar i Sahih al-
Bukhari (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), jld. VI, h. 269. lbnu
Zanjawayh, al-Amwal li lbni Zanjawayh, (Saudi Arabia: Markaz al-
Malik Faysal li al-Buhuth wa al-Dirasat al-1slamiyyah, 1986), jid. I, h.
108. Abu Yasuf, al-Kharrgj, h. 24 dan 80. Ahmad bin Hanbal, Musnad,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001) jld. XXIX, h. 543.
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2. Bagaimana pandangan fikih mengenai peraturan dan
prosedur restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun
Jinayat dan Qanun Acara Jinayat?

3. Bagaimana perspektif fikih tentang kewajiban negara
melunasi restitusi yang tidak sanggup dilunasi pelaku
pemerkosaan karena tidak mampu secara finansial?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan menjelaskan
hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan fikih tentang restitusi bagi korban pemerkosaan.

2. Perspektif fikih mengenai ketentuan dan prosedur restitusi
bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan Qanun
Acara Jinayat.

3. Sudut pandang fikih tentang kewajiban negara membantu
pelaku pemerkosaan melunasi restitusi yang tidak sanggup
dilunasinya karena tidak mampu secara finansial.

Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat ditemukan dan
dirumuskan konsep baru yang implementatif dan berkeadilan bagi
korban pemerkosaan terkait hak untuk mendapat restitusi atas
peristiwa pemerkosaan yang menimpanya.

D. Manfaat Penelitian

Pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan memang
sudah ada aturannya dalam Qanun Jinayat, namun setelah
dilakukan kajian mendalam tentang aturan tersebut ditemukan,
bahwa aturan mengenai hak restitusi tersebut semenjak disahkan
pada tahun 2014 masih kurang terimplementasikan, sehingga ganti
rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh belum terwujud
sebagaimana yang diharapkan, maka untuk itu konsep baru yang
implementatif mengenai restitusi bagi korban pemerkosaan
berdasar perspektif fikih yang ditemukan dalam penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi pengaturan
sanksi tindak pidana pemerkosaan yang telah ada di Aceh, dalam
rangka penyempurnaan peraturan ke arah yang lebih baik untuk
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mewujudkan keadilan bagi masyarakat, juga sebagai upaya
mewujudkan cita-cita pelaksanaan syariat Islam yang sempurna
(kaffah) di Aceh. Temuan konsep baru mengenai restitusi bagi
korban pemerkosaan dalam penelitian ini diharapkan juga dapat
memberikan kontribusi bagi perumus undang-undang, praktisi
hukum, dan penegak hukum dalam mempertimbangkan keputusan
terkait hak restitusi bagi korban pemerkosaan. Juga diharapkan
dapat memberi informasi secara deskriptif bagi masyarakat dan
kalangan akademisi mengenai hak restitusi korban pemerkosaan.

E. Kajian Pustaka

Ulasan mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan telah
pernah ditulis dalam beberapa tesis, jurnal ilmiah, maupun karya
tulis lainnya, tulisan-tulisan terdahulu yang membahas mengenai
ganti rugi bagi korban pemerkosaan antara lain adalah sebagali
berikut:

Karya ilmiah dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh Nur
Azisa dengan judul “Kompensasi dan Restitusi bagi Korban
Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan.”?” Disertasi ini
ditulis untuk tiga tujuan yaitu: 1. Menilai realitas kebijakan
pembatasan kompensasi yang dilakukan pembuat undang-undang
dari aspek yuridis dan filosofi keadilan, 2. Mengetahui penegakan
hukum pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi bagi korban
kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku secara
nasional, 3. Menemukan konsep yang ideal tentang ketentuan
pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa
hal berikut: 1. Jaminan atas hak kompensasi dibatasi hanya bagi
korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran berat HAM
dalam perundang-undangan selama ini tidak signifikan dengan
prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, asas pembentukan perundang-
undangan yang baik, serta asas keadilan, 2. Pemenuhan hak atas

*’Nur Azisa “Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai
Implementasi Prinsip Keadilan”, disertasi (Makassar: Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin, 2015).
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restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan belum berjalan
maksimal, 3. Konsep ideal untuk implementasi restitusi dan
kompensasi yang ditawarkan dalam disertasi adalah a). Regulasi
hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan adanya penguatan
daya paksa restitusi, b). Pembentukan unit perlindungan korban
(UPK) pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga
struktural pemerintah yang memiliki- kedudukan yang kuat untuk
bekerja dalam sistem peradilan pidana demi kepentingan korban
kejahatan dalam pemenuhan hak atas restitusi, c). Menjalankan
mekanisme restorative justice dalam sarana penal dan non penal
untuk memberikan perimbangan antar kepentingan pelaku, korban,
dan kepentingan sistem peradilan pidana, d). Menerapkan konsep
subrogasi melalui peran LPSK untuk pemenuhan hak atas
kompensasi dengan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan
kondisi negara Indonesia.

Elda Maisy Rahmi menulis tesis dengan judul “*Pelaksanaan
‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan dalam Putusan
Nomor 7/jn/2018/ms.jth Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat.”?® Tesis ini ditulis untuk menemukan
jawaban tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak
terlaksananya ‘uqubat restitusi di wilayah hukum Mahkamah
Syar’iyah Jantho, dan untuk mengetahui upaya yang dapat
dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban. Hasil
penelitian ini ditemukan, bahwa hak restitusi terhadap korban
pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ada di wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Jantho selama tahun 2016 sampai dengan
2018 Dbelum terlaksana karena beberapa faktor, antara lain
disebabkan aparat penegak hukum banyak tidak paham tentang
restitusi dan mekanisme permohonannya, kurangnya kesadaran dari
pihak korban untuk meminta hak restitusi, juga disebabkan karena

I“

Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban
Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, tesis (Banda Aceh: Program Studi
Magister IImu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018).
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tidak adanya mekanisme dari peraturan itu sendiri sehingga
menjadi kendala bagi aparat penegak hukum.

Selanjutnya tesis yang ditulis Nurul Fajri, dengan judul
“Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi dalam
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam
Konteks Perkembangan Hukum Pidana.”® Tesis ini ditulis untuk
menemukan jawaban tentang pengaturan restitusi dalam Qanun
Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait minimum
dan maksimum pidana, dan mekanisme permintaan restitusi oleh
korban dalam konteks Qanun Jinayat. Hasil penelitiannya
menyatakan, bahwa ‘uqubat restitusi yang terdapat dalam Qanun
Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum saja tanpa
menyebutkan batas minimumnya, hal tersebut tidak sesuai dan
tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang
mengharuskan penyertaan batasan minimum terhadap delik-delik
yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat.
Mekanisme permohonan restitusi oleh korban dalam konteks
Qanun Jinayat sama dengan mekanisme yang terdapat di dalam
KUHAP, yaitu penggabungan perkara antara pidana dan perdata.

Selanjutnya artikel yang ditulis Rizkal dan Mansari, dengan
judul “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban
Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh.”*® Dalam penelitian ini
disimpulkan, bahwa pengaturan tentang restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh masih belum menjadi prioritas, karena
korban harus meminta terlebih dahulu supaya diterapkan, dan
jumlah restitusi sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim. Hal-
hal yang melatarbelakangi terhambatnya implementasi restitusi

“Nurul Fajri, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi
dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Konteks
Perkembangan Hukum Pidana”, tesis (Banda Aceh: Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019).

*°Rizkal dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai
Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Gender Equality:
International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, September
2019.
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bagi korban pemerkosaan adalah: kesadaran hukum rendah,
penegak hukum kurang teliti memahami konsep restitusi,
korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempuan,
dan kelemahan finansial pelaku.

Siti Zubaidah Ismail menulis artikel berjudul “Constructing
Some Possibilities for Compensation as Part of Legal Remedies for
Rape Survivors: The Case of Malaysia.”** Karya ilmiah ini ditulis
untuk menemukan jawaban kenapa ganti rugi bagi korban
pemerkosaan patut diberikan, dan kenapa lembaga compensation
board yang bertugas melunasi ganti kerugian korban pemerkosaan
perlu didirikan di Malaysia, hasil penelitian ini menyatakan, bahwa
ganti rugi diperlukan guna mengembalikan keadaan korban agar
normal seperti sedia kala dan untuk menutupi biaya-biaya yang
telah dikeluarkan selama pengobatan dan rehabilitasi korban.
Peneliti mengusulkan untuk mengadopsi sistem diat yang ada
dalam syariat Islam sebagai bentuk ganti rugi bagi korban
pemerkosaan.

Nor Aida Ab. Kadir menulis artikel berjudul
“Compensation as a Remedy for Rape Victims: International,
Islamic and Malaysian Legal Perspectives.”® Penelitian ini
dilakukan untuk menemukan alasan rasional dan meyakinkan
kenapa di Malaysia harus ada ganti rugi bagi korban pemerkosaan.
Menurut Nor Aida, pemberian ganti rugi dalam kasus pemerkosaan
telah diterapkan di beberapa negara maju, tetapi belum berlaku di
Malaysia. Peluang ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam
artikel ini dikaji dalam perspektif fikih, hukum internasional dan
undang-undang Malaysia. Hasil penelitian ini menyatakan, bahwa
ketentuan mengenai pemulihan korban pemerkosaan seperti
kompensasi, reparasi, dan rehabilitasi, telah diatur dalam hukum

31Siti  Zubaidah  Ismail, “Constructing Some Possibilities for
Compensation as Part of Legal Remedies for Rape Survivors: The Case of
Malaysia” European Journal of Social Sciences, Vol. 26, No. 2, 2011.

¥Nor Aida Ab. Kadir “Compensation as a Remedy for Rape Victims:

International, Islamic and Malaysian Legal Perspectives”, World Applied
Sciences Journal, Vol. 35 No. 9, 2017.
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Internasional. Ganti rugi bagi korban pemerkosaan menurut
perspektif hukum Islam masuk dalam kategori diat untuk luka atau
cedera akibat dari pemerkosaan, yaitu 100 ekor unta yang dibayar
oleh pelaku atau keluarganya, serta mahar misil yang diberikan
pelaku bagi korban.

Azman bin Mohd Noor dan Ahmad Basri bin Ibrahim
menulis artikel dengan judul “The Rights of A Rape Victim in
Islamic Law.”** Karya llmiah ini ditulis untuk mengkaji hak-hak
dasar korban pemerkosaan yang diatur dalam hukum Islam dengan
mengeksplorasi pendapat dan argumen para fukaha klasik. Karya
ilmiah ini juga membahas peluang pemberian ganti rugi yang
diberikan oleh syariat untuk korban pemerkosaan. Berdasarkan
kajian yang dilakukan ditemukan, bahwa hak-hak dasar korban
pemerkosaan yang diatur dalam hukum Islam diantaranya adalah:
(1) hak untuk dilindungi karena membela kehormatannya, (ii)
legitimasi reaksi terhadap serangan fisik, dan (iii) pembebasan dari
tuduhan telah berzina atau melakukan tuduhan palsu (gadhf).
Dalam artikel ini diterangkan, bahwa ada dua peluang ganti rugi
bagi korban pemerkosaan, yaitu mahar dari pelaku, dan diat atas
luka atau cedera yang dialaminya.

Azman Mohd Noor menulis artikel berjudul “Punishment
for Rape in Islamic Law.”** Karya ilmiah ini mengkaji definisi
kejahatan pemerkosaan, hukumannya, serta perbandingannya
dengan zina menurut hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk
mengeksplorasi hukuman yang paling tepat bagi pelaku
pemerkosaan berdasarkan pendapat dan argumen para fukaha
klasik dan fukaha modern dari berbagai mazhab. Hasil penelitian
menyimpulkan, bahwa berdasarkan pendapat para fukaha,
pemerkosaan menurut hukum Islam dapat didefinisikan sebagai
hubungan seksual ilegal yang tidak sah, yang dilakukan oleh pria
terhadap wanita yang tidak menikah secara resmi dengannya, tanpa

¥ Azman bin Mohd Noor dan Ahmad Basri bin Ibrahim “The Rights of
A Rape Victim in Islamic Law” IIlUM Law Journal, Vol. 16, No. 1, 2008.

# Azman Mohd Noor “Punishment for Rape in Islamic Law”, Malayan
Law Journal Articles, Vol.5. 2009.
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kehendak dan persetujuannya. Pemerkosaan berbeda dengan
perzinaan, karena pemerkosaan adalah serangan fisik dan korban
berusaha melawan pelakunya. Pemerkosaan juga merusak secara
psikologis karena itu korban pemerkosaan tidak dapat dianggap
sebagai pezina. Hukuman bagi pemerkosa disesuaikan berdasar
konsekuensi dan cara kejahatan itu dilakukan. Dalam beberapa
keadaan dapat dihukum dengan had zina, had hirabah, dan juga
dengan ta'zir. Hukuman mati bagi seorang pemerkosa juga dapat
dibenarkan berdasarkan prinsip siyasah syar'iyyah. Pada akhir
artikel disimpulkan, bahwa jumhur fukaha berpendapat kewajiban
memberi ganti rugi finansial bagi korban pemerkosaan berupa mas
kawin, apabila pemerkosaan mengakibatkan cedera atau kematian,
maka harus dikompensasi dalam bentuk diat.

Rahmatiah menulis artikel dengan judul “Perlindungan
Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan: (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa).”® Penelitian dalam
karya ilmiah ini dikerjakan untuk mengetahui bentuk perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, serta upaya Yyang dilakukan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pemerkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Rahmatiah
ditemukan, bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap
korban tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri
Sungguminasa Vaitu: (i) korban berhak mendapat kebebasan
berbicara dalam hal pembelaan diri selama proses peradilan, (ii)
korban berhak memutuskan apakah sidang dibuka untuk umum
atau tidak, (iit) korban boleh mengikuti proses persidangan dan
boleh tidak, yaitu apabila korban merasa malu.

Karya ilmiah selanjutnya ditulis oleh Octorina Ulina Sari,
dengan judul “Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan Ditinjau

*Rahmatiah HL, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak

Pidana Pemerkosaan: (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, Jurnal
Al-Daulah, Vol. 4, No. 1, 2015.
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dari Sudut Pandang Viktimologi.”*® Dalam karya tulis ini, Octorina
menjelaskan sebab-sebab korban pemerkosaan perlu mendapatkan
perlindungan, dan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat
diberikan kepada korban pemerkosaan. Salah satu bentuk
perlindungan korban pemerkosaan menurut Octorina adalah
memberikan restitusi dengan mengacu kepada Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap karya-karya
ilmiah yang membahas mengenai hak-hak korban pemerkosaan,
belum ada yang fokus melakukan kajian tentang perspektif fikih
mengenai kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan untuk
melunasi restitusi, yaitu yang tidak sanggup dilunasi pelaku karena
ketidakmampuannya secara finansial, maka dari itu peneliti tertarik
untuk melakukan kajian mengenai hal ini, guna menemukan
konsep yang implementatif untuk dapat menjadi referensi dalam
pembuatan regulasi terkait pemenuhan hak korban pemerkosaan.

F. Kerangka Teori
Qanun Jinayat dalam prinsip dan operasionalnya harus

mengacu pada sumber utama syariat Islam, yaitu Alquran dan
hadis, sebab ganun tersebut disahkan menjadi peraturan adalah
sebagai wujud penerapan syariat Islam di Aceh. Dasar hukum
penerapan syariat Islam di Aceh diterangkan dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
yang bunyinya:

“Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan

dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya

dalam bermasyarakat”

*®Qctorina Ulina Sari “Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan
Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi” http://e-journal.uajy.ac.id (diakses 3
Juli 2019).


http://e-journal.uajy.ac.id/5956/1/JURNAL%20Hk10368.pdf
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Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor
44 Tahun 1999 diterangkan, bahwa ada empat bidang
keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, yaitu:

1. Istimewa dalam hal penyelenggaraan kehidupan

beragama, menjadi landasan dibentuknya Dinas Syariat
Islam (DSI) di Aceh.

2. Istimewa dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat,
menjadi landasan dibentuknya Majelis Adat Aceh
(MAA).

3. lstimewa dalam hal penyelenggaraan pendidikan,
menjadi landasan penguat bagi keberadaan Majelis
Pendidikan Daerah (MPD) di Aceh.

4. Istimewa dalam hal peran ulama dalam penetapan
kebijakan daerah, menjadi landasan penguat bagi
keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di
Aceh.

Dasar hukum selanjutnya yang membolehkan penerapan
syariat Islam di Aceh adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), undang-undang ini
merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UUPA lahir sebagai
implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang diselenggarakan di
Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Selain mengatur
segala hal terkait Pemerintahan Aceh, UUPA juga mengatur
tentang keberadaan Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari
Pengadilan Agama.

Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat
yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di atas adalah setiap
peraturan daerah yang dibuat untuk mengatur kehidupan
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masyarakat Aceh harus sesuai dengan ajaran Islam.®” Peraturan
yang sesuai dengan syariat Islam adalah peraturan-peraturan yang
berasal dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Alquran, hadis,
ijmak, al-qiyas, al-istifisan, al-gawl al-sahabiz al-istishab, al-
masalih al-mursalah, al- ‘urf, sadd al-dhar7’ah, dan al-syar’u man
gablana.

Berdasarkan analisa peneliti, tujuan pemidanaan yang
dianut oleh Qanun Jinayat tidak beda dari tujuan pemidanaan yang
secara umum dianut oleh hukum pidana nasional yaitu; perbaikan
(reformation), pengekangan/pengendalian (restraint), pencegahan
(deterrence), dan ganti rugi (retribution).®® Kewajiban pelaku
pemerkosaan membayar restitusi yang dicantumkan dalam Qanun
Jinayat masuk dalam tujuan retribution, yaitu upaya memberikan
ganti rugi bagi korban.

Dalam disertasi ini digunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori al-daman, yaitu teori yang menyatakan bahwa pelaku
tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti
kerugian pada korban atau ahli warisnya, sebagai wujud
tanggung jawab atas kesalahannya terhadap orang lain.*
Teori ini digunakan untuk menguji dan menganalisis
ketentuan dan prosedur pembayaran restitusi yang telah
diatur dalam Qanun Jinayat menurut perspektif fikih,
apakah pembayaran restitusi harus disesuaikan dengan
keadaan ekonomi pelaku pemerkosaan, apakah restitusi
harus dimulai dengan permintaan korban baru kemudian
hakim memutuskan untuk dibayar, atau merupakan suatu
kewajiban yang memang harus ditunaikan bagi korban
meskipun tanpa diawali permintaan.

%L ihat: Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia
No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.
%8 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
h. 28.
% Ahmad bin Muhammad al-Hamwi, Ghamz 'Uy:n al-Basair fiSyar# al-
Asybah wa al-Nazzir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'limiyyah, 1985), jld. IV, h. 7.
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2. Teori al-zawgjir dan al-jawabir, yaitu teori pencegahan dan
perbaikan kerusakan yang timbul akibat kejahatan. Teori ini
digunakan untuk menganalisis ketentuan restitusi yang telah
diatur dalam Qanun Jinayat, apakah ketentuan tersebut
dapat menjadi pencegahan bagi pelaku atau orang lain agar
tidak kembali mengulangi kejahatannya, dan apakah
ketentuan restitusi yang dimuat dalam Qanun Jinayat telah
dapat memenuhi dan merehabilitasi hak-hak korban yang
telah dilecehkan pelaku pemerkosaan atau sebaliknya.

3. Teori kewajiban negara, teori ini akan dikembangkan dalam
disertasi ini terutama berkaitan dengan perlindungan korban
pemerkosaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis
kewajiban negara —dalam hal ini Pemerintah Aceh— dalam
memberikan perlindungan pada warganya, khususnya
dalam perkara kejahatan pemerkosaan, baik itu warga yang
menjadi pelaku, maupun yang menjadi korban.

4. Teori kemaslahatan, yaitu teori yang merujuk kepada tujuan
pensyariatan (al-maqasid al-syar ”ah) yaitu menjaga agama,
menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan
menjaga harta.** Teori ini digunakan untuk menganalisis
kemaslahatan yang akan diperoleh ketika negara membantu
pelaku pemerkosaan untuk melunasi restitusi yang
dibebankan atasnya.

G. Metode Penelitian

Agar dapat berkembang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni (ipteks) butuh kepada metode dalam setiap penelitiannya,*
demikian halnya dengan penelitian yang dikerjakan dalam disiplin
ilmu hukum, karena merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka perlu
juga kepada metode, sistematika, dan teori tertentu, supaya

Al-Syatibi, al-Muwifaqa f7 Usal al-Syariah, (Kairo: al-Maktabah al-
Tawfigiyyah, 2003), h. 156. Al-Syatibi, al-Muwafaqat, (T.tp: Dar lbnu ‘Affan,
1997), jid. 1, h. 20.

#Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.
17.
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kebenaran yang ditemukan dapat diterangkan secara sistematis,
metodologis, dan konsisten,** adapun metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan
hukum. Alasan digunakannya pendekatan perundang-undangan,
karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji peraturan
pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam
Qanun jinayat, Qanun Acara Jinayat, dan ketentuan hukum fikih.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti, yaitu ketentuan pemberian
restitusi bagi korban pemerkosaan. Pendekatan perbandingan
hukum digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan
membandingkan prosedur pemberian restitusi bagi korban
pemerkosaan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat, Qanun Acara
Jinayat, dan fikih.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu kajian yang
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.*® Kajian
dengan sifat preskriptif ini bertujuan untuk memperoleh
argumentasi, merumuskan teori, atau konsep baru sebagai solusi
untuk masalah yang dihadapi, yaitu tidak terimplementasinya
restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh.
3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, untuk
memperoleh hasil penelitian maka peneliti menggunakan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh
dari studi kepustakaan, literatur utama yang digunakan adalah

*’Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1998), h. 39.

*3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010),
h. 22.
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Alqguran, kitab-kitab hadis beserta syarahnya, kitab usul fikih, dan
kitab-kitab fikih yang peneliti batasi kepada lima mazhab yang
masyhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, dan Zahiri.
Literatur utama lainnya adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat, kedua ganun tersebut dirujuk guna
mengetahui dan menjelaskan ketentuan serta prosedur restitusi
dalam jarimah pemerkosaan yang terjadi di Aceh. Kitab-kitab dan
buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas juga akan dijadikan rujukan untuk memperkaya informasi
penelitian.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum dikumpulkan dengan cara studi dokumen,
yaitu data kepustakaan diteliti melalui pembacaan yang mendalam
mengenai peraturan dan prosedur restitusi bagi korban
pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat, Kitab-
kitab fikih, dan sumber-sumber tertulis lain yang ada hubungannya
dengan penelitian. Studi dokumen = fokus dilakukan pada
permasalahan terkait aturan ganti kerugian dalam perkara jinayah,
kewajiban negara terhadap pelaku pemerkosaan, serta probabilitas
penyaluran zakat untuk pelunasan restitusi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis
secara kualitatif, yaitu diuraikan secara deskriptif analitis dan
preskriptif. Dipilihnya metode deskriptif analitis dan preskriptif
tersebut dalam menganalisis bahan hukum adalah karena penelitian
ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan
data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan untuk
menemukan dan menerangkan bagaimana idealnya implementasi
restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh. Selain dua metode
analisis yang telah disebutkan di atas, digunakan juga teknik
analisis perbandingan, yaitu membandingkan ketentuan fikih dan
landasannya tentang pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan
dengan peraturan restitusi yang dimuat dalam Qanun Jinayat dan
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Qanun Acara Jinayat. Dalam melakukan analisis pada tahap ini
akan digunakan teori al-daman, teori al-zawgjir dan al-jawabir,
teori kewajiban negara, dan teori kemaslahatan.

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun menjadi empat bab. Bab pertama berisi
pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, teori-teori
yang akan digunakan dalam pembahasan, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, pembahasannya
meliputi pengertian al-daman, landasan pensyariatan al-gaman,
rukun al-gaman, syarat al-daman, pengertian teori al-zawajir dan
teori al-jawabir, teori kewajiban negara, serta pengertian teori
kemaslahatan dan kehujjahannya.

Bab ketiga berisi uraian tentang restitusi bagi korban
pemerkosaan dan kewajiban negara melunasinya menurut
perspektif fikih, pembahasannya meliputi restitusi untuk korban
pemerkosaan dalam perspektif fikih, landasan hukuman restitusi
bagi korban pemerkosaan, bantahan kelompok yang mewajibkan
ganti rugi (al-daman) bagi korban pemerkosaan terhadap dalil-dalil
yang digunakan oleh kelompok yang menafikan kewajiban al-
daman, analisis dalil-dalil fukaha yang mewajibkan ganti rugi bagi
korban pemerkosaan, bentuk al-daman bagi korban pemerkosaan,
konsep al-daman al-itlaf sebagai wujud tanggung jawab pelaku
pemerkosaan terhadap korban, penerapan kaidah al-zawgjir dan al-
jawabir pada kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan,
peraturan dan prosedur implementasi restitusi bagi korban
pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat
menurut perspektif fikih, pengertian restitusi menurut peraturan
perundang-undangan, bentuk restitusi, prosedur permohonan dan
eksekusi restitusi, perbandingan ketentuan restitusi untuk korban
pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan fikih, deskripsi
implementasi restitusi di Aceh, kewajiban negara terhadap pelaku
pemerkosaan menurut fikih, dalil kewajiban negara membantu



31

pelunasan restitusi pelaku pemerkosaan, kategorisasi pelaku
pemerkosaan dalam golongan penerima zakat, kemaslahatan
pelunasan restitusi oleh negara, baik bagi pelaku maupun korban
pemerkosaan.

Bab keempat merupakan penutup, berisi kesimpulan dan
rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.



BAB Il
LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan empat hal sebagai landasan teoretis
penelitian yaitu: (1) teori al-daman, (2) teori al-zawajir dan al-
jawabir, (3) teori kewajiban negara, dan (4) teori kemaslahatan.
Teori pertama dan kedua digunakan untuk menguji dan
menganalisis ketentuan serta prosedur restitusi yang telah diatur
dalam Qanun Aceh dan Qanun Jinayat Aceh. Teori Kketiga
digunakan untuk menganalisis ruang lingkup kewajiban negara
terhadap warganya menurut perspektif fikih, khususnya yang
berkaitan dengan kejahatan pemerkosaan, baik warga yang menjadi
pelaku maupun yang menjadi korban. Teori keempat digunakan
untuk menganalisis kemaslahatan yang akan diperoleh ketika
negara membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi yang
dibebankan atasnya, yaitu ketika ia atau keluarganya tidak mampu
melunasi kewajiban tersebut karena kendala finansial.

A. Teori al-Daman
1. Pengertian al-daman
Secara  etimologis  al-daman  berarti  tanggungan,

memberikan jaminan (DL, atau denda (&) ,&)).* Adapun secara

terminologi, para fukaha berbeda pandangan dalam mendefinisikan
istilah al-gaman. Di bawah ini akan dibahas secara perinci
pengertian al-gaman menurut masing-masing mazhab tersebut,
kemudian membandingkannya satu sama lain, dan menerangkan
pengertian yang sesuai dengan fokus penelitian dalam disertasi ini.
1.1. Pengertian al-gaman menurut fukaha mazhab
a. Sebagian fukaha mazhab Hanafi mendefinisikan istilah
al-daman sama dengan pengertian al-kafalah, yaitu
memasukkan orang lain ke dalam jaminan atau

*Ibnu Manzar, Lisan al- ‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), jld. XII1, h.
257.
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tanggungan orang yang menanggung (kafil/majikan).*®
Sebagian yang lain menerangkan bahwa al-daman lebih
luas definisinya dari sekedar al-kafalah, menurut
mereka al-daman dapat bermakna al-kafalah, dapat juga
bermakna kewajiban mengembalikan barang yang
serupa dengan barang yang telah rusak, atau membayar
senilai harganya.*

b. Menurut fukaha mazhab Maliki, al-gaman adalah:
“Menanggung atau menjamin pihak lain dalam hal
pemenuhan kewajiban.”*’

c. Menurut fukaha mazhab Syafii, al-daman adalah:
“Membebankan diri dengan menanggung utang orang
lain, menghadirkan benda atau orang yang dijamin.”*®

d. Menurut fukaha mazhab Hambali al-daman adalah:
“Menggabungkan tanggungan dua orang (al-damin dan
al-magman  ‘anh) pada keharusan  pemenuhan
kewajiban.”*

e. Menurut fukaha mazhab Zahiri, al-daman sama dengan
al-kafalah, yaitu menjamin atau menanggung
pemenuhan kewajiban orang lain yang berkaitan dengan
harta, dengan kerelaan kedua belah pihak, yaitu pihak
yang menjamin dan pihak si empunya harta.>

“Najm al-Din al-Nisfi, 7alabah al-Zulbah f7 al-Isdlaaa al-Fighiyyah,
(Baghdad: al-Matba‘ah al-‘Amirah, 1311 H), h. 139.

“®Abiu al-Baga’ Ayyib bin Masa al-Husayni al-Kafawi, al-Kulliya,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 575. Ahmad bin Muhammad al-
Hamawi, Ghamz ‘Uyin al-Basair f7Syarh al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut: Dar
al-Kutub al-"lImiyyah, 1985), jid. IV, h. 7.

* Ahmad al-Dardir, al-Syars al-Kab# ‘alz Mukhtasar Khal 4, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.), jid. 111, h. 329.

*®Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muht3j, (Beirut, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1994), jld. 111, 198.

®Ibrahim bin Muhammad bin Muflih, al-Mubdi f7 Syar# al-Mugni
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘TImiyyah, 1997), jld. 1V, 233.

*°lbnu Hazm, al-Mu/allz bi al-Athar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. VI, h.
396.
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Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui
bahwa jumhur fukaha (mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali),
berpandangan bahwa istilah al-daman sama artinya dengan al-
kafalah. Kedua istilah tersebut mencakup tanggungan harta, jiwa,
dan penagihan, yaitu ketika orang yang telah mukalaf komit
melakukan akad al-kafalah. Mereka juga menggunakan istilah al-
daman untuk pengertian yang lebih umum dari definisi al-kafalah,
yaitu al-daman dengan pengertian yang tidak terbatas, baik
berkaitan dengan akad yang mewajibkan diri, ganti kerugian,
penganiayaan, atau lain sebagainya.

Fukaha mazhab Hanafi dan Zahiri, mengkhususkan
penggunaan istilah “al-kafalah” untuk penanggungan atau
penjaminan yang terjadi dengan akad, sedangkan untuk jaminan
pada perkara pembunuhan, penganiayaan, atau penanggungan pada
perkara berkaitan dengan harta yang terjadi tanpa akad, biasanya
digunakan istilah al-daman.

Contoh-contoh al-daman menurut fukaha mazhab adalah
sebagai berikut:

I.  Tanggungan kafil untuk menghadirkan orang yang
ditanggungnya di muka pengadilan, biasa disebut dengan
istilah kafalah al-nafs.

ii.  Jaminan orang yang mengambil atau merusak barang milik
pihak lain, untuk mengembalikan barang yang telah
ambil/dirusaknya kepada pemilik, atau membayar harganya.

iii.”  Jaminan pembayaran diat pada perkara pembunuhan, dan
jaminan-jaminan pada perkara lain.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa al-daman
berlaku pada perkara-perkara yang berkaitan dengan harta (al-mal),
seperti jaminan utang, jaminan mengembalikan barang yang telah
dirusak, jaminan membayar diat atau ursy, juga berlaku pada
perbuatan (al-af‘al) seperti jaminan untuk menyerahkan barang,
menghadirkan orang di muka pengadilan, dan jaminan penunaian
utang.
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Dari uraian tentang definisi dan contoh-contoh al-daman
yang telah di bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa secara
terminologi, para fukaha menggunakan istilah al-gaman untuk hal-
hal berikut, yaitu:

a. Kafalah al-nafs dan kafalah al-ma.

b. Ganti rugi untuk membayar barang yang telah rusak,
dicacatkan, atau diubah tanpa izin pemiliknya (daman al-
mal) baik disengaja maupun tidak.

c. Janji mengembalikan seperti sediakala harta orang lain yang
diambil tanpa izin pemiliknya, atau membayar harganya,
yaitu ketika barang tersebut telah tiada.

1.2. Pengertian al-gaman menurut fukaha kontemporer

a. ‘Ali  al-Khafif, mendefinisikan al-daman  sebagai
membebani seseorang dengan suatu kewajiban yang harus
dipenuhi, baik dalam bentuk materi atau perbuatan, yaitu
ketika syarat-syaratnya terpenuhi, baik yang pemenuhannya
bersifat segera, seperti pembayaran utang yang harus lunas
ketika itu juga (al-dayn al-4al), maupun pemenuhannya
pada waktu mendatang seperti al-dayn al-muajjal.”*

b. Mustafa al-Zarqga mendefinisikan al-gaman sebagai
kewajiban seseorang membayar ganti rugi terhadap
kerugian yang ditimbulkannya atas orang lain, baik akibat
perbuatan pidana maupun perdata.>

c. Menurut Wahbah al-Zuhayli, al-daman adalah kewajiban
seseorang membayar ganti rugi atas kerugian yang
ditimbulkannya terhadap  pihak lain, kerugian yang
dimaksud bisa saja kerusakan harta benda atau hilang

L Alf al-Khafif, al-Daman i al-Figh al-Islamj; (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabiy, 2000), h. 8.

2 Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighial- ‘Am, (Damaskus: Dar
al-Qalam, 1998), jid. 1, h. 342, jid. 11, h. 1035.
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manfaatnya, bisa juga kerugian yang menimpa jiwa
manusia baik yang bersifat parsial atau menyeluruh.*®

Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, definisi yang
ditawarkan oleh Mustafa al-Zarga dan Wahbah al-Zuhayli dirasa
lebih sesuai untuk digunakan pada zaman sekarang, karena
mencakup perkara perdata juga perkara pidana, sehingga dapat
diaplikasikan dalam kedua bidang tersebut, sedangkan definisi al-
daman yang diterangkan oleh °Ali al-Khafif terbatas pada perkara
perdata, atau muamalah saja.

Sebagaimana diketahui, bahwa kerugian yang menimpa
seseorang tidak hanya terbatas pada harta benda yang dimilikinya,
melainkan banyak juga yang menimpa jiwa dan raganya, sehingga
harus ada ganti guna memulihkan keadaan dan penderitaan yang
ditanggung korban.

Al-daman yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah
kewajiban ganti rugi yang harus dipenuhi seseorang terhadap pihak
lain akibat perbuatan merugikan yang telah dilakukannya (al-
daman al-itlaf) terhadap pihak lain, yaitu sesuai dengan definisi
yang diberikan oleh Mustafa al-Zarga dan Wahbah al-Zuhayl1 yang
telah disebut di atas.

2. Landasan Pensyariatan al-daman

Islam mensyariatkan kewajiban pembayaran ganti rugi (al-
daman) untuk menjaga jiwa dan harta manusia dari kezaliman
manusia lain, memulihkan kerugian, dan menjadi teguran bagi
orang yang melakukan pelanggaran.

Dalil-dalil pensyariatannya adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah swt. dalam surah al-Bagarah ayat 194.

A iy e i G s ol WIBE S s

it ‘&2 all Of 144)el

%Wahbah al-Zuhayli, Nazariyat al-Daman, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1998), h. 22.
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Artinya:
“Siapa saja yang menyerang kamu, maka seranglah ia
seimbang dengan serangannya terhadapmu bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-
orang yang bertakwa.”
Ayat di atas berlaku umum terhadap siapa saja yang
merusak milik orang lain maka wajib atasnya
mengembalikan barang yang dirusak seperti sediakala atau
mengganti harganya. Ayat ini juga mewajibkan balasan
terhadap kezaliman yang menimpa jiwa atau raga manusia,
dengan hukuman atau ganti kerugian.>* Aba Ja‘far al-Tabari
menerangkan, ayat tersebut mengandung ketentuan hukum
bahwa setiap kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap
pihak lain maka pelakunya patut mendapat balasan yang
setimpal >

b. Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Syiira ayat 40.

3 T e W PG o il Ay e ]
%Y&Lw‘&éﬁbcﬁé\jwwwwwi‘}*j
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Artinya:

“Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,
maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka
pahala baginya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak
menyukai orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat di atas Allah swt. mensyariatkan balasan atas
orang yang berbuat maksiat, maksud “kejahatan yang
serupa” dalam ayat adalah balasan atas keburukan yang
telah dibuat oleh suatu pihak atas pthak yang lain, sekalipun

>*Al-Jassas, Afkam al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1994),
jid. 1, h. 317.

>*Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan fi Ta'wi al-Qur’an,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), jid. I, h. 303.
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sama lafalnya namun berbeda maknanya.*® Kata (w) yang

pertama bermakna pelanggaran atau kejahatan yang dibuat
oleh suatu pihak atas pihak yang lain, dan kata (w) yang

kedua dalam ayat di atas bermakna balasan atas maksiat
yang dilakukan oleh pihak pertama tersebut, bahkan al-
Jasas menyatakan bahwa kata sayyi’'ah yang kedua sebagai
hasanah, yaitu kebaikan yang merupakan balasan atas
kejahatan yang telah dilakukan.>® Ayat 40 dari surah al-
Syara di atas berlaku umum untuk segala kejahatan atau
pelanggaran, artinya setiap pelanggaran suatu pihak atas
pihak lain maka akan ada balasan setimpal yang berhak
diterima pelaku pelanggaran tersebut, termasuk al-daman
adalah bagian dari hukuman sebagai balasan yang setimpal
yang harus dibayar untuk mengganti kerugian dan
memulihkan penderitaan.

Firman Allah swt. dalam surah al-Nahl ayat 126, yang
bunyinya:

/////

Artinya:

“Apabila kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan
balasan yang serupa dengan siksaan yang ditimpakan
kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Diriwayatkan bahwa sebab turun ayat 126 dari surah al-
Nahl di atas adalah karena Rasulullah saw. dan sahabatnya
pernah bersumpah setelah peperangan Uhud, apabila kaum
muslimin memperoleh kemenangan di lain waktu, maka
mereka akan membalas lebih kejam perbuatan orang-orang
musyrik yang telah memutilasi tubuh para syuhada kaum

**Muhammad bin Jarir al-Tabart, Jami  al-Bayan..., jld. 1, h. 302.
>’ Al-Jassas, Afkam al-Qur’an..., jld. 1, h. 30.
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muslimin dalam peperangan tersebut, lalu turunlah ayat ini
melarang kaum muslimin mewujudkan niat mereka, dan
Allah hanya membolehkan mereka membalas setimpal
dengan perbuatan yang pernah dibuat orang-orang musyrik
atas para syuhada dari kaum muslimin, bahkan Allah
melarang kaum muslimin membalas perbuatan mutilasi
dengan kekejaman. serupa, Allah memerintahkan mereka
untuk bersabar, dan para sahabat menaati perintah untuk
bersabar.®® Ayat di atas meskipun turun dengan sebab
khusus, namun kandungannya berlaku umum sebagai
landasan pensyariatan hukuman, hukuman bagi pelaku
kezaliman harus diterapkan dengan syarat setimpal dengan
kejahatan yang dilakukan. Demikian halnya dengan
kerugian yang diderita oleh pihak terzalimi harus diganti
kerugiannya (al-daman) sebagai balasan yang sebanding
karena telah merugikan pihak lain.

Dalil selanjutnya tentang kewajiban al-daman adalah
hadis-hadis Rasulullah saw., yaitu sebagai berikut:

a. Diriwayatkan dari Anas bahwa beberapa istri Nabi saw.
pernah menghadiahkan untuk beliau makanan dalam
mangkuk, lalu ‘Aisyah memukul mangkuk tersebut dengan
tangannya sehingga menumpahkan isinya, melihat kejadian
itu kemudian Rasulullah saw. bersabda:

%950y 30)5 ook 3Gb

Artinya:

“Makanan dengan makanan, mangkuk dengan mangkuk.”60
Dalam hadis di atas Nabi saw. memerintahkan ‘Aisyah
untuk memulihkan keadaan, vyaitu dengan mengganti

*®Muhammad bin Jarir al-Tabart, Jami ‘ al-Bayan..., jld. XVII, h. 322-323.

*Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Mesir: Matba‘ah Mustafa al-Halabi,
1975), jid. 111, h. 632.

®9Al-Mubarakfari, Tuifah al-Afwadhi bi Syars Jami‘ al-Tirmidhj
(Beirut: Dar al-Kutub al-“lImiyyah, t.t.), jid. IV, h. 495.
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makanan yang telah tumpah karena perbuatannya dengan
makanan yang lain, dan mangkuk yang telah pecah dengan
mangkuk yang lain sebagai bentuk al-gdaman atas kerugian
yang telah ditimbulkan.

b. Diriwayatkan dari Hiram bin Muhayyisah, bahwa seekor
unta milik al-Barra’ bin “Azib masuk ke sebuah kebun dan
merusak tanaman yang ada di dalamnya, setelah
mendengar laporannya, kemudian Nabi saw. memutuskan
perkara ini dengan sabda beliau yang berbunyi:

|

Jaby st &aed G 8 Gy ks sy 4T 2 G
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Artinya:
“Pemilik kebun wajib menjaga kebunnya waktu pagi hari,
sedangkan yang dirusak oleh binatang ternak waktu malam
ditanggung oleh pemilik ternak.”®?

Dalam hadis di atas Nabi saw. sebagai pemimpin dengan
tegas mewajibkan ganti rugi (al-daman) atas pemilik ternak
yang merusak tanaman dalam kebun milik orang lain, sebab
pemilik hewan ternak tersebut dianggap lalai karena tidak
menjaga peliharaannya pada malam hari agar tidak
berkeliaran. Keputusan Rasulullah saw. dalam hadis di atas
dibuat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat pada saat itu, bahwa binatang ternak biasanya
dimasukkan dalam kandang pada malam hari, dan
dilepaskan saat pagi hari. Demikian juga sebaliknya,
pemilik kebun diharuskan menjaga kebunnya di saat pagi
dari hewan-hewan yang dapat merusak tanaman dalam

®tAhmad bin Hanbal, Musnad, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), jld.
XXXIX, h. 97. Aba Dawud, Sunan Abg Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-
‘Asriyyah, t.t.), jid. 11, h. 298. Al-Syawkani, Nayl al-Awzar, (Mesir: Dar al-
Hadith, 1993), jld. V, h. 387.

*Muhammad Asyraf bin ‘Amir, ‘Awn al-Ma‘bid Syars Sunan Abi
Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1415 H), jld. IX, h. 350.
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kebunnya, jika tidak demikian maka kesalahan dianggap
berada pada pemilik kebun.

Kondisi masyarakat sebagaimana yang digambarkan hadis
di atas untuk sebagian wilayah saat ini telah berubah, sebab
dengan perkembangan teknologi telah memudahkan
pembuatan pagar yang biasanya dipakai untuk melindungi
tanaman dalam kebun, maka pemilik kebun tidak harus
selalu menjaganya dengan hadir dan mengawasi kebun
miliknya, demikian juga dengan hewan ternak pada
sebagian wilayah saat ini sudah menjadi kebiasaan
pemiliknya untuk selalu diikat agar tidak mengganggu dan
meresahkan penduduk yang semakin padat, jadi dalam hal
ini hakim menyesuaikan adat dan kebiasaan masyarakat
setempat untuk dapat menentukan apakah ganti rugi berhak
untuk diwajibkan atau tidak.

c. Hadis selanjutnya adalah dari ‘Ubadah bin al-Samit
bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda yang
bunyinya:

B ol oly)) o Vg 55 ¥ O
Artinya:
“Tidak boleh merugikan orang lain, juga tidak boleh saling
merugikan.” (HR. Ibnu Majah)

Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai kaidah dasar
ketentuan kewajiban ganti rugi, terkait hal ini al-Kasani
menerangkan bahwa wajib hukumnya membayar ganti rugi
dalam kasus perampasan dan perusakan milik orang lain,
sebab pada kedua kasus tersebut mengandung unsur
menindas dan merugikan.’* Hadis di atas berlaku umum
dalam seluruh aspek kehidupan, bahwa syariat melarang

|lpnu Majah, Sunan lbnu Majah, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-
'Arabiyyah, t.t.), jld. 1I, h. 784,

$4Al-Kasani, Bada‘i’ al-Sana‘i’, (T.tp: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1986),
jld. V11, h. 165.
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perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak
lain, baik yang berkenaan dengan harta, jiwa, maupun raga
manusia. Kewajiban al-daman  disyariatkan  untuk
mewujudkan keadilan dalam kehidupan umat manusia,
sebab melalui pensyariatan al-gaman orang yang dirugikan
akan memperoleh haknya sehingga dapat digunakan untuk
memulihkan  atau meringankan  penderitaan  yang
ditanggungnya akibat kesalahan pihak lain.

3. Rukun al-daman
Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa al-
daman yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah al-daman al-
itlaf, yaitu kewajiban ganti rugi yang harus ditunaikan seseorang
akibat kerusakan yang dilakukannya terhadap milik pihak lain.
Adapun rukun al-daman al-itlaf adalah sebagai berikut:
a. Adanya pelanggaran atas hak pihak lain;
b. Adanya kerugian yang timbul;
c. Adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dengan
kerugian yang timbul.®® Di bawah ini akan dijelaskan secara
perinci rukun-rukun tersebut.

3.1. Rukun pertama: Adanya pelanggaran atas hak pihak
lain (cs4=d).

Secara etimologis al-ta ‘addi berarti menzalimi atau

melampaui batas (js\>1).%® Adapun secara terminologis al-ta ‘addi

adalah  melakukan perbuatan zalim seperti sengaja menyerang
orang lain atau melanggar hak-haknya, melakukan kesalahan yang
merugikan pihak lain, atau melanggar hal-hal yang dibolehkan oleh

®Wizarah al-Awgaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsaz‘ah al-
Fighiyyah, (Mesir: Dar al-Safwah, 1993), jid. XXVIII, h. 222.
**Majma‘ al-Lughah al-*Arabiyyah, al-Mu am...h. 410.
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syariat.®” Perbuatan zalim atau salah yang dimaksud di atas adalah
setiap perbuatan ilegal dan merugikan pihak lain yang dilakukan
seseorang tanpa ada sebab yang dibolehkan, baik menurut
perspektif syariat maupun adat kebiasaan.®®

Ganti rugi wajib dibayar pada setiap perbuatan ilegal yang
merugikan pihak lain, baik itu yang dilakukan secara langsung
maupun tidak, disengaja maupun tidak, seperti membakar atau
merusak harta benda milik orang lain, menggali lubang tanpa izin
di jalan umum yang menyebabkan orang lain cedera akibat
terperosok ke dalamnya atau lain sebagainya.

3.2. Rukun kedua: Adanya kerugian yang timbul (!
Al-garar berasal dari kata al-gurr 2 atau al-garr %)

yang merupakan antonim dari kata al-nafu CA;J\ yang berarti

manfaat, al-darar secara etimologis berarti kekurangan yang terjadi
pada sesuatu.®® Rasulullah saw. melarang perbuatan al-darar,
dalam sebuah hadis beliau bersabda, bunyinya:

el oy Sl Y5 555 ¥ O
Makna 5> Y dalam hadis di atas adalah seseorang tidak
boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain,

sedangkan ). N maksudnya adalah tidak boleh saling

*’Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighz.., jld. 1l, h. 1047.
Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-1slamiyyah, al-Mawsz‘ah al-Fighiyyah..., jid.
XXVIII, h. 222.

*®Wahbah al-Zuhayli, Nazariyat al-Daman. .., h. 24.

**Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Al-‘Ayn, (T.tp: Dar wa Maktabah al-
Hilal, t.t.), jid. VII, h. 7. Muhammad bin Ya‘qub al-Fayriazabadi, al-Qamzs al-
Muiz, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), h. 428. Ahmad bin Muhammad al-
Fayyami, al-Misbah al-Mun#, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘lImiyyah, t.t.), jld. II, h.
360.

"lbnu Majah, Sunan lbnu Majah, jld. 11, h. 784.
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membahayakan satu sama lain.”* Dengan kata lain JI»> adalah

tindakan merugikan atau membahayakan yang terjadi akibat dari

saling balas antar dua belah pihak, sedangkan ,;- adalah kerugian

yang timbul akibat perbuatan satu orang atas orang lain. Darar
adalah perbuatan awal yang dilakukan untuk merugikan pihak lain,
sedangkan dirar adalah reaksi balasan yang merugikan pihak
pertama.

Secara terminologis, para fukaha berbeda pandangan dalam
mendefinisikan al-darar. Al-Tarabulsi dari kalangan fukaha
mazhab Hanafi mendefinisikan al-darar sebagai apa saja yang
dilakukan oleh suatu pihak dengan maksud memperoleh manfaat
bagi dirinya tetapi merugikan pihak lain.’* Dalam pengertian di atas
al-Tarabulst mengaitkan al-darar dengan adanya ‘“maksud”,
dengan demikian menurutnya baru dianggap adanya al-darar dari
suatu perbuatan jika pelakunya “bermaksud” merugikan pihak lain.
Pengertian tersebut belum sepenuhnya menginterpretasikan definisi
al-darar, sebab faktanya tidak sedikit kerugian yang timbul dari
perbuatan-perbuatan yang belum tentu pelakunya mempunyai
maksud merugikan pihak lain.

Al-Zargani dari kalangan ulama Malikiyah dan al-San‘ani
mendefinisikan al-darar sebagai kekurangan yang menimpa hak
seseorang.” Definisi ini juga belum sepenuhnya mendeskripsikan
definisi al-darar secara komprehensif, karena dalam definisi
tersebut al-darar dibatasi hanya sebagai ‘“kekurangan”, padahal
secara faktual ada perbuatan-perbuatan yang menjadi mudarat bagi

""Ibnu Manzir, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), jld. IV, h.
482.

72 <Alf bin Khalil al-Tarabulsi, Mu‘f al-Hukkam fina Yataraddad Bayn
al-Khasmayn min al- Hukkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 212.

*Muhammad bin Isma‘il al-San‘ani, Subul al-Salm, (T.tp: Dar al-
Hadith, t.t.), jid. Il, h. 122. Muhammad bin ‘Abd al-Baqt al-Zarqgani, Syarj al-
Zargani ‘ala Muwata’ al-lmam Malik, (Kairo: Maktabah al-Thagafah al-
Diniyyah, 2003), jld. 1V, h. 66.
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sebagian orang akan tetapi tidak membuatnya menderita
kekurangan, misalnya kerugian yang diderita seseorang akibat
disakiti perasaannya oleh pihak lain, dan lain sebagainya.

Ibnu Hajar al-Haytami dari kalangan ulama mazhab Syafii
mendefiniskan al-darar sebagai perbuatan yang menimpakan
keburukan atas pihak lain.”* Hampir serupa dengan definisi Ibnu
Hajar al-Haytami, Mustafa al-Zarga mendefinisikan al-darar
sebagai perbuatan menimpakan keburukan atau kerusakan atas
orang lain.” Definisi yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Haytami
dan al-Zarga dapat dikatakan lebih komprehensif dari definisi-
definisi yang telah disebutkan sebelumnya, sebab dalam definisi
tersebut mencakup semua hal yang merugikan pihak lain.

Dari berbagai definisi al-darar secara terminologis yang
telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan al-darar adalah kekurangan atau penderitaan yang
menimpa suatu pihak akibat perbuatan ilegal pihak lain, baik itu
menimpa materi yang dimiliki, anggota badan, kehormatan,
maupun perasaannya.

3.2.1. Pembagian al-darar

Secara umum al-garar terbagi kepada dua kategori, yaitu

al-darar yang legal menurut hukum syariat disebut darar masyr*

(gs+ ,r2) dan al-garar yang tidak legal menurut hukum syariat

disebut garar ghayr masyra’ (¢9+e x5 ,.2). Darar masyra’

seperti keputusan hakim untuk menerapkan kisas terhadap
terdakwa yang telah memotong tangan orang lain, tidak dinafikan
bahwa dalam keputusan tersebut hakim membahayakan terdakwa,
namun bahaya tersebut boleh menurut syariat, sedangkan darar
ghayr masyra‘ seperti perbuatan merugikan yang dilakukan
seseorang dengan memotong tangan orang lain tanpa ada sebab
yang dibolehkan syariat.

*Ahmad bin Muhammad al-Haytami, Fat/ al-Mub li Syars al-Arba ‘A,
(Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), h. 516.
"Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighz7al-“Am, , jld. 11, h. 990.
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Dalam mengklasifikasikan darar ghayr masyrz® para
fukaha kontemporer terbagi kepada tiga aliran pendapat. Aliran
pendapat pertama berpandangan bahwa darar ghayr masyra

terbagi kepada dua macam yaitu al-darar al-madds (s>W) | .2))
berupa al-darar yang menimpa fisik atau materi yang dimiliki
seseorang, dan al-darar al-adabz‘(k},.»i!\ ,~=2))) berupa al-darar yang

menimpa harga diri dan kehormatan seseorang.”
Aliran pendapat kedua menyatakan bahwa darar ghayr
masyra‘ terbagi kepada tiga macam yaitu al-darar yang menimpa

harta benda yang dimiliki manusia disebut al-darar al-mali( =/
JW), al-darar yang menimpa fisik manusia disebut al-darar al-
jasadi (¢4 ,,2l), dan al-darar yang menimpa kehormatan

atau martabat manusia disebut al-darar al-ma nawi (sl 20"

Aliran pendapat ketiga membagi darar ghayr masyra
kepada empat macam yaitu al-darar al-jism7 (_sew?t! 2 untuk

al-darar yang menimpa fisik manusia, al-darar al-adab7 ( 2!

ésfy\) untuk al-darar yang menimpa harga diri dan kehormatan

manusia, seperti kehinaan yang timbul akibat pencemaran nama

baik, cacian, dan lain sebagainya, al-darar al-ma ‘nawi ( .2/

<s=ll) untuk kerugian seperti kekecewaan seseorang yang tidak

dapat memanfaatkan barang yang dimiliki akibat kecurangan pihak
lain, dan sebagainya, serta yang terakhir adalah al-darar al-mal;

"®Sayyid ‘Abdullah ‘Ali Husayn, al-Mugaranat al-Tasyr7iyyah, (Kairo:
Dar al-Salam, 2001), jld. Il, 252. Mahmuad Syaltat, al-Islam ‘dgdah wa
Syariah, (Kairo: Dar al-Syurag, 2001), h. 394.

"Ibrahim Muhammad Syarif, al-Darar al-Ma ‘naw7 wa Ta ‘widuh f7 al-
Mas’dliyyah al-Tagsriyyah, (Baghdad: Jami‘ah Baghdad, 1409 H), h. 25-26.
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(AW =) untuk kerugian yang timbul akibat kehilangan atau

kerusakan barang yang dimiliki seseorang karena perbuatan pihak
lain.”

Dari uraian tentang perbedaan pendapat di atas dapat
diketahui bahwa ikhtilaf para fukaha kontemporer tersebut hanya
pada ruang lingkup peristilahan saja, sedangkan secara substansial
mereka sepakat bahwa al-darar ada yang menimpa fisik dan materi
yang dimiliki manusia, juga ada yang menimpa kehormatan dan
perasaannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti lebih condong
kepada pendapat yang membagi al-darar kepada tiga macam, yaitu
al-darar al-jasads, al-darar al-malz dan al-darar al-ma ‘nawi. Hal
ini disimpulkan berdasarkan isi khotbah Rasulullah saw. saat haji
wada’ yang bunyinya:

79 B o o of o STt . B <
(e oy 2= 2SCle (ST 2STissls 526 OB
Artinya:
“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian,
haram atas sesama kalian.” (HR. Muslim)

Keharaman menumpahkan darah yang disebut dalam hadis
di atas adalah larangan menimpakan al-darar atas fisik manusia
(al-darar al-jasadi), keharaman melanggar harta yang disebut
dalam hadis adalah larangan menimpakan al-darar atas harta
manusia (al-darar al-mali), keharaman menzalimi kehormatan
yang disebut dalam hadis adalah larangan menimpakan al-darar
atas harkat, martabat, kehormatan, perasaan, dan nama baik
manusia (al-darar al-ma ‘nawi).

Setiap kerugian yang menimpa fisik atau materi yang
dimiliki seseorang (al-darar al-jasad7al-mal;) biasanya selalu
diikuti oleh al-darar al-ma ‘nawi pada kerugian tersebut, misalnya
orang yang kehilangan tangannya karena ditebas pihak lain, atau

8<Alf al-Khafif, al-Daman i al-Figh al-Islamj; (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabiy, 2000), h. 44-45.

"Muslim, Saki Muslim, (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al-*Arabi, t.t.), jid.
IV, h. 1986.
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kehilangan matanya karena dicungkil orang lain, selain menderita
kerugian secara fisik karena telah kehilangan salah satu anggota
badannya, juga disertai perasaan sedih dan sakit hati atas peristiwa
yang dialaminya. Perasaan sedih dan sakit hati tersebut adalah al-
darar al-ma ‘nawi yang menyertai al-darar al-jasadz Contoh lain,
seperti kerugian yang dialami orang yang dicuri hartanya, secara
materi ia menderita kerugian yang merupakan al-darar al-mal;; dan
pada saat yang sama ia juga merasa sedih dan kecewa atas kerugian
yang dialaminya, perasaan sedih dan kecewa tersebut merupakan
al-darar al-ma ‘nawi yang menyertai al-darar al-mal7. Suatu
keluarga yang kehilangan orang yang menjadi tulang punggung
rumah tangganya karena menjadi korban pembunuhan pasti akan
merasa nestapa dan kehilangan, kenestapaan tersebut adalah al-
darar al-ma ‘nawiyang muncul akibat dari al-darar al-mali.

Dari contoh-contoh yang telah diurai di atas dapat
disimpulkan bahwa al-darar al-ma‘nawi terbagi kepada dua

macam yaitu darar ma ‘nawi mujarrad (3,2 S¢xs 2) dan darar

ma ‘nawi tabi‘i (25 Ssxs ,2). 2 Darar ma ‘nawimujarrad adalah

kerugian yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kerugian
materi atau finansial, seperti tekanan batin atau sakit hati yang
timbul akibat cacian pihak lain, atau karena tuduhan tidak beralasan
yang dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,
sedangkan darar ma ‘nawi tabi‘i ialah penderitaan berupa tekanan
batin atau luka perasaan yang dialami seseorang akibat adanya
penderitaan yang menimpa fisiknya, harta benda yang dimilikinya,
atau kehilangan anggota keluarganya.

Para fukaha sepakat bahwa orang yang menderita kerugian
atau penderitaan secara materi (al-darar al-malr) berhak
memperoleh ganti rugi dari orang yang telah membuatnya rugi.®

89 Adnan Sarhan, al-Masadir Ghayr al-Iradiyyah li al-1ltizam fiQan:n al-
Mu ‘amalat al-Madaniyyah al-Imaratiy, (Sharjah: Maktabah al-Jami‘ah, 2010), h.
84-85.

#1<Alf al-Khafif, al-Daman fral-Figh..., h. 45.
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Mereka juga sepakat bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik
adalah perbuatan pidana yang pelakunya berhak mendapat
hukuman takzir,*> namun mereka berbeda pandangan mengenai
kewajiban memberikan ganti rugi pada perkara darar ma‘nawi
mujarrad.®

Perbedaan pendangan para fukaha mengenai ganti rugi pada
perkara darar ma‘nawi dapat diklasifikasikan kepada dua
kelompok, yaitu kelompok yang menafikan kebolehan ganti rugi
pada darar ma‘nawi dan kelompok yang membolehkan adanya
ganti rugi pada darar ma ‘nawf.

Fukaha yang mengingkari kebolehan ganti rugi pada darar
ma ‘nawi berpendapat bahwa tidak ada dalil syariat yang
membolehkan membayar darar ma‘nawi dengan harta, serta
mafsadat yang timbul akibat membolehkan ganti rugi pada darar
ma ‘nawi lebih besar dari pada kemaslahatannya, untuk itu bagi
orang yang dirugikan dalam perkara ini dapat menempuh jalur
hukum agar perkaranya dibawa ke pengadilan supaya pelaku
dihukum atas kesalahannya.®* Dalil-dalil yang dikemukakan oleh
fukaha yang mengingkari kebolehan ganti rugi pada darar ma ‘nawi
adalah sebagai berikut:

1. Darar ma‘nawi adalah kerugian yang sulit dinominalkan
kerugiannya, seperti kerugian pada perkara pencemaran
nama baik atau yang semisalnya, maka dalam hal ini yang
paling mungkin diterapkan adalah hukuman takzir.®

*Ibnu “Abidin, Radd al-Muhtar ‘alz al-Durr al-Mukhtar, Jid. IV, h. 71.
Al-Imam Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah,
1994), Jid. 1V, h. 501, 505. Ibnu Farhan, Tabsirah al-AHukkam fi Ugsal al-
Agdiyyah wa Manahij al-Afkam, (T.tp: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah,
1986), Jid. 11, h. 302. Ibnu Nujaym, al-Asyb4h wa al-Nazza'ir, (Beirut: Dar al-
Kutub al-“llmiyyah, 1999), h. 157.

8Untuk selanjutnya disebut darar ma ‘nawi.

#Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fi ‘1 al-Darr wa al-Daman Fh, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1988), h. 124. “Al1 al-Khafif, al- Daman f7al-Figh..., h. 45.

®Muhammad bin al-Madani Basag, al-Ta‘wad ‘an al- Darar f7al-Figh al-
Islamj (Riyadh: Dar Isybilia, 1999), h. 34-35.
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2. Mafsadat yang timbul pada pembolehan ganti rugi dengan
materi pada darar ma‘nawi lebih besar dibanding maslahat
yang diharapkan. Seperti permintaan ganti rugi dengan
jumlah yang tinggi untuk Kkerugian ma‘nawi  yang
hakikatnya biasa-biasa saja, dan lain sebagainya.®

3. Nama baik dan martabat merupakan bagian dari

kehormatan manusia (_,2,) yang dilindungi syariat, oleh

sebab itu melakukan perdamaian dengan menuntut ganti
rugi dalam bentuk materi merupakan transaksi pertukaran
kehormatan dengan harta benda, hal demikian adalah
sesuatu yang bertentangan akal sehat dan bertolak belakang
dengan akhlak mulia.®’

4. Tujuan sebenarnya pemberian ganti rugi adalah untuk
memulihkan kerugian yang telah terjadi dan menghilangkan
penderitaan yang ditanggung korban hal ini hanya dapat
terwujud pada ganti rugi terhadap al-darar al-jasadsdan al-
darar al-mal;; sedangkan pemberian ganti rugi dalam
bentuk materi pada al-darar al-ma ‘nawi tidak dapat
memulihkan kerugian yang telah terjadi serta tidak dapat
menghilangkan penderitaan yang ditanggung korban.®
Fukaha yang membolehkan ganti rugi pada al-darar al-

ma ‘nawi berpendapat bahwa orang-orang yang merasa dirugikan
dengan pernyataan pihak lain, seperti mendapat tuduhan yang
merendahkan harga dirinya, atau yang semisalnya dapat menempuh
jalur ‘hukum untuk mendapat ganti rugi atas penderitaan yang
dialaminya.®® Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fukaha yang

**Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fi ‘l al-Darr..., h. 124-126.

¥Muhammad bin al-Madani Busaq, al-Ta‘wdl ‘an al-Darar..., h. 34.
‘Adnan Sarhan, al-Masadir Ghayr al-Iradiyyah..., h. 83.

88 Alf al-Khafif, al-Daman fral-Figh..., h. 45. Muhammad bin al-Madani
Busag, al-Ta‘wd ‘an al-Darar..., h. 34.

#*Muhammad Fawzi Fayzallah, “Al-Masdliyyah al-Taqgsiriyyah Bayn al-
Syari‘ah wa al-Qanan”, disertasi (Mesir: Jami‘ah al-Azhar, 1962), h. 135-144.
Basil Muhammad Yusuf, “Al-Ta‘wid ‘an al-Darar al-Adabi Dirasah al-
Mugaranah”, tesis (Palestina: Jami‘ah al-Najah, 2009), h. 77.
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membolehkan ganti rugi pada al-darar al-ma ‘nawi adalah sebagai
berikut:

1. Sabda Rasulullah saw. yang bunyinya:

Damle o slg) Sl Y5 550 ¥ O

Artinya:
“Tidak boleh merugikan orang lain, juga tidak boleh saling
merugikan.” (HR. lbnu Majah)
Kata darar pada matan hadis di atas merupakan isim
nakirah yang menunjukkan keumuman larangan perbuatan
merugikan pada semua hal, baik itu pada perkara yang
berkaitan dengan materi, fisik, maupun perasaan. Sehingga
tidak tepat untuk kemudian membatasi larangan darar
berdasarkan hadis tersebut hanya pada hal-hal yang bersifat
materi atau fisik saja. Dengan demikian apabila para fukaha
membolehkan ganti rugi dalam wujud materi pada al-darar
al-jasad; atau al-darar al-ma/i; maka tentu boleh pula
diterapakan pada kerugian-kerugian yang bersifat al-

ma ‘nawi’*
2. Riwayat dari ‘Abdullah bin Salam tentang sikap Zayd bin

Sa‘nah terhadap Rasulullah saw., respon beliau atas

sikapnya tersebut, serta sebab Zayd memeluk Islam, bunyi

riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

b
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%|pnu Majah, Sunan lbnu Mzjah, jld. 11, h. 784.

*'Fariq ‘Abdullah Karim, al-Darar al-Ma‘nawi wa Ta ‘wiguh f7al-Figh
al-1slamj (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), h. 128. ‘Abdullah Mabrak
al-Najjar, al-Darar al-Adabi wa mada Damanih fi al-Figh al-1slami wa al-
Qanim, (Kairo: Dar al-Nahdah al-*Arabiyyah, 1990), h. 362-363. ‘Adnan Sarhan,
al-Masadir Ghayr al-Iradiyyah..., h. 84.
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Artinya:

Zayd bin Sa‘nah pernah berkata: Sesungguhnya semua
tanda-tanda kenabian telah aku ketahui pada wajah
Muhammad ketika aku memandangnya, kecuali dua hal
yang belum aku uji, yaitu kebaikan hati yang mengalahkan
kejahilan, dan semakin besar kejahilan terhadapnya maka
akan semakin besar pula kebaikan hatinya dalam menyikapi
kejahilan tersebut, maka untuk mengetahui dua hal itu aku
mencari-cari  kesempatan supaya bisa mendekati dan
mengujinya. Pada suatu ketika Rasulullah saw. keluar dari
rumahnya ditemani ‘Ali bin Abt Talib, lalu seorang Badui
datang dengan kendaraannya menjumpai Nabi, ia berkata:
“Wahai Rasulullah penduduk kampung bani fulan telah
memeluk Islam, dan aku pernah menyatakan kepada mereka
bahwa jika masuk Islam maka akan memperoleh rezeki
yang lapang, tetapi sekarang setelah memeluk Islam mereka
sedang menghadapi masa paceklik dan musim kemarau, aku
khawatir wahai Rasulullah, mereka akan meninggalkan
Islam karena soal perut sebagaimana mereka mau memeluk
Islam karenanya. Jika mungkin, kirimlah untuk mereka

*|pnu Hibban, Sahih lbnu Hibban bi Tarth Ibnu Balban, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1993), jld. I, h. 521. Al-Hakim, al-Mustadrak..., jid. I11, h
700. Al-Bayhaq, al-Sunan al-Kubrg, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 2003),
jld. VI, h. 86.
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orang yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Zayd
bin Sa‘nah berkata: lalu Nabi berpaling ke arah orang yang
berada di sisi beliau, sepertinya orang tersebut adalah
‘Umar, ia pun berkata “Tidak ada yang tersisa dari
perbendaharaan harta wahai Rasulullah saw,” lalu aku
(Zayd bin Sa‘nah) mendekati Nabi dan berkata: Wahai
Muhammad, maukah engkau berutang kurma seberat sekian
padaku dengan syarat engkau akan membayarnya dengan
kurma hasil kebun bani fulan, sampai masa tertentu?
Rasulullah menjawab: “Tidak wahai Yahudi, akan tetapi
aku mau berutang kepadamu berupa kurma dengan berat
tertentu sampai masa tertentu, dan bayarannya tidak mesti
dengan kurma hasil kebun bani fulan,” lalu aku (Zayd bin
Sa‘nah) menjawab: Baiklah, dan Nabi pun berutang
kepadaku, aku membuka dompetku dan memberinya
sebanyak delapan puluh mithgal emas untuk harga kurma
dengan berat tertentu yang akan dibayar sampai tempo
tertentu, lalu nabi memberikannya kepada laki-laki Badui
tadi dan berkata kepadanya “Segeralah kamu menjumpai
mereka dan gunakan harta ini untuk menolong mereka.”
Zayd bin Sa‘nah melanjutkan ceritanya, ketika hari
pelunasan utang hampir tiba kira-kira dua atau tiga hari lagi,
saat Nabi hadir pada pengurusan jenazah seorang laki-laki
dari kalangan Ansar, saat itu ikut bersama beliau Abu Bakr,
‘Umar, ‘Uthman, dan beberapa sahabat lainnya, setelah
selesai mengerjakan salat jenazah, beliau berjalan ke suatu
sudut dan duduk di sana, saat itu aku (Zayd bin Sa‘nah)
menghampirinya  dan  menarik  bajunya  seraya
memandangnya dengan wajah marah dan berkata: Tidakkah
kau tunaikan hakku wahai Muhammad? Demi Allah sejauh
yang aku tahu kalian bani ‘Abd al-Muttalib bukanlah orang
yang suka menunda-nunda membayar utang! Ini
berdasarkan pengalamanku selama berinteraksi dengan
kalian. Zayd bin Sa‘nah berkata: Aku melihat ke arah
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‘Umar bin al-Khattab saat itu kedua matanya telah
membelalak menatapku dan berkata: Hai musuh Allah,
beraninya engkau mengatakan dan berbuat demikian kepada
Rasulullah, demi Tuhan yang mengutusnya dengan
kebenaran, kalaulah bukan karena rasa hormatku kepada
beliau sungguh aku telah menebas lehermu dengan
pedangku ini, saat itu Nabi menoleh ke arah ‘Umar dengan
penuh ketenangan lalu bersabda: “Wahai ‘Umar
sesungguhnya kami berdua butuh hal lain darimu selain ini,
hendaknya engkau menyuruhku untuk menunaikan
kewajibanku sebaik mungkin, dan menyuruhnya untuk
menagih dengan sopan, pergilah dengannya wahai ‘Umar
dan tunaikan haknya, serta tambahkan untuknya dua puluh
sha‘ lagi sebagai imbalan atas sikapmu yang telah
membuatnya ketakutan.” Zayd berkata: setelah itu ‘Umar
pergi denganku untuk menunaikan hakku, dan memberikan
tambahan sebanyak dua puluh sha‘ kurma, aku pun
bertanya: Untuk apa tambahan ini? ‘Umar menjawab: Aku
diperintah Rasulullah untuk memberimu tambahan sebagai
imbalan atas sikapku yang telah membuatmu ketakutan, aku
berkata kepadanya: Apakah engkau mengenalku wahai
‘Umar? ia menjawab: Tidak, memangnya kamu siapa? Aku
menjawab: Akulah Zayd bin Sa‘nah, ‘Umar berkata:
Pendeta Yahudi? aku menjawab iya pendeta Yahudi,
kemudian ‘Umar bertanya: Apa yang membuatmu
melakukan demikian terhadap Rasulullah? Aku menjawab:
Wahai ‘Umar semua tanda-tanda kenabian telah aku ketahui
dari wajah Rasulullah ketika aku memandangnya, kecuali
dua hal yang belum aku ketahui sehingga aku mengujinya,
yaitu kebaikan hatinya mengalahkan kejahilannya, dan
semakin besar kejahilan terhadapnya maka akan semakin
besar pula kebaikan hatinya dalam menyikapi kejahilan
tersebut. Sekarang aku telah menguji dan membuktikannya,
untuk itu aku persaksikan kepadamu wahai ‘Umar bahwa
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sungguh aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai

agama, dan Muhammad sebagai Nabi, dan aku persaksikan

kepadamu wahai ‘Umar bahwa setengah hartaku menjadi
sedekah untuk semua umat Muhammad, mendengar itu

‘Umar menyanggah dengan berkata: Peruntukkanlah bagi

sebagian umat, sebab ‘hartamu tidak akan cukup untuk

seluruh umat, lalu aku pun berkata: Baiklah aku
peruntukkan bagi sebagian umat, setelah itu ‘Umar dan

Zayd bin Sa‘nah pergi menghadap Rasulullah saw. dan

mengucapkan dua kalimah syahadat di hadapan Rasulullah,

sejak saat itu Zayd beriman kepada risalahnya dengan
sungguh-sungguh, mengikuti banyak peperangan bersama

Nabi hingga akhirnya ia syahid dalam perang Tabuk. (HR.

Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Bayhaqi).

Dalam hadis di atas dapat dikemukakan dalil terkait hukum

ganti rugi bahwa Nabi saw. memerintahkan ‘Umar untuk

memberikan 20 sha’ kurma kepada Zayd bin Sa‘nah yang
merupakan imbalan atas al-darar al-ma ‘nawi berupa
perasaan takut yang dideritanya akibat ancaman ‘Umar
yang memenggal kepalanya.*®

3. Beberapa 4thar dari sahabat Nabi yang menunjukkan
kebolehan ganti rugi untuk al-darar ma ‘nawi, athar-athar
tersebut sebagai berikut:

a. ‘Uthman bin ‘Affan pernah memutus perkara terkait
pemukulan yang dilakukan seseorang sehingga korban
keluar kotorannya, kemudian ‘Uthman mewajibkan
pelaku untuk menyerahkan sepertiga diat bagi korban.*
Dari athar ini diketahui bahwa ganti rugi untuk al-darar
al-ma‘nmaws adalah sesuatu yang boleh, padahal
berdasarkan riwayat tersebut diketahui bahwa orang

“Khalid ‘Abdullah al-Syu’ayb, “Qa‘idah al-Darar Yuzal wa Symaliha li
al-Ta‘wid ‘an al-Darar al-Ma‘nawi.” Jurnal Kulliyyah al-Syari‘ah wa al-Dirasat
al-Islamiyyah, Jami‘ah al-Kuwayt. Vol 75, 2008, h. 256.

*<Abd al-Razzaq bin Humam al-San‘ani, al-Musannaf, (Beirut: al-
Maktab al-1slami, 1403 H), jid. X, h. 24.
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yang menjadi korban tidak mengalami luka fisik, hanya
keluar kotorannya, menjadi malu, dan menderita
kesakitan akibat pukulan, dan semua hal tersebut
merupakan al-darar al-ma‘naw:.

b. Pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khattab ada
seorang wanita yang dicurigai sering menerima laki-laki
yang bukan suaminya masuk ke rumahnya, kemudian ia
dipanggil untuk datang menghadap khalifah,
mengetahui  hal tersebut perempuan ini berkata:
“Sungguh celaka, kenapalah urusan ini sampai kepada
‘Umar,” lalu ia berangkat menghadap khalifah, di
tengah-tengah  perjalanan ~ perempuan  tersebut
mengalami sakit hendak melahirkan lalu masuk ke
sebuah rumah dan melahirkan di sana tanpa ada
pertolongan, bayi yang dilahirkan menangis dua kali
lalu meninggal. Berkaitan dengan peristiwa ini ‘Umar
menanyakan pendapat para sahabat Nabi saw., hingga
akhirnya ia menjalankan pendapat ‘Ali bin Abi Talib
yang mengharuskannya untuk membayar ganti rugi
berupa diat, karena sebab panggilan ‘Umar ibu bayi
menjadi ketakutan sehingga melahirkan secara tiba-tiba
tanpa ada pertolongan.” Dari &har ini dapat diketahui
bahwa al-darar al-ma ‘nawi yaitu perasaan takut boleh
dibayar ganti rugi dengan materi.

Dari perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya
ganti rugi dengan materi untuk al-darar al-ma ‘nawz, peneliti lebih
sepakat kepada pendapat yang membolehkan, karena kemaslahatan
yang dikandung pada pembolehan ganti rugi pada al-darar al-
ma ‘naw/ begitu nyata dan urgen, yaitu dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang mewajibkan ganti rugi terhadap al-
darar al-ma‘naw; dapat menjadi solusi untuk pencegahan
pencemaran nama baik.

*><Abd al-Razzaq bin Humam al-San‘ani, al-Musannaf, jid. IX, h. 458.
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3.3. Rukun ketiga: al-ifda’ (sLa2y!)

Secara etimologis, al-ifdz’ berarti sampai (Jses).%

Adapun secara terminologis artinya adalah adanya hubungan
kausalitas antara pelanggaran yang dilakukan atas hak pihak lain
dengan kerugian yang timbul,’’ maksudnya kerugian atau
penderitaan yang ditanggung oleh pihak yang terzalimi merupakan
akibat dari perbuatan ilegal pelaku kezaliman atau akibat dari
kesalahan pelaku perbuatan, baik secara langsung maupun hanya
sebagai penyebab.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar al-ifda’ berlaku
pada suatu kerugian untuk kemudian dapat diwajibkan padanya al-
daman, syarat tersebut adalah:

a. Kerugian atau kerusakan yang terjadi benar-benar karena
pelanggaran atau kesalahan pelaku, baik dengan perbuatan
yang langsung dikerjakan pelaku, atau hanya sebagai
penyebab.®® Misalnya seseorang melepaskan anak panah
dari busurnya ke sasaran tembak yang dimilikinya, namun
anak panah tersebut tidak mengenai sasaran dan justru
mengenai hewan milik orang lain, maka dalam hal ini
pemanah tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang
ditimbulkannya. Contoh lain seperti seseorang menggali
sumur di kebun milik orang lain tanpa ada izin dari
pemiliknya, kemudian jatuh hewan ternak milik empunya
kebun ke dalam sumur yang digali tersebut, maka penggali
sumur tersebut bertanggungjawab membayar ganti rugi

*°Ahmad bin Muhammad al-Fayyami, al-Misbzh al-Mun# ..., jld. I1, h.
276.

*’Mahmad Syaltat, al-Islam ‘4gdah wa Syar7 ‘ah..., h. 407. Ghanim bin
Muhammad al-Baghdadi, Majma ‘ al- Damanat, (T.tp: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.),
h. 146.

*Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma‘ al-Damanat, (T.tp: Dar
al-Kitab al-Islami, t.t.), h. 146.
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kepada pemilik hewan ternak atas kehilangan

peliharaannya.

b. Penyebab al-darar berhubungan langsung dengan kerugian
atau penderitaan yang terjadi, tidak diselingi dengan hal-hal
lain. Apabila ada perbuatan lain yang menyelingi antara
pelanggaran atau kesalahan yang menyebabkan terjadinya
kerugian, maka al-daman dibebankan atas pihak kedua
tersebut karena dialah yang dianggap bertanggungjawab
menyebabkan kerugian.”® Misalnya ada seseorang yang
menuangkan air panas ke dalam karung yang berisi gula
sehingga mengurangi jumlah gula dalam karung tersebut,
kemudian datang temannya melakukan hal yang sama
sehingga menjadi semakin berkurang gula dalam karung
tersebut, maka yang dianggap bertanggungjawab untuk
membayar kerugian dalam perkara ini adalah orang yang
kedua.

Dalam kasus kerugian atau penderitaan yang terjadi akibat
kezaliman atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku lebih dari
satu orang, maka untuk penentuan pihak yang patut dibebankan al-
daman terlebih dahulu harus dijelaskan konstruksi keterlibatan
masing-masing pelaku. Adapun konstruksi keterlibatan pelaku pada
pada kerugian yang dilakukan secara kolektif tersebut terbagi
kepada dua kondisi berikut, yaitu:

Kondisi pertama, kerugian atau penderitaan terjadi akibat
perbuatan yang dilakukan secara kolektif dan para pelaku dalam
menjalankan aksinya memiliki peran yang sama, baik itu sama-
sama sebagai pelaku utama atau sama-sama sebagai penyebab
terjadinya kerugian. Dalam konstruksi dimana para pelaku
memiliki peran yang sama dalam perbuatan zalim atau perbuatan
salah yang merugikan pihak lain, dapat dibagi menjadi dua
gambaran sebagai berikut:

Gambaran pertama adalah kezaliman atau kesalahan yang
seragam rupa perbuatannya, dalam kondisi ini al-daman

**Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma ‘ al-Damanat, h. 146.
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dibebankan atas semua pelaku secara sama rata. Misalnya pada
perkara pembunuhan sengaja yang dilakukan dengan sama-sama
menembakkan senjata ke arah satu orang yang menyebabkannya
terluka atau bahkan sampai meninggal dunia, karena tidak dapat
ditentukan dengan peluru siapa korban terbunuh, maka semua
pelaku penembakan sama-sama dihukum Kkisas, atau jika keluarga
korban memilih diat maka diat tersebut dibebankan atas semua
pelaku secara sama rata, hal ini sebagaimana keputusan ‘Umar bin
al-Khattab yang pernah menghukum Kkisas tujuh orang yang
bersekutu untuk membunuh satu orang, dalam hal ini ‘Umar pernah
berkata yang bunyinya:

100y« o] plalon 43 ol G

Artinya:
“Seandainya seluruh penduduk San‘a’ bersekutu dalam melakukan
pembunuhan terhadapnya, maka sungguh akan aku kisas semua
mereka.”

Gambaran kedua adalah kezaliman atau kesalahan yang
seragam rupa perbuatannya namun berbeda kadarnya, misalnya
perbuatan seseorang yang menggali lubang berukuran kecil di
tengah-tengah jalan umum, kemudian datang temannya dan
memperluas diameter lubang tersebut, kemudian jatuh orang lain
ke dalam lubang yang dibuat tadi, maka apabila demikian halnya
menurut Muhammad bin al-Hasan yang dibebankan untuk
membayar al-daman adalah orang yang paling besar perannya
dalam perbuatan zalim atau kesalahan yang telah dilakukan,
sedangkan menurut Abt Hanifah, Abu Yusuf, dan fukaha mazhab
Hambali al-daman dibebankan atas semua pelaku dengan
mengklasifikasi perbedaan kadar berat-ringan atau besar-kecilnya
perbuatan masing-masing mereka,’®* dengan demikian semakin
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Ibnu Nujaym al-Masri, al-Bar al-Ra’iq Syars Kanz al-Daqa’iq, (T.tp:
Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), jid. VIII, h. 354.

"Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma‘ al-Daman, h. 180.
Mansar bin Yanus al-Buhiti, Kasyyaf al-Qina*“ ‘an Matn al- ‘Igna®, (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), jld. VI, h. 7.
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kecil kadar peran seorang pelaku dalam melakukan kezaliman atau
kesalahan maka semakin kecil pula bagian al-daman yang
dipikulnya, demikian seterusnya.

Kondisi kedua, kerugian atau penderitaan terjadi akibat
perbuatan yang dilakukan secara kolektif namun para pelaku
berbeda peran dalam menjalankan aksinya, sebagian mereka
menjadi pelaku utama yang turun langsung melakukan pelanggaran
atau kesalahan dan sebagian yang lain hanya sebagai penyebab
terjadinya al-darar, maka dalam kondisi demikian al-daman
dibebankan atas pelaku utama yaitu orang yang langsung
melakukan pelanggaran atau kesalahan,'® hal ini berdasarkan
kaidah yang masyhur di kalangan para fukaha yaitu:

1AL ) WS Ol coaendlly L ) 13)

Artinya:

“Apabila berkumpul antara pelaku yang langsung melakukan suatu
perbuatan dengan penyebab maka hukum dikenakan atas pelaku
yang langsung melakukan perbuatan.”

Contoh kasus untuk kondisi Kkedua seperti seseorang
menggali sebuah lubang di jalan umum, lalu datang orang lain
mendorong temannya ke dalam lubang tersebut sehingga
meninggal dunia karenanya, maka penggali lubang tidak
dibebankan al-daman, karena orang yang langsung menyebabkan
al-garar adalah orang yang mendorong temannya tersebut.’®*
Apabila seseorang menunjukkan kepada pencuri tempat
disimpannya harta milik kenalannya, kemudian pencuri tersebut

'%Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma*‘ al-Damanat, h. 203.
Ibnu Nujaym al-Masri, al-Asybzh wa al-Nazz’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘lImiyyah 1999), h. 135. Jalal al-Din al-Suyiti, al-Asybah wa al-Nazz'ir, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1990), h. 162. Ibnu Rajab al-Hanbali, al-Qawz‘id,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, t.t.), h. 284. Ibnu Qudamah, al-Mughnj
(Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), jid. VIII, h. 423.

'%Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syars al-Qawa‘id al-Fighiyyah,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 447.

'%Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma ‘ al-Damanat, h. 180.
Ibnu Rajab al-Hanbali, al-Qawa‘id, h. 284.
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menjalankan aksinya dengan menggondol barang yang telah
ditunjukkan tadi, maka orang yang menunjukkan tempat harta
disimpan tidak diwajibkan membayar al-gaman.'®

Kaidah “ sl ] S& Olay omdly Ll ezt 13]7

secara umum berlaku pada semua kasus, kecuali pada satu kondisi
yaitu apabila tidak memungkinkan untuk dilimpahkannya hukum
atas pelaku perbuatan langsung secara keseluruhan, maka dalam
hal ini “hukum dikenakan atas penyebab terjadinya kerugian.”*®
Contoh kasusnya seperti seorang laki-laki dewasa menyerahkan
pisau yang sangat tajam kepada anak kecil untuk dipegang, tiba-
tiba pisau tersebut jatuh dari tangan anak itu dan melukai kakinya,
maka dalam hal ini yang dibebankan al-daman adalah orang
dewasa yang menyerahkan pisau itu kepada anak kecil tadi,
sekalipun ia bukan pelaku langsung (mubasyir) yang menyebabkan
anak kecil terluka.

4. Syarat al-daman

Syarat al-daman maksudnya adalah segala sesuatu yang
harus terpenuhi untuk dapat membebani suatu pihak membayar
ganti kerugian untuk pihak yang terzalimi atau dirugikan karena
perbuatan pelaku kezaliman atau kesalahan, ganti kerugian tersebut
dikenal dengan istilah al-ta‘wd. Al-ta‘wid terbagi dua bagian,
bagian pertama adalah al-ta ‘wid yang telah diterangkan ketentuan
hukumnya dalam nas-nas syariat yaitu berupa diat atau ganti rugi
atas luka (ursy al-jarahat). Bagian kedua adalah al-ta‘wid yang
tidak diterangkan ketentuannya secara eksplisit dalam nas-nas
syariat, al-ta ‘wid jenis kedua ini dikenal dengan istilah al- aukzmah
al-‘adl yaitu ganti kerugian yang besarannya ditetapkan oleh hakim
baik dengan pertimbangannya, maupun berdasarkan pertimbangan
para ahli di bidang tertentu.
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Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma ‘ al-Damanat, h. 203.

1% Abd al-<Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar Syars Usil al-Bazdaws; (T.tp:
Dar al-Kitab al-Islamj, t.t.) jld. 1V, h. 181.Ibnu Nujaym al-Masri, al-Asybah wa
al-Naza'ir, h. 136.
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Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa kerugian
atau penderitaan (al-darar) yang dialami seseorang terbagi kepada
tiga kategori, yaitu al-darar al-jasad;, al-darar al-mali, dan al-
darar al-maknawi. Dari klasifikasi al-darar tersebut maka syarat
al-daman dapat dibagi tiga yaitu; syarat al-daman untuk kerugian
yang menimpa materi (al-darar al-mali), syarat al-gaman untuk
kerugian yang menimpa anggota badan (al-darar al-jasads) dan
syarat al-daman untuk kerugian yang bersifat nonmateri (al-darar
al-maknawi). Secara perinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai
berikut:

4.1. Syarat al-daman untuk kerugian yang bersifat materi
(al-darar al-mali). Untuk mendapatkan al-ta‘wid pada
kerugian yang bersifat materi, maka harus terpenuhi syarat-
syarat berikut, yaitu:

a. Objek yang terkena al-darar adalah berupa harta benda
yang berharga dan milik orang yang dirugikan.*”’
Maksud “berharga” adalah segala sesuatu yang mubah
untuk dimanfaatkan pada kedaan normal, baik menurut
syariat maupun menurut uruf.'® Maksud keadaan
normal adalah saat dimana keadaan tidak genting, sebab
saat keadaan genting ada pengecualian-pengecualian
yang disebut kondisi darurat.

b. Pada pembebanan pembayaran ganti rugi harus pasti
faedahnya.'™ Maksud “faedah” adalah  dapat
mendatangkan  kemaslahatan berupa terwujudnya
keadilan dan pulih dari kerugian. Dengan demikian
tidak dibenarkan mewajibkan al-daman atas perusakan
harta yang dipakai perampok saat menjalankan aksinya,
sebab tidak ada faedahnya.

" Al-Kasani, Badz’ al-Sana‘i’, jld. VI, h. 167.

%Munla Khusrd, Durar al-Hukkam Syar/s Ghurar al-Azkam, (T.tp.: Dar
Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), jld. I, h. 168.

% Al-Kasani, Bada4’ al-Sana‘i’, jld. VII, h. 168. Misa bin Ahmad al-
Mugaddasi, al-lgna* fi Figh al-Imam Afmad bin Hanbal, (Beirut: Dar al-
Ma'rifah, t.t.), jld. I1, h. 354.
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c. Pelaku perbuatan yang merugikan pihak lain —baik
pelaku perbuatan langsung maupun penyebab terjadinya
kerugian— haruslah orang yang dapat dibebankan al-
gaman."° Orang yang dapat dibebani al-gaman pada
hakikatnya adalah semua orang tanpa kecuali.'!
Dengan demikian al-gaman tidak dapat diwajibkan atas
al-darar yang disebabkan oleh binatang, kecuali terjadi
akibat kelalaian pemilik dalam menjaganya.

d. Kerugian atau penderitaan (al-darar) yang diklaim
benar-benar terjadi secara nyata.'*?

4.2. Syarat al-dgaman untuk Kkerugian yang menimpa
anggota badan (al-darar al-jasadi). Untuk mendapatkan
al-ta‘wid pada kerugian yang menimpa anggota badan,
maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

a. Pelaku perbuatan yang merugikan pihak lain —baik
pelaku perbuatan langsung maupun penyebab terjadinya
kerugian— haruslah orang yang dapat dibebankan al-
daman.

b. Korban yang mengalami al-darar adalah orang yang
ma ‘sum, yaitu orang yang jiwa dan raganya dijamin
perlindungannya oleh syariat,*** sehingga tidak boleh
dilanggar hak-haknya kecuali dengan alasan yang
dibolehkan menurut perspektif syariat. Mengenai hal ini
Abu Hurayrah menyampaikan bahwa Rasulullah saw.
pernah bersabda yang bunyinya:

"OAI-Kasani, Bada'i” al-Sana‘i’, jld. VII, h. 168.

"1z al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Afkam fiMasalis al-Anam,
(Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), jld. I, h. 178. Muasa bin
Ahmad al-Mugaddasi, al-Igna“..., jld. 11, h. 354.

"Muhammad bin al-Madani Basag, al-Ta‘wad ‘an al-Darar..., h. 210.
Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsa‘ah al-
Fighiyyah, jld. XXI, h. 46.
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Artinya:
“Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya,
hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas Nabi menegaskan bahwa haram
hukumnya bagi seorang muslim menumpahkan darah
saudaranya, merampas atau merusak hartanya, juga
menistakan kehormatannya, siapa saja yang melanggar
ketentuan tersebut wajib untuk membayar ganti ruginya
yang dalam perkara jinayat atas jiwa atau raga dikenal
dengan istilah diat, al-ursy, atau Aukamah al- ‘adl.**> Al-
daman atas kerugian yang menimpa jiwa atau raga
manusia merupakan suatu kewajiban yang harus
ditunaikan pelaku kezaliman atau kesalahan bagi pihak
yang terzalimi, ganti rugi tersebut diberikan untuk
pemulihan keadaan atau kerugian yang diderita, baik
yang menimpa fisik seseorang maupun psikisnya.
Sebab-sebab ma ‘sum seseorang ada tiga, yaitu sebagai
berikut:
i. Beragama Islam. Hal ini berdasarkan riwayat yang
disampaikan dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Nabi saw.
pernah bersabda yang bunyinya:

"Muslim, Saziz Muslim, jid. 1V, h. 1986.

Diat adalah hukuman dalam bentuk ganti rugi yang jumlahnya sudah
ditentukan syariat karena telah gugur kewajiban kisas, al-ursy adalah harta yang
wajib dibayar karena telah melakukan jinayat atas anggota tubuh tetapi tidak
sampai menghilangkan nyawa, sedang Aukamah al- ‘ad/ adalah hukuman dalam
bentuk ganti rugi yang jumlahnya tidak ditentukan syariat sehingga hakim yang
kemudian berijtihad dalam menentukan kadarnya. Wizarah al-Awqaf wa al-
Syu’un al-Islamiyyah, al-Mawsaz‘ah al-Fighiyyah... jld. I11, h. 104.
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Artinya:
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia
hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain
Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah,
menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka
melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan
dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan
mereka ada pada Allah.” (HR. Al-Bukhari)

ii.  Memohon perlindungan (al-aman) kepada negara
Islam. Hal ini sbegaimana firman Allah swt. Dalam
surah al-Tawbah ayat 6 yang bunyinya:
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Artinya:
“Apabila seseorang diantara orang-orang musyrikin
itu meminta perlindungan kepadamu, maka
lindungilah ia, supaya sempat mendengar firman
Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman
baginya, demikian itu disebabkan mereka kaum yang
tidak mengetahui.”

iii. Berdamai dengan negara Islam serta patuh
membayar jizyah. Hal ini sebagaimana firman Allah
swt. Dalam surah al-Tawbah ayat 29 yang bunyinya

Y Al-Bukhari, Sakih al-Bukharj jld. 1, h. 14,
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Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan tidak (pula) kepada hari Kiamat, mereka
tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh
Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan
agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-
orang) Yyang diberikan alkitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Apabila terjadi al-darar seperti pembunuhan,
penganiayaan, atau lainnya atas orang-orang yang
telah memenuhi syarat ma ‘sgm sebagaimana yang
telah diuraikan di atas, maka pelaku atau penyebab
al-darar berkewajiban menjalani  Kkisas, atau
membayar al-ta‘wid dalam wujud materi bagi
korban atau ahli warisnya.
Pelaku perbuatan yang mengakibatkan al-darar atas
orang lain berdomisili dalam wilayah atau negara yang
menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam.**’
Dengan demikian apabila terjadi pembunuhan yang
dilakukan oleh orang kafir harbi terhadap seorang
muslim, atau pemberontak melakukan penganiayaan
terhadap masyarakat muslim yang tidak bersalah, tidak
dapat dibebankan al-daman atas para pelaku jika sistem
pemerintahan Islam tidak dijalankan.

117

Muhammad bin al-Madan1 Busag, al-Ta ‘wd ‘an al-Darar..., h. 210.
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d. Al-darar yang diklaim benar-benar nyata terjadi, baik
akibat kezaliman maupun karena kesalahan pelaku atas
korban.

e. Ketika hukuman kisas atas pelaku kezaliman tidak
mungkin diterapkan karena adanya halangan tertentu
atau sebab lainnya, maka wajib beralih kepada
pembebanan al-gdaman atas pelaku. Misalnya pelaku
kezaliman atas jiwa atau raga seseorang adalah orang
yang belum mukallaf, seperti anak-anak atau orang gila,
kedua kelompok manusia tersebut tidak dapat
diterapkan kisas atas mereka sekalipun kezaliman
terhadap jiwa atau raga orang lain dilakukan dengan
sengaja, maka dalam perkara demikian korban atau ahli
warisnya berhak menerima al-daman yang bersumber
dari harta pelaku atau dari keluarganya.™® Contoh lain
tidak dapat diterapkannya kisas atas pelaku kezaliman
atas jiwa atau raga orang lain sehingga harus beralih
kepada kewajiban al-daman yaitu ketika pelaku tidak
memiliki anggota badan yang sama dengan bagian
tubuh korban. Misalnya orang yang buta matanya
sebelah kiri melakukan kezaliman berupa mencungkil
mata kiri orang lain sehingga menjadi buta karenanya,
maka pada kasus tersebut pelaku tidak dikisas.

4.3. Syarat al-dgaman untuk kerugian yang bersifat
nonmateri (al-garar al-maknawi). Untuk mendapatkan al-
ta ‘wid pada kerugian yang bersifat nonmateri, maka harus
terpenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

a. Darar yang terjadi merugikan pribadi korban, baik
atas kehormatan, nama baik, atau perasaannya.
Misalnya kerugian yang diderita korban pada kasus

"83ylayman bin Khalaf al-Andalusiy, al-Muntaqa Syar/ al-Muwazsa’,

(Mesir: Matba‘ah al-Sa‘adah, 1332 H), jld. VII, h. 71. lbnu Qudamah, al-
Mughnj jid. VIII, h. 284,
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tuduhan yang tidak benar (gadhaf), dan lain
sebagainya

b. Darar yang diderita oleh korban merupakan akibat
dari kezaliman atau kesalahan pihak lain.

c. Darar yang diderita oleh korban benar-benar terjadi,
bukan sekedar sangkaan.

d. Darar terjadi atas hak-hak atau kemaslahatan yang
legal dimanfaatkan dan dinikmati korban. Seperti
kemaslahatan keselamatan jiwa dan raga, harta,
kemerdekaan, atau hak dan kemaslahatan lain yang
dilindungi undang-undang.

e. Ganti rugi untuk al-darar al-maknaw/ yang diklaim
korban belum pernah diterima sebelumnya.™*

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka menurut
perspektif fikih, orang yang dirugikan secara maknawi berhak
menuntut ganti rugi (al-ta‘wid) kepada pengadilan atas darar yang
dideritanya. Tujuan al-ta‘wid dalam perkara ini adalah untuk
memulihkan derita batin dan sakit hati korban yang terzalimi, juga
untuk meredam keinginan melakukan balas dendam atas pelaku
yang telah melanggar hak-hak korban.

B. Teori al-Zawgjir dan al-Jawabir

Penerapan hukuman menurut hukum pidana Islam harus
mendatangkan kemaslahatan untuk semua, baik itu bagi pelaku
jarimah, masyarakat, dan juga pihak yang menjadi korban.
Kebaikan yang kembali kepada pelaku dan masyarakat disebut al-
zawgjir, sedang yang kembali kepada korban atau keluarganya
disebut al-jawabir.

"“Basil Muhammad Yasuf Qabha, al-Ta‘wid ‘an al-Darar al-Adabt:

Dirasah Mugaranah, tesis, (Palestina: Jami‘ah al-Najah al-Wataniyyah, 2009), h.
24-34,
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1. Pengertian al-zawajir (,2'93)

Al-zawdjir merupakan bentuk plural dari kata al-zajr (>3

yang secara etimologis bermakna mencegah atau melarang.'?

Secara terminologis, ‘Iz al-Din bin ‘Abd al-Salam menerangkan
bahwa al-zawsjir adalah sesuatu yang disyariatkan untuk menolak
keburukan.'** Al-Qarafi menambahkan bahwa keburukan yang
ditolak pada permasalahan al-zawsjir adalah keburukan yang telah
atau dapat diprediksi.”®* Al-zawgjir dalam perkara jinayat adalah
penerapan hukuman yang bertujuan sebagai balasan dan
pembelajaran bagi pelaku serta sebagai pencegahan untuk orang
lain agar tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama.
Secara umum kaidah al-zawajir berlaku pada perbuatan pidana atau
maksiat yang pelakunya diancam dengan dosa ukhrawi, namun
pada kondisi tertentu kaidah ini berlaku juga pada hal-hal yang
sifatnya tidak dianggap maksiat serta pelakunya tidak mendapat
dosa ukhrawi, seperti penerapan hukuman atas kesalahan yang
dikerjakan oleh anak-anak atau orang gila,"®® hukuman yang
dikenakan atas kedua golongan manusia tersebut bukan sebagai
balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan, melainkan sebagali
media pendidikan serta pencegahan supaya pelaku tidak
mengulangi kesalahan yang sama.

Secara garis besar, tujuan utama disyariatkannya hukuman
(‘uqubah) dalam Islam adalah sebagai pencegahan (al-zawajir) bagi
manusia dari perbuatan haram atau menyelamatkan mereka dari
meninggalkan perintah syarak, dalam skala yang lebih luas
hukuman tersebut bertujuan agar tidak terjadi kerusakan di atas
muka bumi serta mencegah terjadinya berbagai macam kerugian,

?*Majma* al-Lughah al-<Arabiyyah, al-Mu jam al-Wajz..., h. 286.

12117 al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawz‘id al-Afkam..., jld. I, h. 178.

Muhammad bin ‘Ali bin Husayn, Tahdhb al-Furig wa al-Qawa’id
al-Sunniyyah fi al-Asrar al-Fighiyyah, (Beirut: ‘Alim al-Kutub, t.t.), jid. I, h.
211.

12341z al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawz‘id al-Afkam..., jld. I, h. 178.
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baik yang menimpa individu maupun masyarakat luas.*** Adapun

secara lebih spesifik tujuan pemidanaan dalam Islam dapat
dirincikan sebagai berikut:

a. Menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.'® Penerapan
hukuman atas kejahatan yang melanggar perkara-perkara
yang dilindungi syariat dalam al-maqasid al-syari‘ah
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan
umum. Misalnya penerapan hudud pada jarimah zina,
pencurian, gadhaf, minum khamar, adalah bertujuan untuk
mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum, sebab jika
tidak diterapkan hukuman pada kejahatan-kejahatan
tersebut maka akan menimbulkan kekacauan dan
menggangu keamanan dalam masyarakat.

b. Sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan (al-
zawgjir). Kejahatan adalah keburukan yang dapat menimpa
jiwa, harta, dan komunitas, untuk itu harus dicegah dan
dihentikan. Penerapan hukuman sesuai syariat Islam dapat
membuat pelaku kejahatan menjadi sadar sehingga tidak
kembali melakukan kejahatan yang sama di lain waktu, juga
menjadi pelajaran bagi yang lain sehingga mencegahnya
agar tidak terjerumus kedalam kejahatan tersebut. Salah
satu pola yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan
dalam masyarakat adalah dengan mempertontonkan atau
mengumumkan penerapan hukuman tertentu kepada publik.
Mengenai hal tersebut Allah swt. berfirman yang bunyinya:

Q0% *j/,‘/ P o n/a:.j/
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“Ibnu al-Hammam, Fat/ al-Qad#, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. V, h.
211. Fakhr al-Din al-Zayla‘1, Tabyh al- Haga’ig Syarh Kanz al-Daqa’ig, (Kairo:
al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H), jid. 1ll, 163. Al-Mawardi, al-
Afkam al-Sulzaniyyah. .., h. 322.

125<Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyr7* al-Jina’ral-1slamj (Beirut: Dar al-
Katib al-*Arabi, t.t.), jld. I, h. 383-384. Al-Mawardi, al-Afkam al-Sultaniyyah...,
h. 325.
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Artinya:
“Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. al-Nar: 2)

Dalam ayat di atas Allah swt. mensyariatkan kaum
muslimin untuk menyaksikan penerapan hukuman atas
pelaku jarimah zina supaya menjadi pengajaran bagi yang
menonton agar tidak melakukan kesalahan yang sama, serta
dapat menasihati saudaranya agar tidak terjerumus ke
perbuatan terlarang tersebut.

c. Sebagai perwujudan keadilan dan kasih sayang bagi
segenap makhluk. Syariat Islam adalah aturan dari Allah
yang Maha Adil dan Maha Rahmat, sedangkan kejahatan
adalah penodaan atas keadilan dan rahmat Tuhan yang
hendak diwujudkan oleh syariat yang agung ini, maka
pelaksanaan hukuman yang setimpal atas pelaku kejahatan
adalah sebagai bentuk penerapan keadilan Tuhan. Mengenai
hal ini Ibnu Taymiyyah menerangkan bahwa: “Hukuman
yang Allah syariatkan atas pelaku kejahatan merupakan
salah satu perwujudan rahmat-Nya bagi hamba, sebab
dalam penerapan hukuman pada hakikatnya Allah
menghendaki terwujudnya kebaikan bagi umat manusia,
baik itu bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas.” **°
Hukuman menjadi rahmat bagi pelaku kejahatan adalah
karena penerapan hukuman atas pelaku kejahatan dapat
menjadi pelajaran untuk memperbaiki  kelakuan dan
kepribadiannya ke arah yang positif, sebagaimana tujuan
seorang dokter mengobati pasiennya, walaupun sakit saat
disuntik, atau pahit obat yang diresepkan, namun semua itu
untuk kebaikan orang yang ditanganinya.

“®|lbnu Taymiyyah, Al-Fatawa al-Kubrz, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1987), jld. V, h. 521.
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d. Merupakan pelaksanaan perintah Allah swt. yang bernilai
ibadah. Hukuman yang telah Allah perintahkan dalam
Alquran seperti kisas dan hukuman hudud merupakan suatu
kewajiban yang harus diterapkan. Kewajiban ini berlaku
atas para pemimpin, sebab mereka adalah pihak yang
mampu bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan
aturan sesuai syariat. Kewajiban ini juga berlaku atas pihak
yang mendapat hukuman, yaitu dengan cara mengikhlaskan
hati menerima hukuman berdasarkan perintah Allah atas
jarimah yang telah ia kerjakan. Secara sederhana dapat
dikatakan bahwa hukuman sesuai syariat adalah ibadah baik
bagi pemerintah sebagai pelaksana, begitu juga atas orang
muslim yang ikhlas menjalaninya.**’

e. Menjauhkan umat dari azab Allah. Penerapan hukuman atas
pelaku kejahatan sesuai syariat Allah dapat menjauhkan
umat dari azab Allah swt., sejarah mencatat bahwa sebagian
umat terdahulu mendapat azab adalah disebabkan
keengganan mereka menerapkan hukum sesuai perintah
Allah. Berkenaan dengan hal ini ‘Abdullah bin ‘Umar
menyampaikan bahwasanya suatu ketika Rasulullah saw.
menghadap ke arah kami lalu bersabda:

A8 OF iy SRl (st 1) 5 6y eddl 23 g
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Artinya:
“Wahai sekalian Muhajirin, ada lima hal yang jika kalian
terjatun ke dalamnya, dan aku memohon perlindungan

127

Ibnu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar ‘iyyah, (Arab Saudi: Wizarah al-
Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, 1418 H), h. 79.

“!|bnu Majah, Sunan lbnu Mzah, (T.tp: Dar lhya’ al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.t.), jld. I, h. 1332. Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahifiayn,
(Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1990), jld. IV, h. 582.
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kepada Allah agar kalian tidak menjumpainya, (salah satu
dari lima hal yang Nabi sebutkan adalah)...dan selama
pemimpin-pemimpin  kaum muslimin tidak berhukum
dengan kitab Allah, dan mengambil yang terbaik dari apa-
apa Yyang diturunkan Allah, melainkan Allah akan
menjadikan permusuhan di antara mereka.” (HR. Ibnu
Majah dan al-Hakim)

Dalam  penggalan hadis di atas, Rasulullah saw.
mengingatkan kaum muslimin khususnya para pemimpin
untuk senantiasa menerapkan hukum sesuai Syariat Allah
swt, salah satu manfaatnya adalah tidak ditimpa azab berupa
terjadinya permusuhan antarsesama.

Nabi saw. juga pernah bersabda, bahwa penerapan hukuman
sesuai perintah Allah adalah sebagai salah satu jalan untuk
meraih kebaikan, menjadi bukti ketaatan, dan kepatuhan
terhadap syariat-Nya, dalam sebuah riwayat dari Abu
Hurayrah disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda:
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Artinya:

“Satu hukuman hudud yang diterapkan adalah lebih baik
bagi penduduk bumi daripada hujan yang diturunkan selama
empat puluh pagi.” (HR. Ibnu Majah)

Tidak dipungkiri bahwa hujan adalah air yang penuh
keberkahan, mengenai hal ini Allah swt. berfirman:

il E5p s 4 BESB GL 21U S e U

Artinya:

“Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya,
lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-
biji tanaman yang diketam.” (QS. Qaf: 9)

*’|bnu Majah, Sunan Ibnu MZjah..., jld. 11, h. 848.
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Hujan merupakan salah satu perkara penting untuk
keberlangsungan kehidupan bagi hampir semua makhluk di
muka bumi ini. Dengan hujan yang Allah turunkan tanaman
yang merupakan sumber kebutuhan manusia dan makhluk
lainnya menjadi tumbuh subur, akan tetapi Nabi saw.
menerangkan bahwa sekali saja hukuman sesuai syariat
Allah diterapkan ternyata lebih baik daripada empat puluh
hari turun rahmat-Nya yang lain yang berupa hujan, maka
penerapan hukuman sesuai perintah Allah yang diterapkan
secara konsisten tentu akan mendatangkan keberkahan yang
melimpah.

Sebagai media pelebur dosa dan kesalahan. Para fukaha
berbeda pandangan mengenai apakah hukuman yang
diterapkan atas seorang muslim yang berdasar kepada
syariat Islam dapat menjadi pelebur dosanya sehingga ia
tidak lagi mendapatkan azab di akhirat, perbedaan
pandangan tersebut terbagi kepada tiga aliran pendapat:
Pertama, para fukaha dari kalangan mazhab Hanafi
berpendapat bahwa hukuman hudud dan takzir yang
diterima pelaku jinayat ketika di dunia tidak menggugurkan
hukuman atasnya saat di akhirat kecuali ia telah bertobat
atas kesalahan-kesalahan tersebut. dalilnya antara lain
adalah firman Allah swit.:
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Artinya:

“Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan
sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di
dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutukinya serta
menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. al-Nisa’: 93)

Ayat di atas menerangkan bahwa pelaku kejahatan tetap
akan mendapatkan azab dalam neraka, kecuali mereka mau
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bertobat atas kejahatan yang pernah dilakukan, sebagaimana
yang diterangkan dalam surah al-Ma’idah ayat 33 dan 34:
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Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang Yyang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri kediamannya, yang demikian itu
sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-
orang yang mau bertobat sebelum kamu dapat menangkap
mereka, maka Kketahuilah bahwasanya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas, Allah swt. menerangkan bahwa
hukuman di dunia atas pelaku perampokan adalah dibunuh,
disalib, dipotong tangan dan kaki secara timbal balik, atau
diasingkan keluar dari negeri tempat ia menetap, selain
yang telah disebutkan itu ia juga mendapat hukuman di
akhirat yaitu berupa siksaan yang besar, kecuali ia mau
bertobat, sehingga pertobatan tersebutlah yang dapat
mengugurkan azab atasnya di akhirat.**

130

Ibnu al-Hammam, Fats al-Qadr..., jld. V, h. 211. Ibnu Nujaym, al-
Basr al-Ra1q Syar/ Kanz al-Daqga’ig, (T.tp: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.), jid. V,
h. 31. Fakhr al-Din al-Zayla‘1, Tabyh al-Haga’ig..., jld. 111, 163. Tbnu ‘Abidin,
Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jid. 11, h. 544,
Al-Jasas, Afkam al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1994), jld. 11, h.
516.
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Kedua: Jumhur fukaha dari kalangan ulama mazhab Maliki,
Syafii, Hambali, dan Zahiri, berpendapat bahwa hukuman
yang diterapkan atas pelaku jinayat di dunia menjadi sebab
gugurnya azab atasnya di akhirat."*"

Pendapat ini berdalil kepada hadis yang diriwayatkan dari
‘Ubadah bin al-Samit, bahwa ia pernah berada dalam
sebuah majelis bersama Rasulullah saw. dan ketika itu

beliau bersabda:
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Artinya:

“Maukah  kalian berbaiat kepadaku untuk tidak
menyekutukan Allah dengan apapun, tidak berbuat zina,
tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan
Allah kecuali dengan jalur yang hak, siapa saja yang
menepatinya maka ia mendapat pahala dari Allah. Adapun
yang melanggarnya lalu ia dihukum, maka hukuman itu
menjadi penggugur dosanya, kemudian siapa saja yang
melanggar salah satu isi baiat ini dan Allah menutupi
kesalahannya, maka urusannya kembali kepada kehendak
Allah, akan diampuni atau akan diazab.” (HR. Muslim)

“!Ahmad bin Ghunaym bin Salim al-Nafrawi, al-Fawakih al-Dawanj;

(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jld. I, h. 77. Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, al-Umm,
(Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), jld. VI, h. 149. Ibrahim bin Muhammad bin
Salim, Manar al-Sab4 fiSyarA al-Dald, (T.tp: al-Maktab al-Islami, 1989), jld. II,
h. 363. Ibnu Hazm, al-Mu/alla bi al-Athar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jid. XII, h.
12.

B2Muslim, Sakiz Muslim..., jid. 111, h. 1333.



79

Imam Syafii mengomentari hadis tersebut dengan berkata:
“Aku tidak pernah mendengar hadis mengenai hudud yang
lebih jelas dari hadis ini.”*** Dalam hadis di atas Rasulullah
saw. secara jelas menerangkan bahwa akan gugur azab atas
seseorang di akhirat disebabkan telah mendapat hukuman
sesuai syariat Islam yang telah diterimanya ketika di dunia.
Dalil lain yang menjadi sandaran pendapat jumhur fukaha
adalah riwayat dari ‘Ali bin Abi Talib, bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda yang bunyinya:
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Artinya:
“Siapa saja yang melakukan kejahatan yang harus
dikenakan hukum hudud atas pelakunya, kemudian
hukumannya disegerakan di dunia, maka Allah sangatlah
Adil sehingga tidak akan menghukum kedua kalinya atas
kejahatan hamba tersebut di akhirat, siapa saja yang
melakukan kejahatan yang harus dikenakan hukum hudud
atas pelakunya  kemudian  Allah  menutupi  dan
mengampuninya, maka Allah sangatlah Mulia sehingga
tidak akan mengungkap kembali sesuatu yang telah Dia
ampuni.” (HR. Al-Hakim, al-Dhahabi menyatakan bahwa
hadis ini sanadnya sahih)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, penulis
lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang

*3*Muhammad bin 1dris al-Syafi‘T, al-Umm, jid. VI, h. 149.
B34Al-Hakim Muhammad bin ‘Abdillah, al-Mustadrak ‘ala al-Sahikayn,
(Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1990), jld. I, h. 48.
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menyatakan bahwa hukuman sesuai syariat Islam yang
diterima pelaku kejahatan di dunia akan menggugurkan
azab akhirat atasnya, hal ini disebabkan karena dalil-dalil
yang digunakan jumhur lebih kuat baik dari segi wajh al-
dilalah maupun kesahihan sanadnya.

g. Meredam kemarahan dan keinginan balas dendam.
Kejahatan atas jiwa menimbulkan kebencian dan kemarahan
dalam hati keluarga korban yang bisa saja membuat mereka
ingin melakukan balas dendam atas pelaku maupun
keluarganya, sebagaimana pernah terjadi secara meluas
pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu, bahkan saat itu
mereka memandang rendah keluarga korban yang lebih
memilih menerima diat untuk menyelesaikan masalah
dibanding memilih balas dendam.'*® Untuk meredam hal
tersebut, penerapan hukuman sesuai syariat Islam adalah
solusi yang dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat,
menghapus kezaliman dan budaya balas dendam. Islam
memberi jalan keluar untuk menyelesaikan sakit hati
keluarga korban yang anggota keluarganya dibunuh atau
dilukai dengan cara penerapan Kisas. Penerapan Kkisas
merupakan terapi bagi keluarga korban dari sisi psikologis,
sehingga tidak ada lagi niat untuk melakukan balas dendam.
Kisas adalah kunci yang dapat menutup rapat peluang balas
dendam, kisas dapat menenangkan jiwa yang bergejolak,
menyembuhkan sakit hati, dan menenteramkan amarah
yang senantiasa mendorong untuk melakukan balas
dendam.

Dari uraian mengenai tujuan pemidanaan menurut
perspektif Islam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pencegahan (al-zawgjir) yang hendak diwujudkan dalam
setiap ‘ugubat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

lbnu Qayyim al-Jawziyyah, '114m al-Muwaqqi‘i ‘an Rabb al-

‘Alamm, (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyyah, 1991), jid. Il, h. 81.
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Pertama; al-zawgjir al-‘am, adalah pencegahan atau
peringatan bagi semua manusia secara keseluruhan, dan
bagi orang Islam secara khusus. Al-zawgjir al-‘am berlaku
melalui pensyariatan hukuman-hukuman yang berupa
hudud, kisas, atau takzir. Hukuman-hukuman tersebut
disyariatkan agar setiap individu senantiasa mawas diri dan
selalu berpikir matang agar tidak salah langkah sehingga
terjerumus dalam kesalahan yang diancam dengan
hukuman-hukuman tersebut.

Kedua; al-zawgjir al-khas, adalah peringatan dan
pencegahan yang bersifat langsung dan individual untuk
meredam keinginan jahat yang ada dalam diri orang yang
dikenai hukuman (terpidana), serta mencegahnya untuk
kembali melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan
datang. Artinya al-zawajir al-khas bersifat lebih spesifik
dalam memperbaiki akhlak dan kepribadian, sebab yang
dituju adalah pelaku kejahatannya langsung.

2. Pengertian al-jawabir ( /5"

Istilah al-jawabir sering disebut fukaha dalam pembahasan
mengenai tujuan diat, kata al-jawabir merupakan bentuk plural dari

kata al-jabr (»*!) yang secara etimologis berarti memberi

kecukupan bagi seseorang dari kefakiran, atau merekatkan kembali
tulang yang telah retak."*® Arti secara bahasa tersebut berindikasi
makna perbuatan baik terhadap pihak lain, perbaikan atas
kekurangan, dan mengembalikan keadaan seperti sediakala.

Secara terminologis al-jawabir adalah sesuatu yang
disyariatkan  untuk  mendapatkan kembali  kemaslahatan-
kemaslahatan yang telah terlewatkan atau hilang, baik yang

3*Muhammad bin Aba Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sakhah, (Beirut: al-
Maktabah al-‘Asriyyah, 1999), h. 52.
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berkaitan dengan hak-hak Allah swt. maupun hak hamba-Nya.**’
Al-Qarafi menyebutkan bahwa al-jawabir adalah ganti rugi yang
diwajibkan atas setiap kerugian yang timbul, baik itu dilakukan
secara sengaja atau tidak, pelaku mengetahui hukum perbuatannya
atau tidak, serta berlaku atas anak-anak maupun orang gila.'*®
Dalam Tahdhi al-Furag diterangkan bahwa jinayat yang terjadi
atas jiwa, anggota badan, manfaat anggota badan, atau apa saja
yang telah ditetapkan oleh Syaric bahwa atas jinayat tersebut
berlaku diyat, kafarat, atau Aukizmah al-‘adl maka masuk dalam
ketegori al-jawabir, sedangkan yang hukumannya berupa Kisas,
pemukulan yang bersifat mendidik maka masuk dalam kategori al-
zawdjir."* Dari penjelasan para fukaha tentang definisi al-jawabir
dapat disimpulkan, bahwa kata ‘‘al-jawabir” yang biasanya
disandingkan dengan kata ‘“‘al-zawajir’’ senantiasa bermakna ganti
rugi atau pemulihan luka korban, baik luka fisik maupun psikis.

‘Iz al-Din bin ‘Abd al-Salam menerangkan, bahwa al-
jawabir dapat berlaku pada perkara-perkara ibadah, harta, jiwa, dan
anggota badan.'* Contoh al-jawabir pada perkara ibadah seperti
kebolehan bersuci dengan debu sebagai pengganti air saat
ketiadaan air, menambahkan sujud sahwi untuk kekurangan dalam
salat seperti lupa mengerjakan tahiat awal, kebolehan membayar
satu mud makanan untuk pengganti puasa orang yang telah lanjut
usia, dan lain-lain.

Al-jawabir yang berhubungan dengan harta hukum asalnya
adalah menyerahkan barang yang serupa dengan barang awal yang

"’Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Buri f7 Anwa
al-Furag, (Beirut: ‘Alim al-Kutub, t.t), jld. I, h. 213. ‘Iz al-Din bin ‘Abd al-
Salam, Qawa‘id al-Afkam..., jld. I, h. 178.

38gyihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Bur ..., jld. I, h.
211. Muhammad bin ‘Al bin Husayn al-Makki, Tahdh® al-Furigq wa al-
Qawaz‘id al-Sunniyyah fi al-Asrar al-Fighiyyah, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.),
jld. 1, h. 213. ‘Iz al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-AZkam..., jld. I, h. 178.

“Muhammad bin “Alf bin Husayn al-Makki, Tahdh al-Furj..., jld.
I, h. 213.

1917 al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawz‘id al-Afkam..., jld. I, h. 179.
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telah tertimpa al-darar kepada pemiliknya apabila memungkinkan,
jika barang yang sama persis tidak memungkinkan dikembalikan
maka dibayar dengan uang yang senilai dengan barang tersebut.
Contohnya jika seseorang tertangkap karena mencuri padi seberat
100 kg, maka pelaku wajib mengembalikan padi seberat 100 kg
juga sebagai al-jawabir untuk kezalimannya atas korban, apabila
tidak memungkinkan dikembalikan barang yang sama, maka wajib
dibayar harganya.

Contoh al-jawabir pada jinayah atas jiwa atau anggota
badan adalah seperti kewajiban diyat pada pembunuhan tidak
sengaja, kewajiban ursy pada kasus perusakan bagian tubuh, atau
kewajiban  membayar al-fukamah  al-‘adl pada  kasus
penganiayaan. Contoh al-jawabir pada kezaliman atas manfaat
anggota badan adalah seperti kewajiban pelaku membayar mahar
misil dan al-Aukzmah al-‘adl bagi korban pemerkosaan, sebab
pelaku telah memanfaatkan kehormatan korban namun dengan cara
yang tidak dihalalkan syariat.

Teori al-jawabir yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah yang diterapkan pada perkara-perkara jinayah atas jiwa,
anggota badan, dan atas manfaat anggota badan. Sehingga dengan
teori ini akan dianalisis peluang dan kemaslahatan adanya
kewajiban membayar al-ta‘wid atas setiap al-darar yang
disebabkan pelaku atas korban, baik itu al-darar yang bersifat al-
jasads, al-malz, maupun yang bersifat al-ma ‘nawi.

C. Teori Kewajiban Negara

Kewajiban negara merupakan tugas yang harus
ditunaikannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, setiap
kewajiban negara berarti ada aturannya dalam undang-undang.**
Dalam kajian usul fikih kewajiban merupakan salah satu macam
dari hukum-hukum taklif. Kewajiban menurut hukum taklif adalah
suatu tuntutan Syari‘ untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan

“'"Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum,

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 245.
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perintah yang tegas melalui nas hukum.*** Misalnya kewajiban
mengerjakan ibadah haji, adalah berdasarkan perintah Allah dalam
surah Ali ‘Imran ayat 97 yang bunyinya:

o 6; ll OB 2 e S &) pllail o Sy s> q,w PRV

N A

Artinya:
“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah.
Siapa saja mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah
tidak butuh suatu apapun dari semesta alam.”

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan
dari lIbnu ‘Umar yang bunyinya:

Pl call Jy2g 1382 O A VL A Y O s o e Sy g
M5 (ade sine) OUas; p3os B IS cBl5 Sl

Artinya:

“Islam itu didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak

ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad

adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat,

menunaikan ibadah haji, dan puasa pada bulan Ramadan.”
(Muttafaq ‘Alayh).

Ayat dan hadis yang menjelaskan tentang haji di atas adalah
contoh nas hukum yang memerintahkan suatu perbuatan ibadah
atas umat Islam, yang oleh para ulama dipahami teks tersebut
sebagai dalil yang mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi yang
mampu menunaikannya.

"“2Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islamj (Beirut: Dar al-Fikr,
1986), jld. I, h. 45. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar
Pembinaan Figh Islami, (Bandung: Alma’arif, 1986), h. 124.

“SAl-Bukhari, Sasif al-Bukharj jld. 1, h. 11. Muslim, Sahiz Muslim,
jld. 1, h. 45.
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Kewajiban negara menurut ilmu ketatanegaraan merupakan
manifestasi tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh segenap
anak bangsa melalui organisasi yang dikenal dengan istilah
“negara” untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, mengatur
dan menjalankan sistem pemerintahan, serta merumuskan berbagai
kebijakan yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi
penduduk.***

Dalam kamus bahasa Indonesia negara didefinisikan
sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; atau
kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu
yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang
efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya.® Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa negara bisa bermakna lembaga atau pemerintah
yang mengatur rakyat, dan bisa juga berarti masyarakat atau
wilayah yang berada dalam satu kesatuan politis. Adapun dalam
terminologi fikih, setelah dilakukan penelusuran yang mendalam
terhadap berbagai referensi yang menjelaskan tentang
pemerintahan tidak ditemukan definisi spesifik tentang negara,
sebab istilah “negara” yang dalam bahasa Arab disebut al-dawlah
belum digunakan dalam kitab-kitab fikih klasik, istilah al-dawlah
hanya ditemukan dalam beberapa buku tentang al-siyasah al-
syar ‘iyyah. Para fukaha membahas hal-hal yang berkaitan dengan
kenegaraan biasanya ketika menguraikan materi tentang imam dan
hal-hal yang berkaitan dengannya, artinya “negara” dalam istilah
fukaha klasik diperankan oleh imam atau khalifah yang dibahas
secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Jabatan pemimpin
negara dalam istilah fikih selain disebut sebagai khalifah disebut
juga dengan istilah al-imamah al-kubra yang secara terminologis
didefinisikan sebagai kepemimpinan tertinggi, baik dalam urusan

“Nur Azisa, “Kompensasi dan Restitusi..., h. 156-157.

“>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia..., h.

10609.
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agama maupun negara yang berperan sebagai pengganti Nabi
Muhammad saw. setelah beliau wafat.**® Disandingkan dengan
kata al-kubra untuk membedakannya dengan istilah al-imamah al-
sughra yaitu pemimpin atau imam dalam ibadah salat.

Menurut para fukaha negara Islam adalah suatu lembaga
yang independen yang roda pemerintahannya dijalankan oleh
pemimpin yang disebut - khalifah sebagai wakil umat yang
memperoleh  kepercayaan dari mereka guna mewujudkan
kemaslahatan bagi seluruh penduduk, bukan untuk tujuan
memperoleh keuntungan pribadi. Kemaslahatan yang wajib
diupayakan perwujudannya oleh pemimpin negara adalah
kemaslahatan dalam bidang agama serta dalam pengelolaan
berbagai sumber daya yang ada berdasarkan ketentuan syariat.
Karena jabatan sebagai pemimpin negara diperoleh dari
kepercayaan umat, maka seorang khalifah berhak untuk dinasihati
dan dimakzulkan dari jabatannya ketika keadaan mendesak untuk
hal tersebut.!’ Para fukaha sepakat bahwa eksistensi negara
merupakan suatu kebutuhan primer masyarakat secara politik untuk
dapat menjalankan syariat secara menyeluruh dan mencapai
kesejahteraan di dunia dan akhirat.**®

Tujuan utama didirikannya negara menurut Islam adalah
sebagai berikut:

Pertama: Mewujudkan kehidupan umat yang baik
berdasarkan akidah dan ketentuan hukum Islam, dengan demikian
peraturan perundang-undangan dalam negara Islam adalah
peraturan yang terbebas dari hawa nafsu para perancang undang-
undang karena materinya bersumber dari wahyu ilahi yaitu Alquran

“®lhnu ¢Abidin, Rad al-Muhta- ‘a/z al-Dur al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1992), jld. I, h. 548. Muhammad bin Abt al-‘Abbas bin Syihab al-Din al-
Ramli, Nihayah al-Muht4j ila Syar/ al-Minh4gj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jld.
VII, h. 409.

“Muhammad Yisuf Misa, Nizam al-Hukm f7al-1slam, (Kairo: Dar al-

Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 121.
“*Muhammad bin Alf bin al-Azraq, Badai’ al-Silk..., jld. I, h. 89.
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dan hadis.**® Dengan demikian hukum Islam berlaku untuk setiap
orang muslim sekalipun berbeda suku, jenis kulit, bahasa, dan asal
daerah.

Orientasi negara Islam adalah menyebarkan akidah Islam
untuk meluruskan keyakinan manusia, baik yang berhubungan
dengan alam nyata maupun yang berkaitan dengan alam metafisik,
menerapkan hukum syariat dalam kehidupan baik pada level
individu maupun masyarakat, pada bidang ekonomi, dan sosial.
Syariat Islam membimbing manusia untuk memperoleh kehidupan
yang bahagia, terhormat, serta memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada setiap penduduk negeri untuk mengelola setiap
sumber daya yang dimiliki dengan baik untuk kepentingan
bersama, hal ini berbeda jauh dari orientasi negara-negara penjajah
dengan paham-paham yang dianut mereka yang ingin menguasai
semua sumber alam milik wilayah lain untuk kepentingan bangsa
sendiri.*

Kedua: Negara Islam mengemban tugas untuk
menyebarkan risalah Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh
alam. Tujuan pertama yang telah disebutkan di atas bersifat
internal, sedangkan yang kedua ini bersifat lebih umum mencakup
internal dan eksternal, maka untuk tujuan inilah jihad disyariatkan
yaitu untuk menjaga dan menyebarkannya agama Allah swt.™
Untuk tujuan kedua ini, negara Islam harus memfasilitasi semua hal
yang dibutuhkan untuk mendakwahkan Islam, seperti membangun
lembaga-lembaga pendidikan, mempersiapkan dan menugaskan
para dai untuk berdakwah ke seluruh penjuru negeri, mendukung

"“9Abi al-‘A’la al-Mawdudi, al-Nazriyyah al-Islan al-Siysiyah,
(Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), h. 31. Aba al-‘A’la al-Mawdudi, Nazariyyat
al-1slam wa Hadyih f7al-Siyasah wa al-Qanah wa al-Dustar, (T.tp: Dar al-Fikr
al-Islami, 1967), h. 77-78.

%sayyid Qutb, Na/wa Mujtama Islamj (Kairo: Dar al-Syurag, 1993),
h. 97.

! Mahmad Syaltat, al-Islam ‘4gdah wa Syariah, h. 453-454. Wizarah
al-Awqaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsi‘ah al-Fighiyyah..., jld. XVI, h.
123. Ibnu Taymiyyah, al-Hisbah fial-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah,
t.t), h.6. lbnu Taymiyyah, Majmu‘ al-Fatawz, (Madinah: Mujamma*“ al-Malik
Fahd li Tiba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 1995), jld. XXVIII, h. 61.
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penyelenggaraan-penyelenggaraan muktamar untuk mendiskusikan
dan menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi
umat muslim, dan lain-lain.

Kebutuhan terhadap eksistensi negara juga dapat dipahami
dari firman Allah swt. dalam surah al-Bagarah ayat 251 yang
bunyinya:

S L b 1505 o e g adan 0 N &S N3
Artinya:

“...Seandainya Allah tidak menolak kerusakan sebahagian umat
manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini, tetapi
Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam.”

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa Allah senantiasa
mencegah terjadinya kerusakan yang dilakukan sebahagian umat
manusia dengan kebaikan yang dikerjakan sebagian umat yang
lain, misalnya mencegah kejahatan yang dilakukan orang-orang
musyrik dengan kebaikan yang diseru oleh kaum muslim, juga
dengan cara menurunkan syariat dan mewujudkan negara yang
melalui pemerintahannya dapat mencegah terjadinya berbagai
kejahatan dan keburukan.®® Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa mewujudkan kemaslahatan bagi umat adalah
tujuan utama didirikannya negara, untuk memperoleh hal tersebut
tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah
yang mengelola negara. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap
referensi-referensi yang relevan ditemukan lima sumber yang
secara tegas menerangkan kewajiban negara menurut Islam,
pertama, menurut al-Mawardi dalam karyanya al-Ajikam al-
Sulzaniyyah, kedua,menurut al-Qadi Abu Ya‘la dalam karyanya al-
Ankam al-Sulzaniyyah, ketiga menurut Sa‘d al-Din Mas‘ud al-

Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami ‘ al-Bayan..., jld. XVIII, h. 647.
Muhammad bin ‘Alf bin al-Azragq, Bada%’ al-Silk fi 7abai’ al-Mulk, (Irak:
Wizarah al-‘I’lam, t.t.), jld. I, h. 105.
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Taftazani dalam karyanya Syar# al- ‘4qaid al-Nasafiyyah, keempat,
menurut Muhammad bin ‘Alf bin al-Azraq dalam karyanya Bada i’
al-Silk f7 7aba‘i’ al-Mulk, dan kelima, menurut hasil muktamar
para ulama Pakistan yang diselenggarakan pada tahun 1951 (1370
H). Di bawah ini akan diuraikan secara mendetail semua versi
tersebut.

1. Kewajiban negara menurut al-Mawardi (364-450 H)
Al-Mawardi menerangkan bahwa, negara yang dijalankan
olen pemimpin berkewajiban untuk melaksanakan paling
kurang 10 tugas, yaitu:

a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya
yang kokoh, dan menegakkan hukum atas penentangnya.

b. Memberlakukan hukum dan menghentikan permusuhan di
antara pihak yang bertikai dengan keadilan yang merata.

c. Mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri agar rakyat
dapat hidup dan mencari rezeki dengan aman.

d. Menegakkan hukum dengan tegas agar larangan-larangan
Allah tidak mudah dilanggar serta melindungi hak-hak asasi
manusia.

e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh
dan kekuatan yang tangguh.

f. Memerangi para penentang Islam yang sudah didakwahi
sampai mereka memeluk Islam atau menjadi ahl al-
dhimmah.

g. Memungut harta fay’ (harta yang diperoleh dari orang kafir
tanpa peperangan) dan zakat.

h. Mengalokasikan dan menentukan penerima dana dari baitul
mal, serta menyalurkannya sesuai tempo.

I. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional dalam
bidangnya masing-masing untuk dijadikan pegawali
pemerintah.



90

J.  Senantiasa mengontrol dan berusaha untuk turun langsung
ke lapangan guna menyelesaikan persoalan-persoalan warga

negara.™®

2. Kewajiban negara menurut al-Qadi Abi Ya‘la (w. 458 H)
Abu Ya‘la menerangkan bahwa, setidaknya negara harus
menjalankan sepuluh kewajiban untuk dapat mewujudkan
kemaslahatan bagi umat, kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:

a. Menjaga agama sesuai dengan pondasi yang telah
disepakati oleh para salaf, jika terjadi penyimpangan akidah
di kalangan umat, maka harus dinasehati dan diluruskan
sebagai upaya nyata penjagaan agama.

b. Menerapkan peraturan untuk mewujudkan perdamaian dan
melerai persengkataan yang terjadi dalam masyarakat..

c. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum agar rakyat
hidup tenteram dan dapat menjalani aktifitas dengan baik.

d. Menerapkan hukuman hudud supaya larangan-larangan
Allah tidak dilanggar serta melindungi hak-hak manusia.

e. Menyediakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang
lengkap dan  memadai  sebagai upaya  untuk
mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh.

f. Memerangi para penentang Islam setelah sampai kepada
mereka dakwah, kecuali mereka mau memeluk Islam atau
memilih menjadi ahl dhimmah. Kewajiban ini dijalankan
ketika ada penentangan atau penyerangan terhadap para
juru dakwah atau negeri Islam.

g. Memungut harta fay’ dan zakat mengikut ketentuan syariat
dan ijtihad para fukaha, dengan cara-cara yang bersahabat.

h. Menentukan orang-orang yang layak menerima dana dari
baitul mal beserta nominalnya, kemudian menyalurkannya
secara adil dan proporsional.

1383 a1-Maward, al-Azkam al-Sul zniyyah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), h.
40.
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i. Mengangkat para pegawai dan staf ahli yang amanah dan
profesional, supaya tugas-tugas yang dibebankan atas
mereka dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai target.

J. Berupaya untuk senantiasa memantau setiap urusan yang
terjadi dalam negara dan berusaha turun langsung ke
lapangan untuk mengetahui dan menemukan solusi bagi
setiap persoalan-persoalan warga negara (umat). pemimpin
negara tidak boleh melepaskan suatu urusan kepada pihak-
pihak tertentu tanpa ada monitoring dan evaluasi, sebab
tidak mustahil orang-orang kepercayaan akan berkhianat,
atau para staf ahli akan berlaku curang.*>

3. Kewajiban negara menurut Sa‘d al-Din Mas‘ud al-
Taftazant (722-791H)
Al-Taftazani menegaskan bahwa, keberadaan negara bagi
umat Islam merupakan sesuatu yang urgen agar dapat
mewujudkan kemaslahatan bagi umat, maka agar kebaikan
tersebut terwujud ada kewajiban-kewajiban yang harus
ditunaikan oleh negara, kewajiban-kewajban tersebut antara
lain adalah sebagai berikut:

Menegakkan kebenaran dalam masyarakat

Menerapkan hukuman atas pelanggaran

Menjaga wilayah perbatasan

Mempersenjatai para tentara

Memungut dan mendistribusiakan zakat

Mengatur pelaksanaan salat jumat dan hari raya,

Menangkap dan memenjarakan penjahat.

Menyelenggarakan ~ peradilan  untuk  menyelesaikan

persengketaan.

Menjadi wali nikah orang-orang yang tidak ada walinya

S@ o oo o

4Al-Qadi Aba Ya‘la, al-Azkam al-Sulzzniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2000), h. 28.
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Mendistribusikan harta ganimah, juga perkara-perkara lain
yang tidak mungkin diselesaikan kecuali oleh negara.'>

4. Kewajiban negara menurut Muhammad bin ‘Al bin al-

g.

Azrag (w. 896 H)
Ibnu al-Azraq adalah seorang ulama, hakim, dan menteri
wilayah Granada sebelum akhirnya Andalusia jatuh ke tangan
para penjajah. Menurutnya negara wajib memenuhi paling
tidak tujuh kewajiban bagi penduduknya, kewajiban-
kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Menjaga pondasi agama dan menegakkan syariat.

Menerapkan hudud atau hukuman takzir terhadap orang-

orang yang patut mendapatkannya.

Mengelola harta dan keuangan negara.

Menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang dan

meredam konflik.

Melindungi ahl al-dhimmah.

Mewujudkan pembangunan yang merata.

Menerapakan al-siyzsah al-syar iyyah.*®

5. Kewajiban negara menurut hasil muktamar ulama

a.

b.

Pakistan. Diselenggarakan di Karachi pada tanggal 12-15
Rabiul akhir 1370 H, bertepatan dengan tanggal 21-24
Februari tahun 1951, adapun tanggung jawab tersebut adalah
sebagai berikut:
Menjadikan Alquran dan hadis sebagai landasan utama
setiap peraturan.
Menjamin bagi penduduk negeri untuk memperoleh hak-
haknya yang telah dijamin dalam syariat Islam seperti
perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, kehormatan, dan
akal.

155

Sa‘d al-Din Mas‘ad al-Taftazani, Syar/ al-‘Agaid al-Nasafiyyah,

(Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-<Arabi, 2014), h. 143.

291.

*Muhammad bin ‘Alf bin al-Azraq, Bada‘i’ al-Silk..., jld. I, h. 144-
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Menjamin kebebasan mengemukakan pendapat,
menjalankan ibadat, kebebasan individu, bermazhab,
berpindah tempat, melakukan perkumpulan, mencari
nafkah. Negara juga harus memperlakukan penduduk negeri
secara sama tanpa pandang bulu baik di hadapan hukum,
dalam improvisasi diri, maupun dalam hal-hal lainnya.

. Negara tidak boleh mencabut hak-hak yang telah disebut
pada nomor 2 dan 3 di atas dari penduduknya kecuali
dengan alasan yang dibenarkan syariat, serta tidak boleh
menghukum seseorang yang melakukan perbuatan dosa
atau pidana kecuali setelah memberikan untuknya peluang
membela diri, dan hukuman yang diterapkan mestilah hasil
keputusan pengadilan yang legal.

. Wajib mengapresiasi kebaikan dan meredam keburukan
sesuai dengan tuntunan syariat, menghidupkan syiar-syiar
Islam, dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan.
Wajib berupaya mempererat hubungan persaudaraan karena
persamaan akidah baik dalam skala nasional maupun
internasional dan senantiasa berupaya mempersatukan
keutuhan umat.

. Wajib menjamin ketersediaan kebutuhan pokok penduduk,
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas
kesehatan, dan pendidikan tanpa membedakan agama, suku,
maupun golongan.

. Wajib memberikan kebebasan bagi setiap mazhab yang
tidak menyimpang dari syariat untuk melakukan
aktivitasnya, seperti mengadakan pengajian, ataupun
melakukan kegiatan dakwah.

Wajib  menjamin  kebebasan bagi penduduk yang
nonmuslim untuk menjalankan agamanya, mengajarkannya,
serta berhak mendapat akses ke pengadilan urusan
perkawinan dan kewarisan yang sesuai dengan peraturan
agamanya.
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Wajib menjalankan semua isi perjanjian yang telah dibuat
dan disepakati bersama dengan penduduk nonmuslim yang
berhubungan dengan hak-hak sipil mereka.™’

6. Rangkuman kewajiban negara menurut para fukaha

Kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan di atas setelah

dipelajari dan dikomparasikan, dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan kewajiban negara meliputi dua hal utama yaitu:
Pertama, kewajiban dalam negeri, merupakan tugas-tugas yang
harus dikerjakan pemerintah untuk kepentingan eksistensi dan
kontinuitas negara Islam itu sendiri, kewajiban-kewajiban di bidang
ini meliputi hal-hal berikut:

a.

S@ o a0 o

Memenuhi terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan
kebutuhan publik, seperti penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan, transportasi dan lain sebagainya.

Menjalankan syariat Islam secara kaffah.

Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Menyelenggarakan peradilan dan menegakkan keadilan.
Mengatur dan mengelola fasilitas umum.

Memfasilitasi keperluan pertahanan negara.

Memupuk persatuan dan persaudaraan antarwarga.
Mewujudkan kemaslahatan pokok yang dilindungi syariat
(al-magasid al-syariah).

Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan baik.
Mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat.

Melatih para dai untuk menyebarkan dakwah ke seluruh
penjuru negeri sebagai upaya menjaga agama dan akidah
umat.

Kedua, kewajiban luar negeri, merupakan tugas-tugas yang harus
ditunaikan negara untuk dapat tetap eksis dalam kancah
internasional, kewajiban-kewajiban dalam bidang ini meliputi:

“Aba al-‘A’la al-Mawdadi, Nazariyyat al-1slam wa Hadyih 7 al-

Siyasah wa al-Qanan wa al-Dustar, (T.tp: Dar al-Fikr al-Islami, 1967), h. 371-

374.
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a. Mempertahankan wilayah-wilayah Islam, membebaskan
rakyatnya dari penjajahan, dan melindungi minoritas kaum
muslimin yang menetap di wilayah mayoritas penduduk
kafir.

b. Senantiasa berupaya mewujudkan persatuan sesama negara-
negara Islam dan saling berkoordinasi dalam bidang politik,
pertahanan, ekonomi, dan perkembangan iptek.

c. Berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia.

d. Mendukung penegakan prinsip-prinsip  penghargaan
terhadap martabat manusia, keadilan, kebebasan, dan
persamaan secara universal.

e. Bekerjasama dengan berbagai pihak sekalipun nonmuslim
dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat dan tidak
merugikan kedaulatan negara.

f. Menyebarkan keindahan Islam dan membantah pandangan-
pandangan negatif terhadap ajaran Islam.

7. Teori kewajiban negara menurut para pemikir politik
Barat

Negara laksana rumah besar yang menjadi tempat bernaung
umat dari kerusakan dan kesulitan hidup. Kewajiban-kewajiban
yang harus dijalankan oleh negara yang telah dibahas di atas pada
era modern dikenal dengan teori “kontrak sosial” antara negara
dengan penduduknya, artinya apabila kewajiban-kewajiban tersebut
dipenuhi maka dengan itu baru kemudian negara akan ditaati dan
dibela oleh penduduknya.

Teori kontrak sosial muncul di Eropa pertama sekali pada
abad XVI. Setidaknya ada tiga pemikir politik Barat yang terkenal
mengemukakan teori tersebut dengan versi yang berbeda satu sama
lain, para pemikir tersebut adalah Thomas Hobbes (1588-1679),
John Locke (1631-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1798).
Teori kewajiban negara yang dikenal di Barat berawal dari teori
kontrak sosial yang mengajarkan bahwa kekuasaan negara
dibenarkan karena telah disepakati bersama berdasarkan tujuan dan
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kepentingan yang sama.’®® John Locke menyatakan bahwa tujuan
dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia.**®

Menurut Thomas Hobbes, negara adalah organisasi yang
memiliki kekuasaan mutlak, pernyataannya tersebut sangat
dipengaruhi oleh filsafat yang ia tekuni dan asumsi-asumsinya
tentang manusia. Asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah:
Pertama, asumsi tentang keadaan alamiah manusia, yaitu keadaan
manusia yang cenderung mempunyai insting hewani yang kuat,
cenderung menggunakan insting hewani tersebut untuk mencapai
tujuannya, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya,
manusia akan berperang melawan semua, dalam keadaan alamiah
manusia akan saling membunuh namun manusia memiliki akal
yang membimbingnya untuk berdamai, maka atas dasar tersebut
kemudian manusia merasa membutuhkan kekuasaan bersama agar
dapat terhindar dari pertumpahan darah.*®® Asumsi kedua, kontrak
sosial, menurut Hobbes akal sehat membimbing manusia untuk
senantiasa hidup dengan damai sehingga dari itu timbullah kontrak
atau perjanjian sosial antar individu atau antar kelompok manusia.
Dalam perjanjian itu individu secara sukarela menyerahkan hak-
haknya serta kebebasannya kepada seorang penguasa negara atau
semacam dewan rakyat. Dari asumsi ini kemudian Hobbes
berpandangan bahwa terbentuknya sebuah negara pada hakikatnya
merupakan suatu kontrak atau perjanjian sosial. Hanya saja
perjanjian itu bukan antar individu dengan negara melainkan antar
sesama individu saja.'®** Menurut Hobbes negara terbentuk dari
hasil perjanjian suatu masyarakat atau perjanjian bebas antar

“*Bernard L. Tanya dan Dossy lIskandar Prasetyo, Ilmu Negara:

Beberapa Isu Utama, (Surabaya: Srikandi, 2006), h. 118.

"9LG. Saraswati, et. al, Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus,
(Jakarta: Filsafat Ul Press, 2006), h. 194.

'*Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Ilmu Negara dalam
Multiperspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), h. 30.

*!Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Ilmu Negara..., h.
3L



97

individu sebelum negara itu terbentuk.'®® Asumsi ketiga, adalah

perkiraan Hobbes tentang negara dan kekuasaan, menurutnya
negara perlu kekuatan mutlak untuk mengatur individu, bentuk
negara yang ideal menurutnya adalah yang menganut sistem
pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja
(monarki absolut).*®®

Serupa dengan Thomas Hobbes, John Locke juga mendasari
pandangannya tentang negara kepada keadaan alamiah manusia
namun dalam pengertian yang berbeda. Menurutnya, keadaan
alamiah tersebut berawal dari akal manusia sebagai suara Tuhan
yang senantiasa membuat manusia berperilaku rasional dan tidak
merugikan orang lain. Secara alamiah manusia adalah makhluk
yang baik, selalu terobsesi untuk berdamai dan menciptakan
perdamaian, saling menolong, memiliki kemauan, dan mengenal
ikatan sosial.'®* Keadaan alamiah yang penuh damai tersebut
kemudian berubah setelah manusia menemukan sistem keuangan
dan mata uang. Sistem itulah yang kemudian menjadi salah satu
bencana bagi manusia, yaitu dengan munculnya kesenjangan antara
orang-orang kaya dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah,
bahkan sebagian kesenjangan tersebut berakhir pada terjadinya
permusuhan antara kedua belah pihak.*®®

Pemikiran Locke tentang negara dipengaruhi juga oleh
pandangannya tentang hukum dan hak asasi manusia. Menurutnya,
merupakan fitrahnya manusia lahir ke dunia ini dengan langsung
menyandang hak-hak asasinya sebagai manusia. Negara menurut
Locke harus bersifat konstitusional, artinya kekuasaan negara mesti
dibatasi dengan undang-undang, sehingga dengan demikian negara

162

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha IImu,
2012), h. 1109.

'®*Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., llmu Negara..., h.
3L

'*“Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992), h.
220.

'Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah
Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 191.
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tidak akan melanggar hak-hak asasi manusia yang dibawanya
semenjak lahir. Mengenai penegakan HAM, hukum, dan
pembatasan kekuasaan, Locke menegaskan bahwa ada dua macam
perjanjian yang harus terjadi dalam pembentukan suatu negara,
yaitu pactum unionis dan pactum subjektionis. Pactum unionis
adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara,
sedangkan pactum subjektionis adalah kontrak antara para
penduduk dengan negara yang telah dibentuk supaya mengelola
negara dan membela hak asasi yang mereka bawa semenjak lahir.
Teori kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Locke tidak
membenarkan adanya kekuasaan yang tidak terbatas, pemerintah
harus dibatasi dengan undang-undang dalam menjalankan negara
sebagaimana yang disepakati dalam kontrak pactum subjektionis.*®
Menurut J.J Rousseau negara terbentuk dari kontrak sosial
antar pribadi dalam masyarakat yang sama-sama sepakat untuk
melimpahkan sebagian hak, kebebasan, dan kekuasaan yang
dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama.'®’ Kekuasaan
bersama itulah yang kemudian dinamakan sebagai negara.
Pelimpahan sebagian hak, kebebasan, dan kekuasaan dari pribadi-
pribadi kepada negara sebagaimana telah dijelaskan di atas pada
hakikatnya tidak membuat mereka kehilangan kebebasan atau
kekuasaannya, dan dengan pelimpahan tersebut negara menjadi
berdaulat. Negara diamanatkan untuk mewujudkan kemaslahatan
dan ketertiban umum bagi semua elemen masyarakat. Kedaulatan
akan tetap berlaku selama negara masih menjalankan fungsi-
fungsinya sesuai dengan keinginan bersama rakyat. Pandangan
Rousseau tentang keinginan bersama rakyat mengisyaratkan bahwa
masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh, kesadaran akan
kesatuan ini merupakan manifestasi dari cita-cita luhur yang
hendak dicapai secara bersama-sama oleh setiap individu.*®

'**Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., llmu Negara..., h.
35.

'®’ Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat..., h. 251.

'*®*Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Ilmu Negara..., h.
42.
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8. Kewajiban negara menurut konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pemerintah sebagai pelaksana tugas negara berkewajiban
mewujudkan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan secara
konstitusional, yaitu sebagaimana tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945, yang bunyinya:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial....”

Dari bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 di atas,
dapat dipahami bahwa tujuan utama dibentuknya negara Indonesia
adalah sebagai berikut:

a. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi
dan sumber motivasi dan aspirasi tekad bangsa Indonesia yang
ingin ditegakkan. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945
tersebut di atas ialah agar tercipta kepastian hukum yang kemudian
dituangkan dalam batang tubuh UUD, dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Pencapaian tujuan negara kesejahteraan
Indonesia berpegang teguh pada pilar perlindungan hak asasi
manusia yang termuat dalam UUD 1945, TAP MPR Nomor
XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
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Berdasarkan konsep kontrak sosial, maka setiap hak yang
terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik
dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Jaminan hak setiap
warga negara dalam undang-undang menuntut tanggung jawab dan
pemenuhan dari negara. Demikian pula sebaliknya, warga negara
juga wajib memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan
mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan
konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi
kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian antara hak
dan kewajiban warga negara di satu pihak dengan negara di pihak
lain dapat dikatakan saling timbal balik.

Negara diibaratkan sebuah organisasi yang paling tinggi
dan memiliki pengertian luas. Setiap organisasi mempunyai hak
dan kewajiban timbal balik dengan anggotanya. Hak-hak warga
negara untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak-hak
positif (positive rights) yaitu hak-hak yang wajib dipenuhi secara
aktif dan maksimal oleh negara. Dalam hukum nasional jaminan
hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G
ayat (1), Pasal 28 | ayat (2) dan (4) UUD 1945 Amendemen Kedua
Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”**®

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”"°

1%9pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
7%Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945
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“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan  terhadap  perlakuan yang  bersifat
diskriminatif itu.”"*

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.”172

Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan hak perlindungan
yang sama dari negara untuk seluruh warga negara tertuang dalam
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 yang bunyinya:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan

yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di

depan hukum.”*"

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab

Pemerintah.”*"*

Salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda melalui perangkat-
perangkat hukumnya, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan
kerugian atas warga negara, baik kerugian yang bersifat materi
maupun nonmateri, maka negara dianggap gagal memenuhi
kewajibannya untuk melindungi warganya. Oleh sebab itu, secara
moral negara harus memikul tanggang jawab untuk memberi ganti
rugi berupa kompensasi kepada korban kejahatan.

71pasal 28 | ayat (2) UUD 1945

72pasal 28 | ayat (4) UUD 1945
3pasal 5 ayat (1) UUD 1945

174pasal 8 UUD 1945
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Berdasarkan uraian di atas, maka pelaku pemerkosaan
sebagai warga negara Indonesia juga berhak mendapat bantuan
pemerintah dalam hal pelunasan restitusi yang wajib atasnya
namun tidak sanggup dilunasi, karena tidak mampu secara
finansial, hal ini tidaklah berlebihan, karena dalam Pasal 34 UUD
1945 diatur bahwa orang miskin ditanggung oleh negara, terlebih
lagi para pelaku pemerkosaan yang dihukum dengan hukuman
cambuk berdasarkan Qanun Jinayat tidak banyak menghabiskan
anggaran negara, karena yang bersangkutan tidak dipenjara
sehingga tidak menyerap biaya operasional sebagaimana layaknya
narapidana yang menjalani hukuman penjara, untuk itu tentunya ia
berhak untuk dibantu sebagaimana tahanan lain yang juga dibantu
kehidupannya oleh pemerintah dengan uang negara selama
menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh para
fukaha di atas akan penulis gunakan dan kembangkan, untuk
menganalisis kewajiban pemerintah Aceh membantu pelaku
pemerkosaan dalam melunasi restitusi, yaitu ketika yang
bersangkutan tidak sanggup melunasinya karena tidak mampu
secara finansial, hal ini penting dikaji untuk kemudian ditemukan
solusinya, sebab selama ini implementasi ganti rugi bagi para
korban pemerkosaan masih sangat minim, salah satu faktor
penyebabnya adalah ketidakmampuan pelaku melunasi restitusi
yang diwajibkan atasnya.

D. Teori Kemaslahatan (al-maslafah)

Ketentuan hukum fikih tidak memisahkan antara urusan
dunia dengan urusan agama, atau aturan perundang-undangan
dengan urusan akhlak, bahkan menjadikan kesempurnaan akhlak
sebagai salah satu tujuan dari maqasid disyariatkannya hukum.
Tujuan Allah swt. dalam setiap perintah dan larangan-Nya adalah
mewujudkan  kemaslahatan  (al-maslafah) bagi  manusia,
kemaslahatan yang dimaksud bisa berupa pencapaian kebaikan atau
penolakan keburukan. Perkara yang menjadi perdebatan di
kalangan para ulama dan pemikir Islam adalah peluang manusia
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untuk mengetahui dan menentukan kemaslahatan dalam setiap
hukum yang disyariatkan Allah, apakah dengan bertumpu kepada
akal manusia bisa mengetahui dan menentukannya atau hanya
Allah sendiri yang mengetahui hal tersebut.

Dalam  menjelaskan  kemungkinan nalar  manusia
mengetahui dan menentukan kemaslahatan dalam setiap hukum
syariat, para ulama terbagi kepada tiga golongan, yaitu mazhab
Mu‘tazilah, mazhab Zahiriah, dan jumhur fukaha. Para ulama dari
kalangan mazhab Mu‘tazilah berpendapat, bahwa semua hukum
yang disyariatkan oleh Allah dapat dinalar dengan akal, baik itu
dalam bidang ibadat murni maupun bidang selain ibadat murni.
Golongan kedua, dari kalangan mazhab Zahiri, berpendapat bahwa
hanya Allah sendiri yang tahu tentang kemaslahatan yang
dikandung hukum syariat, semua hukum-hukum yang Allah
perintahkan bersifat 7a ‘abbudi sehingga tidak ada ruang bagi akal
untuk menalarnya. Kelompok ketiga dari kalangan jumhur fukaha,
mereka berpandangan bahwa untuk menjelaskan peluang manusia
mengetahui dan menentukan kemaslahatan dalam setiap hukum
syariat harus dilakukan pemilahan antara perkara ibadat murni dan
perkara selain ibadat murni, dalam hukum-hukum yang berkaitan
dengan masalah ibadat murni, maka hanya Allah sendiri yang
mengetahui kemaslahatan yang dikandung setiap hukum tersebut,
tidak ada peluang bagi akal manusia untuk melakukan penalaran di
dalamnya, misalnya dalam hal jumlah rakaat salat lima waktu,
tidak ada peluang bagi hamba untuk mengotak-atiknya sebab hanya
Allah saja yang tahu dan berwenang dalam menentukan jumlah
rakaat setiap salat tersebut. Adapun yang berkaitan dengan hukum-
hukum selain ibadat murni, seperti permasalahan muamalat,
munakahat, jinayat, atau lain sebagainya, maka manusia dapat
menggunakan akal untuk melakukan penalaran di dalamnya guna
mengetahui ilat dan kemaslahatan yang dikandung hukum-hukum
tersebut.”> Dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat
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Lajnah Tagnin al-Syart‘ah al-Islamiyyah bi Majlis al-Sya‘bi al-MasrTi,
Qawanm al-Syariah al-1slamiyyah, (Kairo: Dar Ibnu Rajab, 2013), h. 54.
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jumhur fukaha yang membolehkan penggunaan akal untuk
melakukan penalaran dalam hukum-hukum syariat selain ibadat
murni untuk kemudian mencari tahu ilat atau kemaslahatan yang
dikandungnya, sebab dengan demikian hukum Islam akan menjadi
luwes sehingga dapat berlaku sepanjang zaman. Di bawah ini akan
dibahas lebih perinci tentang kemaslahatan, mulai dari definisi,
klasifikasi, persyaratan menjadikan kemaslahatan sebagai landasan
hukum, kategorisasi kemaslahatan, dan kehujjahan kemaslahatan.

1. Pengertian kemaslahatan

Secara etimologis al-maslazah berarti manfaat.”> Adapun
secara terminologis menurut al-Ghazali, al-maslafah adalah
menjaga tujuan syariat yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta."”” Artinya segala hal yang dapat melindungi
atau mewujudkan lima tujuan syariat tersebut maka disebut
kemaslahatan, dan segala sesuatu yang dapat merusak atau
mengabaikan tujuan syariat yang telah disebutkan di atas maka
dianggap keburukan (mafsadah).

Kegiatan istinbat hukum dengan bertumpu pada
kemaslahatan disebut istislas. Menurut terminologi ulama usul
fikih, istislas berarti mengistinbatkan hukum untuk suatu kejadian
yang tidak ditemukan nas yang menjelaskan hukumnya dan tidak
pula ada ijmak tentangnya, kegiatan istislas dilakukan dengan
bertumpu pada kemaslahatan umum, yaitu kemaslahatan yang tidak
ditemukan dalil spesifik yang membolehkan atau melarangnya.'”
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Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajz, (Mesir:
Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta‘lim, 1994), h.376.

7 Al-Ghazali, al-Mustasfa, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘1lmiyyah, 1993), h.
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2. Klasifikasi kemaslahatan
Para ulama usul fikih mengklasifikasikan kemaslahatan
kepada tiga macam, yaitu:

a. Al-Masalis al-Mu ‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang
dibenarkan dan diperhatikan oleh Syari‘, hal ini dapat
diketahui dengan adanya ketentuan hukum yang menjadi
dasar atau berhubungan dengan kemaslahatan tersebut.
Misalnya kemaslahatan menjaga agama, jiwa, akal,
kehormatan, dan harta. Untuk menjaga agama disyariatkan
belajar ilmu dan jihad, untuk menjaga jiwa disyariatkan
makan makanan yang halal lagi baik serta kisas terhadap
pelaku pembunuhan sengaja, untuk menjaga akal
disyariatkan belajar ilmu yang bermanfaat serta hudud bagi
peminum khamar, untuk menjaga kehormatan disyariatkan
pernikahan dan diharamkan zina atau menuduh orang lain
berzina tanpa ada bukti dan syarat yang lengkap,
disyariatkan hukuman hudud bagi pezina atau penuduh
orang berzina yang tidak dapat memenuhi persyaratan
diterimanya tuduhan. Untuk menjaga harta disyariatkan
pengelolaan harta yang efektif, tidak boros dalam
membelanjakannya, serta penerapan hudud bagi pencuri
harta yang memenuhi syarat untuk dihukum hudud.

b. Al-Masalih al-Mulghah, vyaitu kemaslahatan yang
keberadaannya berdasar pada waham namun keabsahannya
ditolak oleh Syari‘ atau bertentangan dengan ketentuan
yang telah ditetapkan-Nya. Misalnya menyamakan hak
waris anak perempuan dengan saudaranya yang laki-laki
dengan aggapan ada kemaslahatan pada hal tersebut, namun
anggapan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan
dengan ketentuan Syari ‘ dalam ayat 11 surah al-Nisa’ yang
telah menetapkan bahwa bagian seorang anak lelaki adalah
sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, yaitu:

N B g S o Ky
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Artinya:

“Allah mewasiatkan bahwa untuk anak-anak kalian bagian
seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan...”

Contoh lainnya adalah-anggapan rentenir yang mencari
keuntungan dengan praktik riba adalah suatu kemaslahatan,
anggapan tersebut dibantah oleh Syari‘ dengan firman-Nya
dalam surah al-Bagarah ayat 275 yang bunyinya:

L ey wh Al s
Artinya:
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...”

Dalam ayat tersebut Allah swt. dengan tegas
mengharamkan riba, maka anggapan pada riba ada
kemaslahatan untuk kemudian menjadikannya sebagai dasar
kebolehan mencari keuntungan dengan cara mempraktikkan
riba tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nas
syariat.

. Al-Masali 4 al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ada
dalil spesifik untuk mewujudkannya dan tidak ada pula dalil
yang menolaknya. Disebut al-masali/ karena mendatangkan
kebaikan dan menolak keburukan, dinamakan al-mursalah
karena tidak digolongkan oleh Syari¢ sebagai maslazah
yang al-mu ‘tabarah maupun yang al-mulghah, dengan kata
lain al-masalis al-mursalah adalah kemaslahatan yang
belum pernah diulas sebelumnya secara khusus dalam nas-
nas syariat. Misalnya kemaslahatan pengodifikasian
Alguran, penerapan kisas atas satu kelompok yang
membunuh satu orang, pengodifikasian buku-buku agama,
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dan lain sebagainya.'’”® Dalam disertasi ini, istilah al-
maslafah  al-mursalah  untuk selanjutnya disebut
kemaslahatan.
3. Syarat-syarat kemaslahatan
Agar kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan suatu
hukum, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan Syari‘, yaitu tidak
bertentangan dengan nas-nas syariat.

Kemaslahatan harus dapat diterima akal sehat.
Kemaslahatan bertujuan untuk perlindungan hal-hal yang
bersifat pokok atau menghilangkan kesulitan.

d. Eksistensi kemaslahatan harus bersifat hakiki tidak sekedar
dugaan atau waham.

e. Kemaslahatan yang hendak dijadikan landasan hukum harus
bersifat umum tidak individual, yaitu berlaku untuk semua
golongan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu.*®
Para ulama juga telah- membuat tiga kategori kemaslahatan

yang menjadi sasaran semua perintah dan larangan Allah swt.
yaitu:

1. Al-Daruariyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat
primer), yaitu kemaslahatan yang harus dipenuhi atau
dilindungi agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat
terus berlangsung.

2. Al-Hajiyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat
sekunder), vyaitu kemaslahatan yang harus ada agar
kehidupan manusia tidak terlalu susah.

19<Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz F7 Usdl al-Figh, (T.tp: Muassasah
Qurtubah, t.t.), h. 236-237.

189 Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz..., h. 242. Wahbah al-Zuhayli, Usal
al-Figh al-Islamz (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jld. Il, h. 799-800.
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3. Al-Taasmiyyat (tersier) yaitu semua kemaslahatan yang
dibutuhkan manusia supaya kehidupannya berada dalam
kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.'®*

4. Kehujjahan kemaslahatan

Para ulama yang membolehkan kemaslahatan menjadi
tumpuan penetapan hukum syariat sepakat, bahwa pada perkara
ibadat tidak boleh menjadikan kemaslahatan sebagai dasar
pertimbangan hukum, karena persoalan ibadat sifatnya tawqiz'®
sehingga tidak ada peluang padanya untuk berijtihad atau
melakukan penalaran. Menambah-nambah pada perkara ibadat
dianggap melakukan perbuatan bidah dan terlarang, sedangkan
dalam perkara selain ibadat, para ulama berbeda pandangan tentang
kehujjahan dan kebolehan menjadikan maslahat sebagai dalil
hukum, ada yang menolak dan ada yang menerimanya. Di antara
ulama yang menolak kehujjahan maslahat adalah para fukaha
mazhab Zahiri, Syafii, dan Hanafi. Ulama yang masyhur menerima
maslahat sebagai dalil hukum syariat adalah Imam Malik dan Imam
Ahmad bin Hanbal.*® Di antara kedua kelompok tersebut ada yang
mengambil jalan tengah seperti al-Ghazali, dengan berpendapat
bahwa maslahat boleh dijadikan sebagai dalil hukum dengan syarat
maslahat tersebut bersifat gararah, gasivyah, dan kulliyyah.*®*

Kemaslahatan bersifat dargrah yang dapat dijadikan
sebagai dalil adalah kemaslahatan yang benar-benar harus dipenuhi
atau dilindungi agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat
terus berlangsung, yaitu yang merupakan bagian dari darariyyat al-
khams.'®

8\Wahbah al-Zuhayli, Usal al-Figh..., jld. 11, h. 755. Al Yasa Abubakar,
Metode Istislahiah: Pemanfaatan..., h. 83-95.

®2Merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya, tidak ada
campur tangan manusia dalam penentuannya.

183¢ Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz..., h. 238.

'8 Al-Ghazali, al-Mustasfa..., h. 176.

85yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.
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Kemaslahatan bersifat qaziyyah adalah kemaslahatan yang
bersifat pasti dan meyakinkan keberadaannya, dan yang dimaksud
dengan kulliyyah adalah manfaatnya berlaku umum untuk semua
kalangan umat Islam. Di bawah ini akan diuraikan dalil-dalil para
ulama yang menolak kemaslahatan menjadi landasan hukum, dan
dalil- dalil ulama yang menerima kehujjahan kemaslahatan untuk
menjadi landasan penetapan hukum syariat.

4.1. Dalil ulama yang menolak kehujjahan kemaslahatan

a. Ulama yang menolak menjadikan maslahat sebagai dalil
berpandangan bahwa, syariat Allah untuk hamba-Nya
telah komprehensif dan bersifat syumuliah mengatur
dan  mewujudkan  seluruh  kemaslahatan  yang
dibutuhkan manusia, tidak ada satupun kemaslahatan
kecuali telah ada  ketentuan hukum  untuk
mewujudkannya. Membolehkan kemaslahatan menjadi
tumpuan penetapan hukum syarak maka secara tidak
langsung telah menuduh Syari ‘ tidak menjangkau semua
kemaslahatan bagi hamba dalam syariat-Nya, pendapat
demikian tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan
dengan firman Allah swt. dalam surah al-Qiyamah ayat
36 yang bunyinya: ¥

AR PN I, e

Artinya:

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan

begitu saja.”
Ayat di atas menerangkan bahwa, Allah tidak
membiarkan manusia hidup begitu saja di muka bumi
ini tanpa ada panduan apa-apa, la telah menurunkan
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia
baik di dunia maupun akhirat.

b. Posisi kemaslahatan (al-maslasah al-mursalah) berada

pada kedudukan yang samar antara al-maslafah al-

188 Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz..., h. 239.
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mu ‘tabarah dan al-maslafah al-mulghah, sehingga
tidak diketahui pasti kemana ia lebih condong, maka
untuk itu kemaslahatan tidak boleh dijadikan dalil
sebelum ada dalil lain yang menegaskan posisinya
masuk dalam kategori maslafpah al-mu ‘tabarah untuk
kemudian dapat dijadikan sebagai dalil yang berdiri
sendiri.*®’

c. Membolehkan kemaslahatan menjadi dalil membuka
peluang bagi orang-orang yang kurang ilmunya menjadi
berani untuk mengistinbat hukum syarak dengan dalih
berdalil dengan kemaslahatan, yang mengakibatkan
muncul produk-produk hukum yang bermasalah dengan
kedok kemaslahatan.'®®

4.2. Dalil ulama yang menerima kehujjahan kemaslahatan

a. Berdasarkan telaah terhadap nas-nas dan hukum-hukum
syarak yang ada diketahui bahwa hukum-hukum
tersebut tidak diperintahkan kecuali untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia, maka menjadikan
kemaslahatan sebagai dalil atau tumpuan pembentukan
hukum pada hakikatnya sangat sesuai dengan syariat,
sebab tujuan sebenarnya hukum diperintahkan adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan.

Mengenai hal tersebut al-Syatibi menyatakan:
“Sesungguhnya hukum syariat diperintahkan hanya
untuk kemaslahatan hamba baik itu di dunia maupun
akhirat.”*®

Selanjutnya ‘1z al-Din bin ‘Abd al-Salam menyatakan:

¥’Sayyid al-Din “Alf bin Abi Ali al-Amidi, al-14kam f7Usa al-A/kam,
(Beirut: al-Maktab al-Islamy, t.t.), jld. IV, h. 161.

188 Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz..., h. 240.

®prahim bin Masa al-Syatibi, al-Muwafagat, (T.tp: Dar Ibnu ‘Affan,
1997), jid, Il, h. 9
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“Keseluruhan syariat adalah kemaslahatan, baik itu
berupa menolak keburukan, ataupun mencapai
kebaikan.”*®

Ibn al-Qayyim juga menyatakan:

“Sesungguhnya landasan dan dasar syariat dalam
menetapkan hukum dan mewujudkan kebaikan bagi
hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah
keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kearifan,
maka setiap permasalahan yang bertentangan dengan
keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, serta kearifan,
maka keseluruhan kondisi tersebut secara meyakinkan
bukan merupakan ajaran dari syariat sekalipun
berkedok syariat, sebab syariat adalah manifestasi
keadilan dan rahmat Allah bagi hamba-Nya.”***

b. Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan sarana
untuk mewujudkannya berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan zaman, kondisi, dan situasi mereka, sehingga
mustahil semua kemaslahatan bagi manusia telah
dirinci dengan detil selama masa pensyariatan hukum.
Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap
manusia yang dapat berlaku sepanjang zaman, Syari*
hanya menerangkan prinsip-prinsip umum yang harus
diwujudkan. Sikap yang meyakini kemaslahatan yang
boleh dijadikan dalil hanya al-maslasah al-mu ‘tabarah
saja pada hakikatnya telah mempersempit sesuatu yang
sebenarnya sangat luas, dan telah memangkas banyak
kebaikan-kebaikan yang sebenarnya bermanfaat untuk
kehidupan umat, sikap demikian tidak sesuai dengan
tujuan syariat sehingga tidak sesuai untuk diikuti.'*

%%z al-Din bin ‘Abd al-Salam, Qawa'id al-Afkam f7 Magsali/ al-Anam,
(Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), jld. I, h. 11.

“bnu al-Qayyim al-Jawziyyah, 114m al-Muwagi‘h ‘an Rabb al-
‘Alam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1991), jid. 111, h. 11.

192¢ Abd al-Karim Zaydan, al-Wajz..., h. 241.
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c. Para mujtahid di kalangan sahabat dan generasi setelah
mereka selalu mempertimbangkan kemaslahatan
bahkan menjadikannya sebagai dalil dalam setiap
ijtihad mereka tanpa ada sangkalan dari yang lain pada
masa itu, maka dari hal tersebut dapat dipahami bahwa
berdalil dengan kemaslahatan adalah boleh. Di antara
permasalahan-permasalahan yang diputuskan
berdasarkan maslahat misalnya adalah pengodifikasian
Alquran, pengarahan kaum  muslimin  untuk
berpedoman pada satu mushaf yaitu mushaf usmani,
mewajibkan daman atas barang milik pemesan yang
rusak dalam akad istisna‘, mengkisas sekelompok
orang yang dengan sengaja membunuh satu jiwa,
keputusan ‘Umar bin al-Khattab untuk menggunduli
Nasr bin al-Hajjaj'*® kemudian mengasingkannya ke
luar Madinah untuk meredam fitnah ketampanannya
terhadap wanita pada masa itu, dan lain sebagainya.'®

Berdasarkan uraian perbedaan pendapat di atas, pendapat
yang lebih kuat dan sesuai diterapkan pada masa sekarang adalah
pendapat yang membolehkan kemaslahatan menjadi dalil hukum

"Nama lengkapnya adalah Nasr bin al-Hajjaj bin ‘Ilat al-Sulami,

merupakan keturunan dari salah satu sahabat Nabi saw. yang bernama al-Hajjaj
bin ‘Ilat al-Sulami. ‘Abdullah bin Buraydah meriwayatkan bahwasanya pada
suatu malam khalifah ‘Umar bin al-Khattab mendengar seorang wanita
menyenandungkan syair yang berisi keinginan untuk meminum khamar dan
kerinduan kepada Nasr bin al-Hajjaj, ketika sampai waktu pagi ‘Umar bertanya
tentang Nasr bin al-Hajjaj dan memanggilnya, ketika ia datang barulah ‘Umar
melihat dengan nyata bahwa yang bersangkutan adalah pria yang amat tampan
dengan rambut yang sangat indah, melihat hal itu kemudian ‘Umar
memerintahkannya untuk menggunduli kepalanya, akan tetapi hal tersebut justru
membuat Nasr bin al-Hajjaj menjadi lebih menawan, akhirnya ‘Umar
memerintahkannya untuk hijrah ke Basrah demi kebaikannya. Lihat: Ibnu Hajar
al-‘Asgalani, al-l1sabah fi Tamyiz al-Sasabah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘l1imiyyah,
1415 H), jld. VI, h. 382-383.

“bnu  al-Qayyim al-Jawziyyah, al-7uruq al-Hukmiyyah, (T.tp:
Maktabah Dar al-Bayan, t.t.), h. 17.
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terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalilnya
secara spesifik. Adapun pendapat yang menyatakan tidak boleh
menjadikan kemaslahatan sebagai dalil hukum dengan dalih karena
syariat Allah untuk hamba-Nya telah komprehensif dan bersifat
syumuliah mengatur dan mewujudkan seluruh kemaslahatan yang
dibutuhkan manusia, sehingga tidak ada satupun kemaslahatan
kecuali telah ada ketentuan hukum untuk mewujudkannya, tidak
sepenuhnya benar, karena syariat tidak menerangkan segala hal
sampai perinci melainkan hanya menerangkan sebagiannya saja,
dari hukum-hukum yang telah diterangkan dalam nas-nas syariat
kemudian diketahui bahwa mewujudkan kemaslahatan merupakan
tujuan sebenarnya dari penetapan hukum syariat. Tidak perincinya
sebahagian hukum dijelaskan dalam nas-nas syariat pada
hakikatnya menunjukkan sifat keluwesan dan kontinuitas hukum
Islam sepanjang zaman, sebab semua kemaslahatan baik itu secara
parsial maupun Kkeseluruhan senantiasa mengalami perubahan
seiring perkembangan zaman, maka untuk itu, ketika ada
kemaslahatan yang belum ada ketentuan hukum khusus untuk
mewujudkannya dalam nas-nas syariat, dan kemaslahatan tersebut
sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat serta tidak
bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ada, maka tentu
tidak menjadi masalah untuk kemudian melakukan ijtihad guna
mewujudkan kemaslahatan tersebut yang belum ada ketentuan
hukumnya dalam nas-nas syariat. Menjadikan kemaslahatan
sebagaimana yang diurai di atas untuk menjadi landasan ijtihad
dalam  penetapan hukum tidak bisa dikatakan sebagai suatu
perbuatan yang melampaui wewenang Syari‘ sebagai pembuat
hukum dan tidak bertentangan dengan ayat 36 dari surah al-
Qiyamah yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan berpedoman pada teori-teori yang telah dibahas di
atas, kegiatan pertama sekali yang akan dilakukan dalam disertasi
ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa landasan fikih tentang
kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan —dalam hal ini penulis
membatasi kajian pada mazhab yang masyhur saja, yaitu mazhab
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Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, dan Zahiri-, menguraikan
peraturan dan prosedur restitusi bagi korban pemerkosaan yang
diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dengan
menggunakan teori al-daman dan mengomparasikannya dengan
ketentuan ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang ada dalam
fikih.

Dengan teori al-daman akan dikaji secara mendalam
tentang kewajiban pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi
korbannya, apakah ganti rugi memang harus diawali permintaan
korban baru kemudian hakim mewajibkan pelaku membayarnya —
sebagaimana yang saat ini diatur dalam Qanun Jinayat—, atau justru
merupakan suatu kewajiban yang menjadi bagian dari hukuman
pokok, yaitu mesti diwajibkan hakim atas pelaku pemerkosaan
sekalipun tidak diawali permintaan oleh pihak korban. Analisis
dengan menggunakan teori al-daman bertujuan untuk mengetahui
apakah prosedur dan peraturan restitusi dalam Qanun Jinayat dan
Qanun Acara Jinayat telah sesuai dengan teori ganti rugi yang
terdapat dalam fikih atau sebaliknya.

Dengan teori kewajiban negara dan teori kemaslahatan,
akan dilakukan penelaahan mendalam tentang kewajiban
pemerintah terhadap pelaku jarimah menurut fikih, eksistensi baitul
mal dalam membantu pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup
melunasi beban restitusi karena keterbatasan finansial, serta
kemaslahatan pelunasan restitusi oleh negara, baik bagi pelaku
maupun korban pemerkosaan. Hal ini dilakukan untuk menemukan
solusi, supaya ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang selama ini
terkendala implementasinya dapat terwujud sesuai harapan.



BAB 111
RESTITUSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DAN
KEWAJIBAN NEGARA MELUNASINYA MENURUT
PERSPEKTIF FIKIH

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pelaku pidana
kepada korban perbuatannya berdasarkan putusan hakim,
keberadaan restitusi adalah sebagai upaya pemulihan kerugian
korban, baik yang sifatnya materi maupun nonmateri. Pada
prinsipnya beban ganti rugi bagi korban pemerkosaan menjadi
tanggung jawab pelaku, sebab dialah orang yang secara langsung
menyebabkan korban menderita kerugian, namun kondisi pelaku
yang tidak mampu secara finansial ternyata menjadi salah satu
faktor penghambat implementasi ganti rugi bagi korban
pemerkosaan, untuk itu diperlukan keterlibatan negara dalam
mewujudkan restitusi agar korban pemerkosaan benar-benar
memperoleh haknya.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pandangan ulama fikih
mengenai kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan, ketentuan
restitusi yang telah diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara
Jinayat, serta perspektif fikih tentang kewajiban negara melunasi
restitusi yang tidak sanggup dilunasi pelaku pemerkosaan karena
tidak mampu secara finansial.

A. Restitusi untuk Korban Pemerkosaan dalam Perspektif
Fikih

1. Landasan hukuman restitusi bagi korban pemerkosaan
Jumhur fukaha dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki,

Syafii, Hambali, dan Zahiri, sependapat bahwa pelaku

pemerkosaan berhak mendapat hukuman fisik atas kejahatan yang

telah dilakukannya itu, mereka juga sepakat bahwa korban tidak

dikenakan hukuman,"® akan tetapi mereka berbeda pandangan

% Al-Kasani, Badai’ al-Sana‘i’, jld. VII, h. 181. Ibnu ‘Abidin, Rad al-
Muhtar..., jld. 1V, h. 30. Imam Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrz,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), jld. IV, h. 509. Ibnu Rusyd, Bid4yah
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mengenai keharusan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi (al-
daman) bagi korbannya, faktor perbedaan pendapat dalam masalah
ini berawal dari ketidaksamaan pandangan mereka mengenai
kedudukan mahar yang diberikan bagi wanita, apakah ia sebagai
pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan dan untuk
memiliki faraj wanita yang dinikahi, atau hanya sebagai imbalan
terhadap pemanfaatan faraj perempuan.

Fukaha yang berpendapat bahwa mahar itu berkedudukan
sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan,
tidak berpandangan adanya kewajiban ganti rugi bagi korban
pemerkosaan, sedangkan yang berpendapat bahwa mahar itu
berkedudukan sebagai imbalan untuk pemanfaatan faraj
perempuan, mewajibkan ganti rugi bagi wanita yang menjadi
korban pemerkosaan. Dalil-dalil yang digunakan para fukaha yang
berbeda pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok pertama; menafikan kewajiban pelaku pemerkosaan
memberi ganti rugi bagi korbannya. Pendapat tersebut
dikemukakan oleh para fukaha dari kalangan mazhab Hanafi dan
mazhab Zahiri.

Dalil-dalil kelompok pertama adalah:

a. Hukuman hudud dan ganti rugi (al-daman) tidak boleh
diterapkan bersamaan dalam satu perkara, maksudnya
ketika pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman hudud,
maka ia tidak lagi diwajibkan untuk membayar mahar bagi
korban.™®

b. Tujuan pemberian mahar untuk wanita adalah untuk
memiliki farajnya, jika pelaku pemerkosaan diharuskan
membayar mahar juga dikenakan hukuman hudud, maka

al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugtasid, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), jid. 1V, h.
108 dan 215. Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah,
1990), jil. 111, h. 149. Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, Asna al-Maz4lib fi
Syarh Rawd al-74lib, (T.tp.: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), jld. 1V, h. 132. Ibnu
Qudamah, al-Mughnj (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), jld. 1X, h. 59. Ibnu
Hazm, al-Mu/alla, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jid. VI, h. 204.

YOAl-Kasani, Bada'i” al-Sana‘i’, jld. VII, h. 95.
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dalam hal demikian berarti orang itu dihukum hudud sebab
memanfaatkan sesuatu yang telah menjadi miliknya,
tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan.™’

c. Mahar wajib diberikan bagi wanita hanya dalam dua
kondisi yaitu dalam pernikahan sahih dan dalam pernikahan
yang dilangsungkan tanpa ada izin dari wali pengantin
wanita, selain dari dua kondisi tersebut, maka tidak ada
kewajiban atas siapa pun untuk membayar mahar bagi
perempuan, karena tidak ada dalilnya dari Alguran dan
sunnah.'*®

Kelompok kedua; mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar
ganti rugi bagi korbannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam
Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan para fukaha pengikut
mereka."”® Menurut al-Nawawi, banyaknya ganti rugi yang wajib
dibayar bagi korban pemerkosaan adalah sejumlah pengulangan
pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, selain
itu wajib juga dibayar ganti rugi atas robeknya selaput dara, yaitu
apabila yang menjadi korban adalah perempuan perawan.*®

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok kedua untuk
pendapat mereka adalah:

a. ‘Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda:

197

Ibnu al-Simnani, Rawd al-Qudsh wa Tarm al-Najzh, (Beirut:
Muasasah al-Risalah, 1984), jid. 111, h. 1300.

%8| pnu Hazm, al-Mu/allz jld. V1, h. 436.

*Malik Bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘lImiyyah, 1994), jld. 1V, h. 517. Yasuf bin ‘Abdillah al-Qurtubi, al-K4f 7f7 Figh
Ahl al-Madmnah, (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, 1980), jld. I1, h. 1073.
Khalf bin Abt al-Qasim, al-Tahdzib f7lkhtisar al-Mudawwanah, (Dubai: Dar al-
Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wa lhya’ al-Turath, 2002), jld. IV, h. 408. Al-
Syafi‘i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), jld. VI, h. 168. Al-Nawawr,
Rawdah al-7alibm wa ‘Umdah al-Muftn, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991),
jld. IX, h. 304, dan jld. X, h. 96, Ibnu Qudamah, al-Mughnj jid. VIII, h. 476.
Mansar bin Yanus al-Buhiti, Syarz al-Muntahz al-Iradat, (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 2000), jld. V, h. 279.

2%Al-Nawawi, Rawgah al- 74liba..., jld. V, h. 60, dan jld. VI, h. 288.
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Artinya:

“Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri dengan
tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil,
apabila laki-laki yang menikahinya itu telah menggaulinya,
maka wanita tersebut berhak mendapat mahar atas farajnya
yang telah dihalalkan, dan jika ada perselisihan dari wali
keluarga wanita, maka penguasalah yang berhak menjadi
wali bagi wanita yang tidak ada walinya.” (HR. al-Tirmidht,
al-Nasa’1, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Hadis di atas menerangkan bahwa perempuan yang

disetubuhi dengan akad nikah fasid berhak mendapat mahar
dari laki-laki yang menyetubuhinya. Menurut para fukaha
kelompok kedua, apabila perempuan yang disetubuhi
dengan akad nikah fasid saja berhak mendapat mahar, maka
perempuan yang diperkosa tentunya lebih berhak dan layak
untuk mendapat mahar dari orang yang memerkosanya, hal
ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
Pertama: Perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah
fasid menjadi berdosa apabila ia mengetahui hukum
sebenarnya dari pernikahan tersebut, sedangkan perempuan
yang diperkosa tidak berdosa atas musibah pemerkosaan
yang menimpanya.

291A|-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhj (Mesir: Maktabah Mustafa al-
Halabi, 1975), jld. 111, h. 399. Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubrg, (Beirut: Muassasah
al-Risalah, 2001), jld. V, h. 179. Ibnu Majah, Sunan lbnu M4gjah, (T.tp.: Dar
lhya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), jlid. I, h. 605. Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala
al-Sahifayn, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1990), jid. 11, h. 182.
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Kedua: Perempuan yang menikah dengan akad nikah fasid
dapat disetubuhi oleh pelaku karena Kkerelaan dari
perempuan itu, sedangkan wanita yang diperkosa tidak
pernah  merelakan kehormatannya direnggut pelaku
melainkan karena dipaksa.*%*

. Athar’® yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattab,
bahwa saat ia menjabat sebagai khalifah pernah diadukan
kepadanya perkara seorang wanita yang terpaksa merelakan
dirinya disetubuhi seorang pengembala demi memperoleh
air minum darinya. Untuk menyelesaikan perkara ini
kemudian ‘Umar meminta pendapat ‘Ali bin Abi Talib, ‘Al1
menerangkan bahwa perempuan tersebut tidak boleh
dihukum sebagai pezina dan diterapkan hudud atasnya,
sebab dalam kasus ini ia berada dalam kondisi terpaksa saat
kejadian perkara, berdasarkan pendapat ‘Ali, perempuan
tersebut tidak dihukum dan dibebaskan oleh khalifah,
bahkan untuknya diberikan sesuatu berupa uang atau
barang.”**

. Riwayat dari Abu Musa al-Asy‘ari, bahwa suatu ketika
pernah dihadapkan seorang wanita dari Yaman ke hadapan
‘Umar bin al-Khattab dengan tuduhan telah berzina, namun
wanita tersebut menceritakan bahwa yang sebenarnya
terjadi adalah ia telah diperkosa oleh seorang laki-laki saat
dirinya sedang tidur, mendengar keterangan tersebut
kemudian ‘Umar berkata:

1%
1%

- 47
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292<Alf bin Muhammad al-Mawardi, al- Haw7al-Kabit f7Figh Madhhab

al-Imam al-Syfi ‘i, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1999), jld. XIII, h. 240.

2%Athar yang dimaksud di sini adalah sebagaimana istilah yang dipakai

para fukaha Khurasan yaitu berita yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw.
Lihat: Muhammad bin Muhammad Abua Syuhbah, al-Wasi fi ‘Ulam wa
Musralaj al-Hadfh, (Jeddah: ‘Alam al-Ma‘rifah, t.t.), h. 17. Muhammad °Ajjaj
al-Khatib, Ugsdl al- Had zh, (T.tp.: Dar al-Fikr, 1981), h. 28.

2%*Ibnu Qudamah, al-Mughnj jld. I1X, h. 60.
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Artinya:

“Seorang perempuan muda Yaman yang kepulasan tidur,
kemudian perempuan itu dibebaskan serta diberikan
baginya sesuatu yang berharga.””**

d. Dalil terakhir yang digunakan oleh fukaha yang
mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan adalah
riwayat dari Ibnu Syihab bahwa ‘Abd al-Malik bin Marwan
pernah mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan
mahar bagi wanita yang telah diperkosanya,’®® maka dengan
mencontoh perbuatan ‘Abd al-Malik bin Marwan, setiap
perempuan yang diperkosa berhak menerima al-daman
mahar misil.

2. Bantahan kelompok yang mewajibkan ganti rugi (al-gaman)
bagi korban pemerkosaan terhadap dalil-dalil yang
digunakan oleh kelompok yang menafikan kewajiban al-
daman

a. Kelompok pertama menyatakan bahwa “Hukuman hudud
dan ganti rugi (al-daman) tidak boleh diterapkan
bersamaan dalam satu perkara, maksudnya ketika pelaku
pemerkosaan dikenakan hukuman hudud, maka ia tidak lagi
diwajibkan untuk membayar mahar bagi korban.”

Sulayman bin Khalaf seorang fukaha dari kalangan mazhab
Maliki mengomentari argumen di atas dengan menyatakan
bahwa mengumpulkan hukuman hudud dan ganti rugi
dalam perkara pemerkosaan tidak menyalahi kaidah
apapun, sehingga boleh diterapkan, hal ini disebabkan
perbedaan kategori dari kedua hukuman tersebut, hukuman
hudud atas pelaku pemerkosaan adalah hak Allah,

205

Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah,
2003), jid. VIII, h. 410.

2%°Al-Bayhagi, al-Sunan al-Kubrz, , jld. VIII, h. 411. Sulayman bin
Khalaf al-Andalust, al-Muntagaz Syars al-Muwat/a’, (Mesir: Matba‘ah al-
Sa‘adah, 1332 H), jid. V, h. 268.
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sedangkan mahar bagi korbannya adalah kategori hak
manusia, maka tidak ada halangan untuk diterapkan
bersamaan. Kebolehan mengumpulkan hukuman hudud dan
al-daman pada kasus pemerkosaan serupa dengan
kebolehan penerapan hudud dan al-gaman pada kasus
pencurian yang telah sampai nisab potong tangan, dalam
kasus tersebut tangan pencuri-harus dipotong yaitu apabila
terbukti dan terpenuhi syaratnya, juga wajib atas pelaku
mengganti barang yang dicurinya Yyaitu apabila barang
tersebut telah tiada.”’

b. Komentar selanjutnya adalah terhadap dalil kelompok
pertama yang menyatakan bahwa: “Tujuan pemberian
mahar untuk wanita adalah untuk memiliki farajnya, jika
pelaku pemerkosaan diharuskan membayar mahar juga
dikenakan hukuman hudud, maka dalam hal demikian
berarti orang itu dihukum hudud sebab memanfaatkan
sesuatu yang telah menjadi miliknya, tentunya hal ini tidak
dapat dibenarkan.”

Argumen tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah
saw. yang menerangkan bahwa setiap wanita yang digauli
dengan akad nikah fasid berhak mendapat mahar atas
farajnya yang telah dihalalkan, dan pernikahannya batal.**®
Berdasarkan riwayat ini  disimpulkan bahwa hak
memperoleh mahar bagi perempuan yang digauli dengan
akad fasid adalah karena istizlal, yaitu persetubuhan yang
hukum asalnya haram namun pelaku menganggapnya

2sulayman bin Khalaf al-Andalusi, al-Muntaqga..., jld. V, h. 269.

*%yaitu sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang
artinya: “Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin
walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, apabila laki-laki yang
menikahinya itu telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat
mahar atas farajnya yang telah dihalalkan, dan jika ada perselisihan dari wali
keluarga wanita, maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang
tidak ada walinya.” (HR. al-Tirmidhi, al-Nasa’1, Ibnu Majah, dan al-Hakim)
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halal,® atas dasar istizlal inilah mahar diwajibkan, bukan
atas dasar kepemilikan faraj mempelai wanita sebagaimana
yang diklaim oleh kelompok pertama, jika seandainya benar
pemberian mahar dalam akad nikah fasid menjadi sebab
sahnya memiliki faraj perempuan yang dinikahi, maka
tentunya Nabi saw. tidak akan membatalkan pernikahan
yang terjadi dengan akad fasid, dan laki-laki tersebut
tentunya boleh berulang kali memanfaatkan sesuatu yang
telah menjadi miliknya, akan tetapi yang terjadi justru
sebaliknya, Nabi mewajibkan mahar atas laki-laki dan
membatalkan pernikahan yang terjadi dengan akad fasid.

c. Bantahan terakhir adalah terhadap argumen vyang

menyatakan bahwa “Korban pemerkosaan tidak berhak
mendapat mahar dari pelaku karena mahar wajib diberikan
bagi wanita hanya dalam dua kondisi yaitu dalam
pernikahan sahih  dan dalam pernikahan yang
dilangsungkan tanpa ada izin dari wali pengantin wanita,
adapun selebihnya, maka tidak ada kewajiban atas siapa
pun untuk membayar mahar bagi perempuan karena tidak
ada dalilnya dari Alquran dan sunnah.”
Argumen tersebut merupakan pendapat eksklusif fukaha
mazhab Zahiri yang tidak menjadikan kias sebagai metode
istinbat hukum, adapun menurut kelompok kedua, pelaku
pemerkosaan wajib memberi mahar kepada korbannya
adalah berdasarkan kias awl 7' terhadap hukum kewajiban
mahar bagi wanita yang digauli dengan akad nikah fasid.

*®Ipnu Qudamah, al-Mughnj jld. VII, h. 271. ‘Abd al-Rahman bin
Muhammad al-Hanbali, al-Syar/ al-Kab# ‘ala Matn al-Mugni, (T.tp.: Dar al-
Kitab al-¢Arabi, t.t.), jld. VIII, h. 98.

*%¢jas awl7 adalah jenis analogi yang keberadaan ilatnya pada hukum
yang disamakan (mul/aq) lebih tegas dari pada ilat yang terdapat pada hukum
asal (mulfaq bih). Lihat: Muhammad Aba Zahrah, Usdl al-Figh, (T.tp.: Dar al-
Fikr al-*Arabi, t.t.), h. 247.
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3. Analisis dalil-dalil fukaha yang mewajibkan ganti rugi bagi
korban pemerkosaan

Secara prinsip, peneliti sepakat dengan pendapat fukaha

yang berpandangan adanya kewajiban pelaku pemerkosaan
memberikan ganti rugi (al-gaman) bagi korbannya, akan tetapi
setelah mempelajari secara mendalam dalil-dalil yang dikemukakan
oleh kelompok tersebut, ditemukan beberapa hal yang menurut
peneliti tidak selaras. Ketidakselarasan tersebut adalah sebagai
berikut:

a. Menganalogikan pemerkosaan kepada pernikahan fasid
untuk mewajibkan ganti rugi atas pelaku pemerkosaan,
dipandang tidak tepat, sebab pemerkosaan adalah
perbuatan pidana, sedangkan pernikahan fasid tidak
masuk kategori pidana, sehingga menyamakan kedua
perbuatan tersebut dengan menggunakan kias tidak
dapat diterima.

b. Menjadikan athar yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-
Khattab dan Abd Misa al-Asyari*'' sebagai landasan
untuk mewajibkan pelaku pemerkosaan memberi ganti
rugi bagi korbannya, juga dipandang tidak tepat, sebab
dalam athar tersebut korban pemerkosaan sama sekali
tidak mendapatkan harta dari pelaku, melainkan dari
khalifah, dengan demikian pemberian tersebut lebih
bersifat sebagai santunan dari pemerintah untuk korban
pemerkosaan, bukan sebagai kewajiban pelaku.

c. Menjadikan keputusan ‘Abd al-Malik bin Marwan®*?
sebagai landasan mewajibkan pelaku pemerkosaan
untuk memberi ganti rugi bagi korbannnya, juga
dipandang tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai
dalil, sebab keputusan ‘Abd al-Malik bin Marwan

"'yaitu perbuatan khalifah ‘Umar bin al-Khattab memberikan harta

bagi korban pemerkosaan.

212y aitu keputusan ‘Abd al-Malik bin Marwan yang mewajibkan pelaku
pemerkosaan untuk memberikan mahar bagi wanita korban perbuatannya
tersebut.
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tersebut adalah ijtihad pribadinya yang tidak
merepresentasikan syariat Islam maupun pendapat para
fukaha yang hidup pada masa itu.

4. Bentuk al-gaman bagi korban pemerkosaan menurut fukaha
yang mewajibkannya

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, para fukaha yang
mewajibkan adanya - ganti rugi (al-¢gaman) bagi korban
pemerkosaan berpendapat bahwa pelaku wajib memberikan ganti
rugi berupa mahar misil dan ursy al-bikarah, yaitu ganti rugi atas
robeknya selaput dara. Secara etimologi, mahar dalam bahasa Arab
disebut dengan al-mahr atau al-sadaq, artinya suatu pemberian
yang diserahkan suami ketika akad nikah kepada perempuan yang
dinikahinya.”® Adapun secara terminologi, jumhur fukaha
mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan laki-laki
kepada wanita yang dinikahinya dengan akad nikah yang sahih,
atau karena telah menyetubuhinya dengan akad fasid, atau karena
syubhat.***

Dari sisi diterangkan atau tidaknya jenis dan besaran mas
kawin dalam pernikahan, fukaha mengklasifikasi mahar kepada dua
kategori, yaitu mahar musamma dan mahar misil. Mahar musamma
adalah mas kawin yang disebutkan dan disepakati jumlahnya pada
waktu melakukan akad nikah,”* adapun mahar misil adalah mas
kawin yang besarannya ditentukan berdasarkan pertimbangan
kelaziman mahar yang biasa diberikan untuk wanita yang setaraf

*BPMujamma*“ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu jam al-Wasi, (Mesir:

Maktabah al-Syuraq al-Dawliyyah, 2004), h. 889.

?"Muhammad bin Muhammad al-Babarti, al- ‘Indyah Syar s al-Hidyah,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jid. 111, 316, 317. Al-Qurtubi, al-Jami‘ li Afkam al-
Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1964), jld. V, h. 129. Al-Khatib al-
Syarbini, Mughnral-Muht4j, (Beirut, Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1994), jld. 1V,
366-367. Ibnu Qudamah, al-Mughnj; jid. V11, h. 210 dan jid, VIII, h. 478.

*®Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsiz‘ah al-
Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah, 2000), jld. XXXIX, h. 153.
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dengannya.”'® Di bawah ini akan diuraikan pembahasan tentang
mahar misil secara lebih perinci.

a. Dalil kewajiban mahar misil

Kewajiban memberikan mahar misil untuk wanita yang
dinikahi berdasar kepada athar yang diriwayatkan dari lbnu
Mas‘ud, bahwa suatu ketika ia pernah ditanya mengenai ketentuan
hukum perihal seseorang laki-laki yang menikahi perempuan,
namun laki-laki tersebut meninggal sebelum menggaulinya dan
belum sempat memberinya mahar, lalu Ibnu Mas’ud menjawab
“Perempuan itu berhak mendapat mahar sebesar mahar yang biasa
diberikan bagi perempuan yang sebanding dengannya, dengan tidak
terlampau hemat atau terlalu boros, atas perempuan tersebut
berlaku idah dan berhak mendapat warisan,” mendengar penjelasan
tersebut Ma’qil bin Sinan berkata “Aku pernah mendengar bahwa
Rasulullah saw. menetapkan atas Barwa*® binti Wasyiq sama seperti
keputusanmu.”**” Adapun menurut al-Qurtubi dari kalangan fukaha
mazhab Maliki, kewajiban mahar misil adalah berdasarkan hadis
Rasulullah saw. berikut:
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Dalam hadis di atas secara terang Nabi saw. menyatakan
bahwa wajib diberikan mahar misil bagi perempuan yang digauli
dengan akad nikah fasid, yaitu perkataan beliau “falaha mahr
mithliha” artinya “maka baginya wajib diberikan mahar misil.”

21°Al-Nawawi, Rawgah al-74libm, jld. VII, h. 286. Munla Khusri,
Durar al-Hukkam Syarhs Ghurar al-Afkam, (T.tp.: Dar lhya’ al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.t.), jid. I, h. 346.

*YAl-Nasai, al-Sunan al-Sughrz, (Heleb: Maktab al-Matba‘at al-
Islamiyyah, 1986), jld. VI, h. 121. Al-Hakim, al-Mustadrak..., jld. I, h. 197. Al-
Bayhaq, al-Sunan al-Kubrg, jid. VII, h. 399.

21BA-Qurtubi, al-dami‘ li Afkam..., jld. V, h. 129.
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b. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan
mahar misil

Para fukaha mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali
menerangkan bahwa hal yang pertama sekali dilihat dalam
mempertimbangkan besaran mahar misil bagi perempuan adalah
nasabnya.””® Oleh karena itu, perempuan lain yang dianggap
sebanding dengan perempuan yang dinikahi adalah para wanita dari
kerabat ayahnya, jika tidak ditemukan baru kemudian melihat
perempuan kerabat dari pihak ibunya. Setelah dipertimbangkan
nasab, baru setelahnya dilihat agama, status sosial, adab, kesucian
diri, kecantikan, keperawanan, kematangan akal, usia, keilmuan,
kekayaan, masa, dan tempat asal perempuan yang dinikahi,**°
sedangkan fukaha Maliki tidak melihat bahwa nasab menjadi hal
yang dipertimbangkan dalam menentukan mahar misil, adapun hal-
hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan besaran mahar
misil menurut mereka adalah agama, kecantikan, status sosial,
kekayaan, serta waktu dan tempat asal perempuan yang dinikahi.**
Oleh karena nasab tidak dipertimbangkan dalam penentuan besaran
mahar misil oleh fukaha mazhab Maliki, maka menurut mereka
tidak perlu melihat jumlah mahar yang pernah diterima oleh
perempuan lain yang sepadan dan dekat pertalian keluarganya
dengan wanita yang dinikahi untuk menentukan mahar misilnya.

Berkenaan dengan apa saja yang layak menjadi mabhar,
jumhur fukaha berpendapat bahwa semua jenis harta berharga, gaji,
atau sesuatu yang lain dan bisa ditentukan harganya dapat dijadikan

<Al bin Abi Bakr al-Marghinani, al-Hidayah f7 Syars Biddyah al-
Mubtadj (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al-*Arabi, t.t.), jld. 1, 205. Al-Khatib al-
Syarbini, Mughnsal-Muhtgj, jld. 1V, 385. Ibnu Qudamah, al-Mughnj jid. VII, h.
271.

20Uthman bin ‘Ali al-Zayla‘i, Tabyn al-Haqa'iq Syarhs Kanz al-
Daga’iq, (Kairo: al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H), jid. II, h. 154.
Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtzj, jld. 1V, 385. Ibnu Qudamah, al-
Mughnj jld. VII, h. 247.

*'Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, al-Muntaga..., jid. 111, h. 282.
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sebagai mahar.”*> Berdasar kepada pendapat jumhur di atas

mengenai bentuk mahar, dapat disimpulkan bahwa menurut
perspektif fukaha ganti rugi yang berhak diterima korban
pemerkosaan adalah berupa mahar misil, yaitu harta yang
mempunyai nilai dan berguna sebagai ganti rugi atas penderitaan
yang ditanggung korban.

Apakah mahar misil yang diterima korban pemerkosaan
yang masih perawan, telah mencakup sebagai al-daman atas
selaput daranya yang telah robek, atau hanya sebagai ganti rugi atas
kehormatannya saja? Para fukaha terbagi kepada dua aliran
pendapat mengenai apakah mahar misil yang diberikan bagi korban
pemerkosaan yang masih perawan telah mencakup sebagai al-
daman atas selaput daranya yang telah robek, atau hanya sebagai
ganti rugi atas kehormatannya saja. Pendapat pertama dari
kalangan fukaha Maliki dan Hambali, berpandangan bahwa korban
pemerkosaan tidak lagi berhak mendapat al-daman atas robeknya
selaput dara akibat dari pemerkosaan.’® Pendapat kedua dari
kalangan fukaha mazhab Syafii, dan riwayat yang kedua dalam
mazhab Hambali, berpandangan bahwa korban pemerkosaan selain
berhak mendapat mahar misil atas kehormatannya yang telah
direnggut pelaku juga berhak mendapat al-daman untuk selaput
dara yang telah robek.***

Landasan pendapat kelompok pertama, yaitu pandangan
bahwa korban pemerkosaan tidak lagi berhak mendapat al-gaman
atas robeknya selaput dara akibat dari pemerkosaan adalah karena

*?Al-Kasani, Badai’ al-Sanz‘’, jld. Il, h. 277. Al-Sawi al-Maliki,
Hasyiyah al-Saw;i ‘alz al-Syarp al-Saghar, (T.tp.: Dar al-Ma‘arif, t.t.), jid. 11, h.
428. Al-Khatib al-Syarbini, Mughnsal-Muhtgj, jld. 1V, 367. Ibnu Qudamah, al-
Mughnj; jld. VII, h. 212.

*Ibnu Qudamah, al-Mughnj jld. VIII, h. 477. Mazhab Maliki
mensyaratkan robeknya selaput dara perempuan yang diperkosa adalah dengan
zakar pelaku bukan dengan sesuatu yang lain, jika robeknya dengan sesuatu yang
lain, maka pelaku wajib membayar mahar misil dan diat. Ahmad al-Dardir, al-
Syarhal-Kabi ‘ala Mukhtasar Khald, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. 1V, h. 278.

24 Al-Nawawi, Rawgah al- 74liba ..., jld. IX, h. 304. Ibnu Qudamah, al-
Mughnj jid. VIII, h. 478.
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ganti rugi atas robeknya selaput dara korban pemerkosaan sudah
tercakup dalam mahar misil yang berhak diterimanya, sebab
biasanya mahar misil yang diberikan untuk perempuan yang masih
perawan selalu lebih tinggi dibanding mahar yang diberikan untuk
perempuan yang sudah menjadi janda, selisih besaran antara kedua
jenis mahar misil tersebut secara otomatis menjadi ganti rugi bagi
selaput dara yang telah robek dari perempuan yang diperkosa,’”
maka dengan demikian pelaku pemerkosaan tidak lagi diwajibkan
membayar al-daman atas robeknya selaput dara korban
pemerkosaan yang masih perawan.

Landasan pendapat kelompok kedua, yaitu pandangan
bahwa perempuan korban pemerkosaan yang masih perawan selain
berhak mendapat mahar misil juga berhak mendapat ganti rugi atas
selaput daranya yang telah robek, adalah karena perbedaan sasaran
yang dituju oleh al-daman berupa mahar misil dengan sasaran al-
daman atas robeknya selaput dara. Mahar misil adalah ganti rugi
atas luka perasaan dan penderitaan batin yang ditanggung korban
sebagai akibat kehormatannya telah direnggut pelaku, sedangkan
untuk robeknya selaput dara, perempuan yang diperkosa berhak
mendapat al-daman berupa ursy al-bikarah’*®  sebagai ganti
kerugian atas rusaknya salah satu bagian tubuh korban
sebagaimana diwajibkannya diat atas kehilangan anggota tubuh
lainnya.

5. Konsep al-daman al-itlaf sebagai wujud tanggung jawab
pelaku pemerkosaan terhadap korban
Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa para fukaha yang mewajibkan ganti rugi untuk
perempuan korban pemerkosaan, berpandangan bahwa bentuk
ganti kerugian tersebut adalah berupa mahar misil dan ursy al-
bikarah. Mahar misil diberikan sebagai kompensasi atas

*2|pnu Qudamah, al-Mughnj jld. VIII, h. 477.

?2®Ursy al-bikarah adalah istilah untuk ganti rugi atas robeknya selaput
dara yang besarannya ditentukan hakim. Lihat: Al-Nawawi, Rawdah al-
Talibm..., jld. 1X, h. 304. Ibnu Qudamah, al-Mughnj jid. VIII, h. 478.
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penderitaan dan kerugian lahir batin yang ditanggung korban
pemerkosaan karena kehormatannya telah dilecehkan, juga sebagai
wujud tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.’?’ Peneliti
sepakat dengan pandangan fukaha yang mewajibkan pelaku
pemerkosaan memberikan ganti rugi bagi korban kekejiannya, akan
tetapi tidak sependapat menjadikan mahar misil sebagai ganti
ruginya. Menurut peneliti, ganti rugi yang wajib diberikan pelaku
pemerkosaan adalah sejumlah harta yang besarannya ditetapkan
oleh pemerintah atau hakim (al-Aukazmah al- ‘adl). Ganti kerugian
dalam bentuk al-Aukamah al-‘adl tersebut dirasa lebih layak
diterima korban pemerkosaan sebagai wujud implementasi al-
daman al-itlaf, yaitu sebagai kompensasi atas kerusakan yang
diderita akibat perbuatan pelaku pemerkosaan.

Tercemarnya nama baik, sulit bersosialisasi, masa depan
suram, terjangkit penyakit menular pada organ reproduksi, dan
terganggunya kejiwaan,’”® adalah beberapa bentuk kerusakan (al-
itlaf) yang sangat mungkin diderita korban pemerkosaan, kerusakan
tersebut merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan al-ta ‘addi dan
al-darar, yaitu rukun pertama dan kedua dari rukun-rukun al-
daman al-itlaf, apabila semua bentuk kerugian tersebut terjadi
akibat perbuatan pelaku pemerkosaan (al-ifdz’), maka lengkaplah
semua rukun untuk mewajibkan pelaku pemerkosaan memberikan
ganti rugi kepada korbannya.

Dalil yang berkaitan langsung dengan kewajiban al-gaman
al-itlaf bagi korban pemerkosaan adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Salamah bin al-Muhabbag, yaitu yang menceritakan bahwa
Rasulullah saw. pernah dimintai keputusan mengenai seorang
budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami pemilik budak
tersebut, beliau kemudian bersabda:

?73yihab al-Din Ahmad bin 1dris al-Qarafi, Anwar al-Burj..., jld. I, h.
214.

228

Naha al-Qataraji, al-lghtisab: dirasah tarikhiyyah, nafsiyyah,
ijtima ‘iyyah, (Beirut: Majd, 2003), h. 353-364.
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Artinya:

“Apabila laki-laki itu memerkosanya, maka budak itu menjadi
merdeka, dan istrinya berhak mendapat budak lain dari suaminya
yang sepadan dengan budak yang telah diperkosanya tersebut, dan
apabila budak itu disetubuhi karena kerelaan hatinya, maka ia tetap
menjadi budak, dan istri berhak mendapat budak lain dari
suaminya, yaitu budak yang sebanding dengan budaknya yang
telah disetubuhi tersebut.” Ibnu al-Qayyim menerangkan bahwa
hadis ini derajatnya #asan.”*

Dari hadis di atas diketahui bahwa, budak perempuan yang
diperkosa telah dirugikan dengan kejadian pemerkosaan yang
menimpanya, untuk itu ia patut mendapat al-daman al-itlaf dari
pelaku yang telah merugikannya. Demikian halnya dengan pemilik
budak, ia juga mengalami kerugian karena barang miliknya telah
menjadi cacat, untuk itu ia berhak mendapat al-daman al-itlaf dari
pelaku yang telah menyebabkannya mengalami kerugian.

Terkait hak korban pemerkosaan, setidaknya ada tiga hal
yang dapat disimpulkan dari hadis di atas, pertama; budak

2 Abi Dawud, Sunan Abaz Dawud, jld. 1V, h. 158. Al-Nasai, al-Sunan
al-Sughrg, jld. VI, h. 125. ‘Abd al-Razzaq bin Humam al-San‘ani, al-Musannaf,
(Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), jid. VII, h. 343. Abua Bakr bin Abi
Syaybah, Musannaf Ibnu Ab7Syaybah, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), jld.
V, h. 517. Ahmad bin Hanbal, Musnad, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001),
jld. XXXIII, h. 252. Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubrz, jld. V, h. 238. Ahmad bin
Muhammad al-Tahawi, Syars Ma ‘ans al-Athar, (T.tp.: ‘Alim al-Kutub, 1994),
jid. 111, h. 144. Aba al-Qasim al-Tabarani, al-Mu‘jam al-Kab#, (Kairo:
Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1994), jld. VII, h. 45. Al-Bayhaqi, al-Sunan al-
Kubrg, jld. VIII, h. 417. Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘ad, (Beirut: Muasasah al-
Risalah, 1994), jld. V, h. 35.

2%bnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘a, jld. V, h. 35. Hadis fasan adalah
hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dengan sanad yang
bersambung namun di antara mereka ada perawi yang tidak begitu kuat
hafalannya, riwayat tersebut tidak ada ‘illat dan kejanggalan pada matannya.
Mahmud al-Tahhan, Tays# Muszalas al- Had &h, (Iskandariah: Markaz al-Huda li
al-Dirasat, 1415 H), h. 39.
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perempuan menjadi korban pemerkosaan, maka al-daman al-itlaf
yang berhak diterimanya adalah al-aukzmah al- ‘adl yaitu berupa
kemerdekaan dari perbudakan, bukan mendapat sejumlah harta dari
pelaku. Hal ini menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan
Rasulullah saw., sebab dalam kasus demikian yang benar-benar
bermanfaat untuk korban pemerkosaan serta dapat memulihkan
kerugiannya adalah terbebas dari perbudakan. Seandainya
Rasulullah saw. memutuskan ganti rugi untuknya dalam bentuk
harta benda, maka barang tersebut justru akan menjadi milik
tuannya, sebab yang bersangkutan adalah seorang budak.

Kedua; hakim dapat langsung mewajibkan pelaku
pemerkosaan untuk memberi ganti rugi bagi korbannya, walaupun
tanpa diawali permintaan dari pihak korban. Ganti rugi yang
diwajibkan tersebut merupakan bagian dari hukuman pokok yang
harus dipenuhi pelaku, bukan sebagai hukuman tambahan.

Ketiga; ganti rugi bagi korban pemerkosaan merupakan
haknya yang tidak boleh diabaikan, dan dalam menentukan
besarannya tidak dipengaruhi kondisi finansial pelaku, hal ini
sebagaimana tampak dari keputusan Rasulullah saw. di atas, Nabi
sama sekali tidak menanyakan keadaan ekonomi pelaku untuk
kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam
memutuskan besaran al-daman yang wajib diberikan bagi pihak
yang dirugikan. Oleh sebab itu, peringanan nominal restitusi karena
ketidakmampuan keuangan pelaku, atau bahkan restitusi tidak
diberikan sama sekali hanya gara-gara korban tidak mengajukan
permohonan restitusi kepada jaksa —sebagaimana yang selama ini
terjadi di Aceh— merupakan suatu kekeliruan serta pengabaian
terhadap hak korban pemerkosaan yang tidak sepatutnya terjadi.
Budak saja berhak mendapat ganti rugi atas jarimah pemerkosaan
yang dialaminya, maka jika perempuan merdeka mengalami hal
yang sama tentu lebih patut mendapatkan kompensasi.

Kewajiban membayar al-daman al-itlaf pada perkara
pemerkosaan sama halnya dengan kewajiban membayar al-daman
al-itlaf pada perkara pencurian (al-sarigah) dan perampokan (al-
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pirabah). Pada kedua perkara tersebut, selain dikenakan hukuman
had ketika terpenuhi rukun dan syaratnya, pelaku juga diwajibkan
membayar ganti rugi terhadap barang curian atau hasil rampok
yang telah dirusak, atau dikonsumsi pelaku. Kewajiban ini
disepakati oleh jumhur fukaha. Penerapan hukuman had atas
pelaku merupakan pengimplementasian hak Allah swt., sedangkan
pembebanan ganti rugi adalah pemenuhan hak korban.?*! Adapun
fukaha mazhab Hanafiah tidak memandang adanya kewajiban
pelaku membayar ganti rugi ketika pelaku telah menjalani
hukuman had, sebab mereka memegang prinsip “tidak boleh
digabung antara hukuman had dengan al-daman.”*%

Al-daman al-itlaf yang diberikan bagi perempuan korban
pemerkosaan, sama sekali tidak bermaksud sebagai bayaran atas
harga diri atau kehormatannya, melainkan bertujuan sebagai
pelipur lara dan peringan beban atas kerusakan yang dideritanya,?*
sebagaimana halnya pemberian diat dalam kasus pembunuhan,
sedikitpun tidak bertujuan untuk membayar nyawa korban yang
telah hilang, melainkan untuk menjadi pelipur lara dan peringan
penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan, juga untuk
meredam dendam kesumat pada keluarga korban. Apalagi yang
menjadi korban pemerkosaan adalah wanita yang masih perawan
atau anak-anak, tentunya penderitaan yang mereka rasakan lebih
traumatis dibanding yang lain.

6. Penerapan kaidah al-zawgjir dan al-jawabir pada kewajiban
al-daman al-itlaf bagi korban pemerkosaan

Penerapan al-daman al-itlaf pada jarimah pemerkosaan

berlaku padanya kaedah al-zawsjir dan al-jawabir. Kaedah al-

#!Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’in al-lslamiyyah, al-Mawsiz‘ah al-

Fighiyyah..., jld. XXIV, h. 347. Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Daman, h.
299.

>?\Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Daman, h. 299. Wizarah al-
Awaqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mawsi‘ah al-Fighiyyah..., jld. XXIV, h.
347.

**Badr al-Din Muhammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi, al-Manthar f7al-
Qawa‘id al-Fighiyyah, (Kuwait: Wizarah al-Awgaf al-Kuwaytiyyah, 1985), jld.
I, h. 324.
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zawgjir berlaku atas pelaku pemerkosaan itu sendiri dan orang lain,
maksudnya hukuman yang diterima pelaku pemerkosaan berupa
hukuman had atau takzir, serta kewajiban restitusi dapat menjadi
peringatan dan pencegahan bagi pelaku secara khusus agar tidak
kembali melakukan kejahatan yang sama, demikian juga bagi yang
lain, dengan menyaksikan atau mengetahui penerapan hukuman
tersebut dapat menjadi iktibar bagi mereka sehingga tidak berani
untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Kaedah al-jawabir
berlaku bagi korban pemerkosaan, yaitu dengan mendapat ganti
rugi berupa harta benda, maka dapat menjadi penebus kerugian
fisik korban yang telah rusak atau hilang ketika kejahatan terjadi,
sebagai penawar luka perasaan atas aib yang telah mencoreng nama
baiknya dan keluarganya, serta sebagai peredam dendam kesumat
pihak yang menjadi korban yang berkeinginan melakukan
pembalasan atas pelaku.

Hukuman hudud dan al-daman al-itlaf dalam bentuk materi
yang diterapkan atas pelaku pemerkosaan, merupakan dua hak
yang berbeda, yang pertama adalah hak Allah dan yang kedua
adalah hak hamba,”** keduanya harus dijalankan. Pemerkosaan
adalah jarimah, untuk itu pelakunya berhak mendapat hukuman
atas kejahatannya berupa hukuman hudud agar menjadi al-zawajir
untuknya dan yang lain, supaya tidak kembali melakukan kejahatan
yang sama, sedangkan perempuan yang menjadi korban
pemerkosaan adalah pihak yang terzalimi dan dirugikan, maka
berhak mendapat al-daman al-itla&f berupa al-Aukamah al-‘adl,
sebagai penawar atas kerusakan fisik dan psikis yang dialaminya,
apalagi ~ menurut kebiasaan, korban pemerkosaan akan sulit
mendapat jodoh.

#**Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, al-Muntaga..., jld. V, h. 269.
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B. Peraturan dan Prosedur Implementasi Restitusi bagi

Korban Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan Qanun
Acara Jinayat Menurut Perspektif Fikih

Pengertian restitusi menurut peraturan perundang-
undangan

Secara etimologis, restitusi adalah ganti kerugian,

pembayaran ulang, atau penyerahan bagian pembayaran yang

masih belum diambil.”** Secara terminologis definisi restitusi telah

dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
a. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada
Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
restitusi adalah pembayaran ganti  kerugian yang
dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 11
disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, pada Pasal 1
angka 5 disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian

1300.

>**Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia..., h.
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yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,
pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada
Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa
restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,
dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti
kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

f. Qanun Jinayat, pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa
restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang
wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau
pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban
atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta
tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dari pengertian yang telah disebut di atas dapat
disimpulkan, bahwa restitusi adalah suatu pembayaran yang harus
diberikan pelaku bagi korban atau keluarganya berdasarkan
putusan pengadilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku
kejahatan terhadap korban atau keluarganya, pembayaran tersebut
dapat berupa uang atau harta benda lainnya yang bertujuan untuk
pemulihan penderitaan, sebagai penukar atas kehilangan harta
tertentu, atau sebagai ongkos pengganti atas dana yang telah
dibelanjakan untuk kepentingan dan kemaslahatan korban.

2. Bentuk restitusi

Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat diterangkan, bahwa
restitusi yang wajib diberikan bagi korban pemerkosaan adalah
berupa sejumlah uang atau barang. Qanun Acara Jinayat yang
merupakan sumber formil pelaksanaan Qanun Jinayat, tidak
menggunakan istilah restitusi untuk ganti rugi bagi korban,
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melainkan menyebutnya sebagai kompensasi.**® Ketentuan tersebut
memberi petunjuk, bahwa penetapan ganti rugi bagi korban
pemerkosaan di Aceh adalah merujuk kepada pasal-pasal yang
mengatur tentang kompensasi dalam Qanun Acara Jinayat, yaitu
Pasal 1 angka 40, dan Pasal 101 sampai dengan Pasal 104.

Dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Acara Jinayat disebutkan,
bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah suatu hukuman
yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah
uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan
karena jarimah yang dilakukan terdakwa, namun jika dibandingkan
definisi restitusi yang diterangkan dalam Qanun Jinayat dengan
pengertian kompensasi yang dijelaskan dalam Qanun Acara
Jinayat, ditemukan perbedaan bentuk ganti rugi yang diatur dalam
kedua ganun tersebut. Dalam Qanun Jinayat dijelaskan, bahwa
ganti rugi yang dapat diberikan bagi korban pemerkosaan adalah
dalam bentuk uang atau barang, sedangkan dalam Qanun Acara
Jinayat, ganti rugi bagi korban hanya dalam bentuk uang saja, akan
tetapi perbedaan bentuk tersebut pada hakikatnya tidak terlalu
berpengaruh, karena dapat disetarakan antara nilai emas dengan
uang (rupiah).

3. Prosedur permohonan dan eksekusi restitusi

Sebagaimana telah disebutkan  sebelumnya, bahwa
ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat
diatur dalam Pasal 51, yang bunyinya:

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang
dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling
banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) perlu
mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

**penjelasan Pasal 51 ayat (3) Qanun Jinayat, Dinas Syariat Islam

Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh,
2015), h. 74.
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(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang
tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban
dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Ketentuan di atas setidaknya mengandung tiga implikasi
terkait hak ganti rugi bagi korban pemerkosaan, yaitu: Pertama,
restitusi akan diwajibkan atas pelaku pemerkosaan dengan syarat
ada permintaan dari pihak korban, artinya korban tidak akan
memperoleh restitusi apabila tidak mengajukan permohonan.
Kedua, maksimum besaran restitusi yang dapat diminta korban
adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ketiga,
besaran restitusi yang akan diterima korban pemerkosaan
tergantung kepada kemampuan finansial pelaku, artinya korban
pemerkosaan berpeluang mendapat restitusi sesuai dengan jumlah
yang diminta, lebih kecil dari yang diminta, atau bahkan tidak
mendapat ganti rugi sama sekali ketika pelaku tidak mampu dari
segi keuangan.

Dari ketiga implikasi di atas dapat disimpulkan, bahwa
orientasi penyelesaian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat
lebih besar pada penerapan hukuman atas pelaku kejahatan,
sedangkan persoalan ganti rugi yang menjadi hak korban menjadi
urusan pribadi yang harus diperjuangkannya sendiri, dengan
demikian bisa saja korban pemerkosaan tidak memperoleh ganti
rugi sama sekali, sebab tidak mengajukan permohonan restitusi,
atau mendapat ganti rugi, namun tidak sesuai harapan, karena
pelaku tergolong orang tidak mampu secara finansial. Ironisnya,
hingga saat ini belum dibuat suatu regulasi yang mengatur adanya
hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yang tidak
membayar restitusi.

Dari Pasal 51 Qanun Jinayat yang telah disebut di atas
diketahui bahwa, restitusi hanya diperuntukkan bagi korban
pemerkosaan kategori dewasa dan remaja saja, belum ada aturan
yang secara tegas mengatur restitusi bagi korban kategori anak-
anak. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa, jika korban
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pemerkosaan meminta restitusi dari pelaku, maka hanya pelaku
pemerkosaan terhadap orang dewasa, remaja, atau yang ada
hubungan mahram saja yang dapat diwajibkan untuk membayar
restitusi, sebab Pasal 51 ayat (1) yang mengatur mengenai
hukuman restitusi tersebut di atas, secara khusus hanya merujuk ke
Pasal 48 dan Pasal 49, yang keduanya merupakan aturan mengenai
hukuman pemerkosaan terhadap korban kategori dewasa, remaja,
serta yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku, sedangkan
Pasal 50, yang secara khusus mengatur hukuman pemerkosaan
terhadap anak-anak, tidak dirujuk oleh Pasal 51 ayat (1) Qanun
Jinayat tersebut. Dari sini diketahui, bahwa hak restitusi bagi anak-
anak yang menjadi korban pemerkosaan belum ada ketentuan yang
jelas dalam Qanun Jinayat, sehingga perlu ada perbaikan untuk itu.

Tata cara permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan
sebagaimana dipahami dalam penjelasan Pasal 51 Qanun Jinayat,
adalah mengacu kepada aturan tentang kompensasi dalam Qanun
Acara Jinayat, yang aturannya terdapat pada Pasal 101-104. Bunyi
pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di
dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis
atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan
tersebut kepada perkara jinayat itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum
mengajukan tuntutan ‘Uqubat.

(3) Dalam hal perkara jinayat tidak mengharuskan Penuntut
Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat
sebelum hakim menjatuhkan putusan.
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Pasal 102

Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara
gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar’iyah
Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk
mengadili gugatan  tersebut, tentang kebenaran dasar
gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang
ditimbulkan oleh pelaku jarimah.

Kecuali dalam hal Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota
menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya
memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran
kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku jarimah.

Putusan mengenai kompensasi dengan sendirinya
memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan
jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk
mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.

Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan
alat bukti.

Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa.

Pasal 104

Jika terjadi penggabungan antara perkara muamalat dan
perkara jinayat, maka penggabungan itu dengan
sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat
banding dan kasasi.
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(2) Apabila terhadap suatu perkara jinayat tidak diajukan
permintaan banding, maka permintaan banding mengenai
putusan ‘Uqubat kompensasi tidak diperkenankan.

Dari peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas
dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Qanun Acara Jinayat ada
dua tahapan yang harus dilalui oleh korban pemerkosaan supaya
memperoleh restitusi dari pelaku, kedua tahapan tersebut adalah:
pertama, pihak korban harus mengajukan permohonan restitusi
sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan ‘ugqubat, dan kedua,
pihak korban harus dapat membuktikan kerugian yang dimohon.**’

Dalam pelaksanaannya, eksekusi restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh selama ini masih sangat sedikit
implementasinya, diantara penyebabnya adalah karena tidak
adanya permohonan restitusi dari pihak korban, hal ini disebabkan
minimnya pengetahuan mereka terkait hak tersebut, dan penyebab
lainnya adalah karena belum adanya regulasi yang terperinci
tentang pelaksanaan dan mekanisme permintaaan restitusi untuk
dapat dipedomani oleh jaksa maupun hakim.**® Secara materi ganti
rugi bagi korban pemerkosaan terdapat dalam Pasal 51 Qanun
Jinayat, sedangkan secara formil terdapat dalam Qanun Acara
Jinayat dalam Pasal 101-104, hanya saja dalam Qanun Acara
Jinayat tidak digunakan istilah restitusi melainkan digunakan istilah
kompensasi untuk maksud yang sama, pelaksanaannya kemudian
dipertegas dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pelaksaaan Hukum Acara Jinayat yaitu pada Bab VII, yang
membahas mengenai tata cara penyerahan ‘uqubat kompensasi,
bentuk berita acara, dan penyitaan.

Berdasarkan kajian terhadap aturan pemberian kompensasi
yang dimuat dalam Qanun Acara Jinayat diketahui, bahwa aturan

237

Lihat: Pasal 103 ayat (2) Qanun Acara Jinayat, dan Pasal 74 ayat (3)
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

*®Rizkal, dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak..., h. 40-41.
Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi..., h. 234,
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mengenai penggabungan perkara muamalat ke dalam perkara
jinayat yang diatur dalam Pasal 101-104 Qanun Acara Jinayat tidak
jauh beda dengan cara pengajuan ganti rugi yang diatur dalam
Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu harus diawali dengan permohonan
dari pihak korban. Hal ini tidak mengherankan, karena memang
perumusan Qanun Acara Jinayat masih mengikuti kerangka
KUHAP,”*® hanya saja_dalam KUHAP, ganti rugi yang berhak
diterima korban terbatas pada kerugian yang bersifat materi, yaitu
berupa biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak korban,**® sedangkan dalam Qanun Jinayat ganti rugi bagi
korban pemerkosaan mencakup kerugian nonmateri, sebagaimana
yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Qanun Acara
Jinayat dan Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

Pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana dalam
KUHAP mengacu pada Pasal 98 ayat (1) yang bunyinya “Jika
suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Dalam prakteknya,
Pasal 98 ayat (1) tersebut memiliki beberapa kelemahan,
kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proses pengajuannya tidak sederhana, karena harus
melalui permohonan penggabungan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana, dan berpeluang
untuk ditolak berdasarkan pertimbangan hakim.

b. Mekanisme pemberian ganti  kerugian  harus
melengkapi syarat yang banyak.

c. Korban harus proaktif dalam menuntut haknya.

239Syahrizal Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh” dalam Hukum
Jinayat dan Acara Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), h. XXV.
**%pasal 99 ayat (1) KUHAP.
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d. Ganti rugi yang diberikan terbatas hanya pada kerugian

yang bersifat materi.***

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian ganti rugi bagi
korban pemerkosaan di Aceh yang mengacu pada aturan Qanun
Acara Jinayat, diyakini akan mengalami permasalahan yang sama
juga dengan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para
korban yang memohon ganti rugi mengikuti aturan KUHAP.
Kendala yang berpeluang akan dihadapi korban pemerkosaan,
dalam menuntut haknya berdasarkan pasal penggabungan perkara
yang diatur Qanun Acara Jinayat, antara lain adalah proses
permohonannya yang tidak sederhana, dan restitusi tidak akan
diterima sama sekali oleh korban, karena pelaku tidak mampu
membayar, atau korban mendapatkan restitusi, namun tidak sesuai
dengan permohonan yang diajukan, dan akan lebih menyulitkan
lagi, jika korban pemerkosaan harus membuktikan kerugian yang
dideritanya, baik itu kerugian yang bersifat materi maupun
nonmateri. Kesulitan tersebut berasal dari proses pembuktian
secara surat atau kuitansi, yaitu apabila pihak korban diminta untuk
menunjukkan dan membuktikan keabsahan kuitansi yang ia miliki,
sehingga akan menguras banyak tenaga, biaya, dan waktu korban
atau keluarganya, padahal pada saat yang sama korban dan
keluarganya sudah cukup lelah dan menderita baik secara lahir
maupun batin untuk kemudian harus menyibukkan diri membuat
permohonan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk
hal tersebut, maka untuk itu aturan mengenai restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh perlu dilakukan perbaikan agar lebih perinci
dan efisien dalam mewujudkan kemaslahatan baik bagi korban
maupun pelaku pemerkosaan.

**'Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah

Tawaran Mekanisme Baru”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No.1,
Januari-Maret 2015, h. 56. Danil Rahmatsyah et al., “Implementasi Penerapan
Ganti Kerugian Terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh”, Kanun Jurnal
liImu Hukum, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016, h. 274. Irawan Adi Wijaya dan Hari
Purwadi, “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak
Pidana”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No.2, 2018, h. 94-
95.
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4. Perbandingan  ketentuan  restitusi  untuk  korban
pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan fikih

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, yaitu
mengenai  pengertian  restitusi  bagi  korban pemerkosaan,
bentuknya, prosedur permohonan, dan eksekusinya, baik itu
menurut perspektif fikih, Qanun Jinayat, maupun Qanun Acara
Jinayat, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara
ganti rugi yang diatur dalam Qanun Jinayat dengan ganti rugi yang
dijelaskan dalam fikih. Perbedaan tersebut dapat dirincikan dalam
tabel berikut:

Materi Menurut Qanun

| Menurut Fikih
Jinayat

e Hukuman
takzir berupa
cambuk
paling sedikit
125 kali dan
paling
banyak 175
kali.

e atau denda

Hukuman hudud,
namun para fukaha

Hukuman bagi
pelaku pemerkosaan

paling sedikit
1.250 gram
emas murni
dan paling
banyak 1.750
gram emas
murni

e atau penjara
paling
singkat 125
bulan, paling
lama 175
bulan.

berbeda pandangan
mengenai jenis
hukuman yang harus
diterapkan, apakah
hudud zina atau
hudud Airabah
(perampokan).
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Prosedur yang harus
dilalui korban untuk

Dengan mengajukan
permohonan
restitusi, dan
mengajukan alat

Langsung

diputuskan hakim
bersamaan dengan
putusan hukuman

memperoleh restitusi | bukti untuk fisik, tanpa harus
membuktikan isi mengajukan
permohonan. permohonan.
e Berupa emas

murni, e Al-Aukzmah
maksimal al-‘adl,
750 gram, berupa
dengan mahar misil,
memper- ursy al-
timbangkan bikarah, atau
kemampuan kerugian-
keuangan kerugian
terhukum. lainnya.

Bentuk restitusi e Tidak e Menurut
diwajibkan sebagian
membayar fukaha, al-
berlipat daman wajib
ganda sesuai dibayar
jumlah berlipat
pemerkosaan ganda sesuai
Jika jumlah
dilakukan pengulangan
berulang pemerkosaan
kali.

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa ganti rugi bagi
korban pemerkosaan menurut perspektif fikih tampaknya lebih

sederhana diimplementasikan,

dan

peluang korban

untuk

memperolehnya lebih besar, dibanding dengan aturan ganti rugi
bagi korban pemerkosaan yang dimuat dalam Qanun Jinayat.
Kendati ada perbedaan, antara bentuk ganti rugi bagi korban
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pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, dan yang terdapat dalam fikih,
namun keduanya tetap memiliki persamaan yang mendasar, yaitu
merupakan ganti rugi yang besarannya sama-sama ditetapkan oleh
hakim, yang dalam istilah fikih disebut sebagai al-Aukazmah al-‘adl.

Al-aukimah  al-‘adl adalah kewajiban ganti rugi dalam
bentuk materi yang berhak  diterima korban pidana, yang
besarannya diputuskan hakim, yaitu ketika kadar ganti ruginya
tidak diatur syariat.*** Dalam perkara pemerkosaan, peneliti
sepakat dengan besaran ganti rugi yang telah diatur Qanun Jinayat,
yaitu sebanyak-banyaknya 750 gram emas murni sebagai
implementasi al-daman al-itl4f, dibanding dengan pendapat fukaha
yang mewajibkan mahar misil dan ursy al-bikarah saja.

Ganti rugi dalam bentuk emas murni bagi korban
pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Jinayat, dinilai lebih sesuai
dan lebih logis dengan kondisi kekinian, yaitu untuk memenuhi
kebutuhan dan menata kembali kehidupan korban pemerkosaan
yang telah terpuruk dengan penderitaan fisik dan aib yang
ditanggungnya.

Apabila ganti rugi yang diberikan bagi korban pemerkosaan
hanya berupa mahar misil ditambah ursy al-bikarah bagi korban
yang masih perawan, menurut peneliti masih belum memenuhi
kebutuhan korban pemerkosaan untuk masa sekarang ini, karena
akibat yang ditanggung oleh korban pemerkosaan pada masa
sekarang jangkauannya lebih luas, dibanding masa saat para fukaha
berijtihad dalam menentukan ganti rugi bagi korban pemerkosaan,
di antara kerugian yang diderita korban pemerkosaan pada masa
sekarang namun tidak ada pada masa dahulu, misalnya kerugian
yang mengancam masa depan korban karena putus pendidikan
formal, baik pada jenjang sekolah atau tingkat lebih tinggi, akibat
dari trauma dan perasaan malu yang ditanggungnya, sehingga
butuh biaya besar untuk memindahkan korban kepada lingkungan
baru yang kondusif, agar dapat membantu mengeluarkannya dari

*\Wizarah al-Awgaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsa‘ah al-

Fighiyyah..., jid. XVII1, h. 68.
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keterpurukan dan membuatnya rela menerima takdir, demikian
halnya biaya berobat yang tidak ditanggung asuransi kesehatan,
yang kesemua itu tidak akan cukup ongkosnya hanya dengan
mengandalkan mahar misil atau ursy al-bikarah saja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ketentuan
ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam Qanun
Jinayat telah tepat, yaitu sebagai al-daman al-itlaf untuk memenuhi
kebutuhan korban pemerkosaan, dengan syarat ganti rugi tersebut
merupakan bagian dari hukuman pokok, yang tetap diwajibkan
majelis hakim walau tanpa diawali permintaan korban atau
keluarganya, dan yang paling penting adalah harus ada solusi
ketika pelaku atau keluarganya tidak sanggup membayar sebagian
atau keseluruhan ganti rugi tersebut, agar implementasi ganti rugi
bagi korban pemerkosaan benar-benar terwujud.

Aturan Qanun jinayat yang mengharuskan korban
pemerkosaan memohon ganti rugi dari pelaku, hingga saat ini
menjadi salah satu penghambat implementasi restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh, sebab berdasarkan penelitian yang pernah
dilakukan, diketahui bahwa hampir semua korban kejahatan baik
itu korban pemerkosaan maupun kejahatan lainnya, rata-rata
kurang mendapat informasi, bahkan tidak mengetahui sama sekali
perihal adanya hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi, karena
itu sangat jarang ada korban yang meminta restitusi.**® Apalagi
berdasarkan peraturan yang ada, hakim tidak dapat mewajibkan
pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi korban tanpa ada
permohonan restitusi dari pihak korban, jika hanya mengacu
kepada permohonan yang diajukan pihak korban untuk menuntut
restitusi, maka ketika tidak diajukan permintaan, akan hilanglah
haknya untuk memperoleh ganti rugi. Oleh sebab itu, menjadikan
restitusi sebagai hukuman pokok tak terpisahkan dari hukuman
badan atau hukuman denda yang harus dijalani pelaku, serta dapat
diputuskan hakim sekalipun tanpa didahului permohonan, adalah

**Rizkal, dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak..., h. 36.

Danil Rahmatsyah et al., “Implementasi Penerapan Ganti Kerugian..., h. 275.
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salah satu solusi untuk mewujudkan ganti rugi bagi korban
pemerkosaan, dengan demikian hak korban pemerkosaan untuk
memperoleh ganti rugi dari pelaku tidak akan pernah terabaikan.

5. Deskripsi implementasi restitusi di Aceh

Pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan
sengaja menyerang kehormatan seseorang, para korban dalam
perkara ini umumnya adalah kaum perempuan. Sebagaimana telah
dibahas sebelumnya, bahwa pelaku pemerkosaan selain mendapat
hukuman badan juga harus membayar ganti rugi bagi korbannya,
namun implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh
sampai saat ini masih tergolong sangat minim, hal ini diketahui
berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah
Syar’iyah yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh,”** yang
diputuskan dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan
Juli 2020, ditemukan sebanyak 54 putusan terkait perkara jarimah
pemerkosaan,** dari 54 putusan tersebut hanya ada 2 putusan yang
mewajibkan pelaku membayar ganti rugi (restitusi) bagi korbannya,
sedangkan yang lainnya tidak ada. Sebagaimana yang tampak pada
tabel di bawah ini:

No | Mahkamah Jumlah Hukuman | Penerapan
Syar’iyah putusan yang hukuman
jarimah diputuskan | restitusi
pemerkosaan | bagi
pelaku
1 | Blangkejeren | 2 putusan Penjara Tidak ada
2 | Calang 1 putusan Cambuk Ada, yaitu
berupa
uang sejumlah

*“Sampai saat ini terdapat 23 Mahkamah Syar’iyah di seluruh

Kabupaten/Kota dalam provinsi Aceh.

*>pytusan-putusan tersebut diakses pada direktori putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang diunggah pada laman:
https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/agama.
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Rp15.000.000,-
(Lima belas
juta rupiah)
3 | Kutacane 2 putusan Penjara Tidak ada
4 | Lhoksukon 2 putusan Penjara Tidak ada
5 | Idi 1 putusan Penjara Tidak ada
6 | Lhokseumawe | 5 putusan Penjara Hanya satu
putusan yang
mewajibkan
restitusi berupa
emas murni
dengan berat
total
sebanyak180
gram yang
dibagi sama
rata kepada 6
orang korban
7 | Meulaboh 6 putusan Penjara Tidak ada
8 | Jantho 1 putusan Penjara Tidak ada
9 | Kota 2 putusan Penjara Tidak ada
Subulussalam
10 | Singkil 11 putusan | 9 putusan | Tidak ada
pelaku
dihukum
penjara, 1
putusan
pelaku
dihukum
cambuk,
dan
1 putusan
pelaku

dihukum
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cambuk +
penjara.

11

Simpang Tiga
Redelong

3 putusan

2 putusan
pelaku
dihukum
penjara,
dan 1
putusan
pelaku
dihukum
cambuk +
penjara.

Tidak ada

12

Takengon

6 putusan

2 putusan
pelaku
dihukum
cambuk,
dan 4
putusan
pelaku
dihukum
penjara.

Tidak ada

13

Tapaktuan

9 putusan

7 putusan
pelaku
dihukum
cambuk,
dan 2
putusan
pelaku
dihukum
penjara

Tidak ada

14

Sabang

1 putusan

Penjara

Tidak ada

15

Suka Makmue

2 putusan

1 putusan
pelaku
dihukum

Tidak ada
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cambuk,
dan 1
putusan
lagi pelaku
dihukum
penjara

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa penerapan restitusi
bagi korban pemerkosaan di Aceh masih belum terwujud sesuai
harapan, sehingga membuat hak-hak korban untuk pemulihan
kerugiannya secara materi maupun nonmateri tidak terpenuhi
dengan baik. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui,
bahwa pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan terhambat
setidaknya karena dua hal yaitu: pertama, karena pembebanan
restitusi atas terdakwa berpatokan pada permintaan korban, baru
setelahnya ~ majelis  hakim mempertimbangkan untuk
mewajibkannya kepada terdakwa, dan yang kedua, dalam
penentuan besaran restitusi, majelis hakim mengacu kepada
keadaan finansial terdakwa, bukan kepada kerugian yang diderita
korban.**

Kedua faktor penentu penerapan restitusi bagi korban
pemerkosaan di Aceh tersebut perlu ditinjau ulang, karena
umumnya korban pemerkosaan adalah orang awam yang kurang
paham tentang peraturan perundang-undangan termasuk Qanun
Jinayat, juga biasanya tidak mendapat informasi dari penyidik
tentang haknya mendapat restitusi,*’ karena ketidaktahuan tersebut
menyebabkan mereka tidak membuat permintaan. Penentuan
besaran restitusi dengan mempertimbangkan keuangan terdakwa,
juga menyebabkan implementasi restitusi tidak sesuai permintaan
korban, karena berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan

**®pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 Qanun Jinayat.

Rizkal, dan Mansari, “Pemenuhan Ganti Kerugian..., h. 42. Sujoko,
“Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHAP terhadap
Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang”, Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, him. 170.

247
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perkara jarimah pemerkosaan diketahui, bahwa rata-rata pelaku
pemerkosaan adalah orang-orang yang lemah secara finansial,**®
sehingga meskipun kadang restitusi diberikan, namun besarannya
tidak sesuai permintaan. Hal tersebut jelas merugikan korban
pemerkosaan, padahal keberadaan restitusi bagi korban
pemerkosaan menjadi hal yang esensial dalam rangka pemulihan
kondisinya baik secara fisik maupun mental.

Dalam rangka mewujudkan penerapan ganti rugi bagi
korban pemerkosaan di Aceh, yang selama ini masih belum
terimplementasi dengan baik, maka ditawarkan tiga hal yang dapat
dijadikan sebagai solusi. Hal pertama adalah; menjadikan restitusi
sebagai hukuman pokok yang tidak terpisahkan dari hukuman
badan yang harus diterima pelaku pemerkosaan, dengan demikian
sekalipun restitusi tidak diminta oleh korban pemerkosaan, maka
dapat dipastikan bahwa ganti rugi tersebut tidak akan terabaikan.
Hal ini diyakini tidak berlebihan, sebab berdasarkan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbag, Rasulullah saw.
pernah mewajibkan seorang laki-laki memberi ganti rugi bagi
seorang perempuan yang telah disetubuhinya, sekalipun tidak
diminta oleh korban, yaitu apabila laki-laki tersebut terbukti
melakukan pemerkosaan.’*’

Penetapan ganti rugi sebagai bentuk hukuman pokok atas
pelaku pemerkosaan yang tetap harus diberi bagi korbannya,
sekalipun tanpa diawali permohonan, juga dipahami dari
pernyataan para fukaha yang mewajibkan al-daman bagi korban
pemerkosaan. *° Menurut mereka ganti rugi adalah suatu

*®Dalam putusan-putusan terkait jarimah pemerkosaan yang telah

dipelajari diketahui bahwa umumnya pelaku pemerkosaan adalah orang-orang
yang berpenghasilan rendah, profesi pelaku antara lain adalah sebagai petani,
nelayan, buruh bangunan, pekebun, mahasiswa, guru, sedang usia sekolah, serta
tidak memiliki pekerjaan tetap.

***Hadis ini telah disebutkan pada halaman 121-122.

>%Malik Bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrz, , jld. 1V, h. 517. Yasuf
bin ‘Abdillah al-Qurtubi, al-K4fz.., jld. 11, h. 1073. Khalf bin Abi al-Qasim, al-
Tahdaib..., jld. 1V, h. 408. Al-Syafi‘i, al-Umm, jld. VI, h. 168. Al-Nawawi,
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Rawgdah al- 74dlibm..., jid. V, h. 60, jld. VII, h. 288, jld. IX, h. 304, dan jld. X, h.
96. lbnu Qudamah, al-Mughnj jld. VIII, h. 476. Mansar bin Yanus al-Buhuatf,
Syar A al-Muntaha..., jld. V, h. 279.

Contoh putusan hakim dan pendapat fukaha yang secara tegas

menyatakan kewajiban pemberian ‘ganti rugi bagi korban pemerkosaan,
penganiayaan, atau korban yang menderita luka perasaan (al-darar al-ma ‘nawi)
lainnya, meski tanpa diawali permintaan korban adalah sebagai berikut:

a.

‘Alf bin Abt Talib pernah mengadili perempuan yang merobek selaput
dara temannya dengan menggunakan jari tangan, kemudian ‘Alt
mewajibkan atas pelaku untuk membayar ursy al-bikarah tanpa ada
permintaan dari pihak korban. Lihat: Muhammad Taqi al-Din, Qada’
Am# al-Mu’minin ‘Ali bin Abs 74lib, (Beirut: Muassasah al-‘A’lami,
1983), h. 41.

‘Abd al-Malik bin Marwan pernah mengadili perkara pemerkosaan yang
dilakukan seorang laki-laki, diantara hukuman yang diputuskan adalah
mewajibkan atas pelaku untuk memberi mahar bagi wanita yang telah
diperkosanya. Lihat: Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubrgz, , jld. VIII, h. 411.
Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, al-Muntaqa Syars al-Muwarza’, jld.
V, h. 268.

Abu Yusuf —salah seorang ulama mazhab Hanafi yang terkemuka—
menerangkan bahwa korban penganiayaan sekalipun ringan berhak

mendapat ganti rugi (<i N o j) atas rasa sakit yang diderita, yang jumlah

ursy tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim (al- Aukazmah
al-‘adl) dengan mempertimbangkan derita yang ditanggung korban.
Lihat: al-Hasfaki, al-Durr al-Mukhtar Syars Tanwir al-Absar, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), jld. VI, 586.

Muhammad bin al-Hasan —salah satu pemuka mazhab Hanafi—
menerangkan bahwa pada penganiayaan yang menyebabkan korban
menderita luka yang bernanah sekalipun tidak membekas saat pulih,
hakim wajib untuk memutuskan ganti rugi (al-aukamah al- ‘adl) bagi
korban dengan mempertimbangkan kadar sakit yang dideritanya. Lihat:
al-Sarakhsi, al-Mabsar, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993), jld. XXVI, h.
26.

Ulama mazhab Syafii berpandangan bahwa hakim harus mewajibkan
ganti rugi atas pelaku penganiayaan terhadap orang lain, sekalipun
penganiayaan yang dilakukan tersebut ringan seperti tamparan,
pemukulan, dan lain sebagainya. Lihat: Zakariyya al-Ansari, Fat/ al-
Wahhab bi Syars Minhgj al-7ullab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jid. II,
h. 173.
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kewajiban yang dibebankan atas pelaku pemerkosaan selain dari
hukuman fisik yang harus diterimanya. Bahkan sebahagian mereka
menegaskan, bahwa ganti rugi bagi korban pemerkosaan harus
diberikan berganda sejumlah pengulangan pemerkosaan yang
dilakukan terhadap korban.

Hal kedua vyang ditawarkan sebagai solusi untuk
mewujudkan implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan di
Aceh adalah; menjadikan kerugian dan efek negatif yang diderita
korban pemerkosaan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan besaran ganti rugi yang wajib dibayar pelaku, bukan
hanya mempertimbangkan keadaan keuangan pelaku pemerkosaan
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat.
Usulan tersebut perlu dipertimbangkan untuk kemudian diterapkan,
mengingat yang benar-benar dirugikan dalam kasus pemerkosaan
adalah korbannya, dan kerugian yang diderita oleh korban
pemerkosaan tidak terbatas pada kerugian materi saja, melainkan
menimpa hal-hal yang sifatnya nonmateri. Hal-hal lain yang
seharusnya patut menjadi bahan pertimbangan hakim, dalam
menentukan besaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan adalah
keperawanan, usia, dan pendidikan korban pemerkosaan. Setelah
mempertimbangkan hal-hal tersebut, baru kemudian majelis hakim
mengambil keputusan dalam menentukan besaran restitusi yang
harus dibayar pelaku pemerkosaan bagi korbannya. Dengan
pertimbangan-pertimbangan yang telah disebut di atas, diyakini
korban pemerkosaan akan mendapat ganti rugi dengan besaran
yang adil dan berpihak kepadanya, supaya dapat memulihkan
kerugiannya baik itu yang bersifat materi maupun nonmateri, juga
sebagai upaya penerapan teori al-jawabir yaitu pemulihan kerugian
yang meliputi penderitaan lahir dan batin.

f.  Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni menegaskan bahwa orang
yang tergangu mentalnya, seperti trauma akibat pemerkosaan atau
kekerasan lainnya, wajib diputuskan hakim untuk memperoleh ganti
rugi tanpa harus diawali permintaan pihak korban. Lihat: Ibnu
Qudamah, al-Mughnj; jld. VIII, h. 465.
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Berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan terkait
jarimah pemerkosaan di Aceh, yang diputuskan dalam rentang
waktu tahun 2015 sampai Juli 2020, ditemukan bahwa hanya ada
dua putusan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi
bagi korbannya, yaitu putusan nomor 6/JN/2020/MS.Cag yang
diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Calang, dan putusan nomor
05/JN/2019/MS.Lsm yang diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe, dalam kedua putusan tersebut ganti rugi yang
diwajibkan atas pelaku tidak sesuai permintaan korban, hal itu
terjadi karena dalam menentukan besarannya majelis hakim hanya
mempertimbangkan keadaan keuangan pelaku.”*

Apabila keadaan keuangan pelaku menjadi satu-satunya
pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat,

251

Dalam putusan nomor 6/JN/2020/MS.Cag. yang diputuskan oleh
majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Calang pada hari Jumat tanggal 19 Juni
2020, diterangkan bahwa bahwa korban pemerkosaan melalui ibu kandungnya
meminta agar terdakwa dibebankan membayar restitusi kepada korban uang
sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa melalui
ayahnya menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp15.000.000,- (Lima
belas juta rupiah), maka dengan pertimbangan karena terdakwa belum memiliki
penghasilan dan masih berada dalam tanggungan orangtuanya lalu majelis hakim
memutuskan jumlah yang disanggupi oleh pihak terdakwa tersebut sebagai ganti
rugi bagi korban. Padahal yang menjadi korban pemerkosaan adalah seorang
anak yang masih usia Sekolah Menengah Atas dan telah diperkosa berulang kali
oleh terdakwa.

Demikian halnya dengan putusan nomor 05/JN/2019/MS.Lsm yang
diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 30
Januari 2020. Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa para korban sebanyak
6 orang melalui orangtuanya meminta ganti rugi berupa emas murni dengan
jumlah total seberat 656.25 gram, akan tetapi majelis hakim memutuskan ganti
rugi yang harus diberikan kepada mereka adalah emas murni dengan total berat
180 gram yang dibagi sama rata kepada 6 orang korban. Padahal pemerkosaan
telah dilakukan terdakwa lebih dari satu kali terhadap 6 orang anak yang
merupakan murid terdakwa sendiri, dan terdakwa adalah pimpinan lembaga
tempat para korban menuntut ilmu.
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maka diyakini peluang korban pemerkosaan untuk memperoleh
ganti rugi akan selalu termarginalkan, jikapun diberikan, maka
nominal yang dibayar tidak sepadan dengan kerugian yang diderita
korban, keyakinan ini berdasarkan kepada penelitian yang telah
dilakukan terhadap putusan-putusan terkait jarimah pemerkosaan,
dari penelitian tersebut diketahui bahwa hampir semua pelaku
pemerkosaan adalah orang-orang yang berpenghasilan kecil serta
berpendidikan rendah.

Hal yang ketiga yang ditawarkan sebagai solusi adalah;
pemerintan - Aceh wajib menyalurkan hak gharim dari
perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal untuk pelaku
pemerkosaan, guna melunasi restitusi yang tidak sanggup
dilunasinya karena ketidakmampuan dari segi ekonomi. Restitusi
yang diwajibkan atas pelaku pemerkosaan harus dibayarnya untuk
korban, dan menjadi utang yang tetap berada atas pundaknya
hingga selesai dilunasinya. Kondisi kebanyakan pelaku
pemerkosaan yang lemah secara finansial, sampai saat ini masih
menjadi salah satu faktor utama penghambat penerapan restitusi
untuk korban pemerkosaan. Mengenai solusi yang ketiga ini akan
dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan selanjutnya, yaitu
tentang kewajiban negara terhadap pelaku pemerkosaan.

C. Kewajiban Negara Membantu Pelaku Pemerkosaan
Melunasi Restitusi Menurut Perspektif Fikih

Pelaku pemerkosaan adalah orang yang telah melakukan
maksiat dan menyakiti pihak lain yang menjadi korbannya, yaitu
dengan cara memaksanya melakukan hubungan seksual, baik
disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun tidak
disertai dengan kedua hal tersebut, pemaksaan untuk melakukan
hubungan seksual tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan yang
sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara.
Pidana pemerkosaan dalam istilah para fukaha disebut dengan al-
ikrah ‘alz al-zing, yaitu pemaksaan untuk berbuat zina, karena itu
sebagian fukaha berpandangan bahwa negara wajib menerapkan
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hukuman had zina atas pelakunya,” karena tujuan pemerkosa
dalam perbuatannya serupa dengan tujuan pelaku zina, yaitu sama-
sama bertujuan untuk memenuhi hasrat biologisnya

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu,
selain mendapat hukuman fisik, pelaku pemerkosaan juga wajib
membayar ganti rugi bagi korban, sekalipun tanpa diawali
permintaan. Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan
sepenuhnya menjadi kewajiban pelaku, namun apabila ia tidak
mampu secara finansial, maka negara harus membantunya untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut.

*>’para fukaha terbagi kepada dua aliran pendapat mengenai hukuman

atas pelaku pemerkosaan, aliran pendapat pertama berpandangan bahwa
hukuman pemerkosaan jika terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, maka
hukumannya adalah hudud liwat, jika pelaku laki-laki dan korbannya
perempuan, maka hukumannya adalah hudud zina, jika pelaku pemerkosaan
adalah perempuan dan korbannya juga perempuan, maka hukumannya adalah
hukuman homoseks sesama wanita (muszhagah). Yang berpendapat demikian
adalah jumhur fukaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali.

Argumen jumhur fukaha untuk pendapat mereka di atas adalah karena
pelaku pemerkosaan telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman
hudud atau takzir. Oleh sebab itu, ketika para pelaku terbukti melakukan
kejahatan tersebut, maka mereka berhak menerima hukumannya, sedangkan
korban tidak dihukum karena ia merupakan pihak yang terpaksa.

Aliran pendapat kedua berpandangan bahwa pelaku pemerkosaan harus
dihukum dengan hudud perampok (zirabah). Yang berpendapat demikian adalah
sebahagian fukaha dari kalangan mazhab Maliki dan sebahagian fukaha mazhab
Syafii.

Argumen aliran pendapat kedua adalah karena pelaku pemerkosaan
telah secara terang benderang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang
diharamkan, dan telah melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu merenggut
kehormatan orang lain secara paksa sehingga berhak dihukum dengan hudud
Airdbah. Lihat: Al-Kasani, Badai’ a/-Sana‘i’, jld. VII, h. 181. Ibnu ‘Abidin, Rad
al-Muhtar..., jld. IV, h. 30. Imam Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrz,
jld. 1V, h. 509. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., jid. IV, h. 108 dan 215.
Muhammad bin Idris al-Syafi‘t, al-Umm, jil. IIl, h. 149. Zakariyya bin
Muhammad al-Ansari, Asna al-Maalib..., jld. 1V, h. 132. lbnu Qudamah, al-
Mughnj (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), jld. 1X, h. 59. lbnu Hazm, al-
Mugallz, jld. VII, h. 204.
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1. Dalil kewajiban negara membantu pelunasan restitusi
pelaku pemerkosaan
Pemerintah wajib membantu pelaku pemerkosaan untuk
melunasi sebagian atau bahkan keseluruhan kewajiban ganti rugi
yang tidak sanggup dilunasinya, yaitu dengan cara menyalurkan
harta zakat yang terhimpun dalam perbendaharaan baitul mal.
Kewajiban tersebut adalah berdasarkan teori kewajiban negara
yang telah dibahas oleh para fukaha,?*® dan beberapa dalil berikut:
a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Migdam al-Syami yang
bunyinya:

B4 amle ol olgy) Lfg L2 Aasl S5 ¥ 2 s G

Artinya:
“Aku mewarisi harta pusaka dari orang yang meninggal
yang tiada ahli warisnya, aku bertanggungjawab membayar
ganti rugi yang dipikulnya serta mewarisi harta yang berhak
diterimanya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis serupa juga diriwayatkan olen Aba Dawud
dengan sedikit perbedaan redaksi yaitu:

=

5505415 sholy,y &l dpte 8T A& Y 55 &yl5 G

Artinya:

“Aku mewarisi harta pusaka dari orang yang meninggal
yang tiada ahli warisnya, aku bertanggungjawab melunasi
ganti rugi yang dipikulnya, dan mewarisi harta yang berhak
diterimanya.” (HR. Abu Dawud).

Kedua hadis di atas menerangkan, bahwa sebagai
pemimpin negara Rasulullah saw. merupakan wali dan
bertanggungjawab terhadap orang-orang mukmin, harta
warisan mereka diterima Nabi untuk diserahkan ke baitul

*>3L_jhat halaman 89-95 dari disertasi ini.

»%bnu Majah, Sunan lbnu Mzah, (T.tp: Dar lhya’ al-Kutub al-
'Arabiyyah, t.t.), jid. 11, h. 879.

>>Aba Dawud, Sunan Ab7 Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-<Asriyyah,
tt), jid. 111, h. 123.



158

mal, yaitu apabila yang meninggal tidak memiliki ahli
waris,”® sebagai pemimpin negara Rasulullah saw. juga
turut memikul tanggung jawab rakyatnya yang dibebankan
untuk membayar ganti rugi, namun tidak sanggup
dilunasinya, demikian juga sebaliknya, negara berhak
menerima ganti rugi yang diberikan pelaku pidana ketika
tidak ada penerima dari pihak korban.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Busyayr bin Yasar, bunyinya:
5o 15 O s &k T 8 i 4 08 Y e Yl O
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Artinya:

“Seorang laki-laki dari kaum Ansar, bernama Sahl bin
AbT Hathmah menceritakan kepada perawi,® bahwa
sekelompok orang dari kaumnya pergi ke Khaibar dan
mereka terpisah di sana, lalu mereka menemukan salah
seorang dari rombongan mereka mati terbunuh. Lalu
mereka berkata kepada penduduk setempat: kalian telah
membunuh teman kami, mereka menjawab: kami tidak
membunuhnya dan kami tidak tahu pembunuhnya,

256

Al-Syawkani, al-Sayl al-Jarrar, (T.tp: Dar Ibnu Hazm, t.t.), h. 681.
»’Al-Bukhari, Sahih al-Bukharj (T.tp: Dar Taq al-Najah, 1422 H),
jld. 1X, h. 9.

258

Yaitu Busyayr bin Yasar.
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kemudian mereka berangkat dan menghadap Rasulullah
saw. lalu berkata: ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar
kemudian kami menemukan salah seorang teman kami
terbunuh, Nabi berkata: bicaralah yang paling tua umurnya
di antara kalian, kemudian Nabi berkata: mana bukti
kalian yang menerangkan pelaku pembunuhan, orang-orang
Ansar tersebut berkata: kami tidak mempunyai bukti.
Nabi berkata: kalau begitu mereka harus bersumpah —
yaitu penduduk tempat di mana ditemukannya jasad korban
pembunuhan—, mereka Dberkata: kami tidak suka
dengan sumpah orang Yahudi. Nabi tidak ingin
menyia-nyiakan darah korban yang telah tumpah lalu
beliau membayarnya dengan seratus ekor unta yang diambil
dari harta zakat.” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas diketahui, bahwa harta zakat dapat
disalurkan untuk melunasi ganti rugi berupa diat bagi
keluarga korban pembunuhan, perbuatan Nabi dalam hadis
di atas adalah contoh kewajiban pemimpin negara dalam
menyelesaikan  persengketaan yang terjadi  dalam
masyarakat. Dari hadis itu juga dapat dipahami, bahwa
ganti rugi berupa diat dapat dibayar dengan harta zakat,
padahal jumlahnya begitu besar yaitu seratus ekor unta,
maka tentu ganti rugi yang jumlahnya lebih kecil dari diat
tidak ada larangan untuk dibayar dengan harta zakat.

c. Pendapat ‘Ali bin Abi Talib yang disampaikan kepada
‘Umar bin Khattab perihal seorang muslim yang tewas
namun pembunuhnya tidak diketahui, terkait hal tersebut
‘All menyatakan:

259.(,.1.“,4 Z_SJ.A\ 62 iua.zi N u:}-u‘jl\ ﬂ.AT \i

*%Ibnu Qudamah, al-Mughnj jld. VI, h. 397. ‘Abd al-Razzaq al-
San‘ani, al-Mugannaf, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), jld. X, h. 35. Al-
Bayhagq, al-Sunan al-Sag, (Pakistan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, 1989),
jid. 111, h. 258. Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-



160

Artinya:
“Wahai amirul mukminin, darah orang Islam tidak boleh
disia-siakan.”

Mendengar pernyataan ‘Ali tersebut, ‘Umar sebagai kepala
negara pada masa itu, kemudian membayar diat untuk
keluarga korban dari harta baitul mal. Pernyataan ‘Ali dan
perbuatan ‘Umar dalam riwayat di atas dapat menjadi
landasan untuk mewajibkan negara membayar ganti rugi

bagi korban pemerkosaan, sebab arti kata “#>” dalam bahasa

Arab hakikatnya adalah darah atau luka walaupun darah
yang keluar itu sedikit,®® akan tetapi ganti rugi dalam
perkara pemerkosaan bukan berupa diat, sebagaimana yang
harus diberikan bagi keluarga korban pembunuhan, ganti
rugi untuk korban pemerkosaan adalah berupa ursy atau al-
hukimah al-‘adl untuk cedera atau penderitaan akibat ulah
pelaku, cedera dan penderitaan tersebut tidak boleh
diabaikan sebagaimana tidak boleh disia-siakannya darah
korban pembunuhan,®" bahkan rasa sakit lahir dan batin
yang ditanggung oleh korban pemerkosaan lebih lama akan
dirasakannya, sekalipun peristiwa tersebut telah berlalu,
berbeda halnya dengan korban pembunuhan, ia tidak lagi
merasakan penderitaan pembunuhan yang menimpanya saat
nyawa telah berpisah dari jasadnya, pihak keluarga saja
yang besar kemungkinan akan merasa tersakiti, maka untuk
memulihkan sakit hati dan meredam perasaan dendam,
syariat memberikan bagi mereka hak untuk menuntut Kisas
atau diat.

‘IImiyyah, 2003), jld. VIII, h. 214. Al-Bayhaqt, Ma ‘rifat al-Sunan wa al-Athar,
(Pakistan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, 1991), jld. XII, h. 182.

29Mujamma* al-Lughah al-<Arabiyyah, al-Mu jam al-Was, h. 98.
Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mawsaz‘ah al-
Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, jld. XX, h. 223.

261,
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Dari pembahasan mengenai dalil-dalil tentang kewajiban
negara membantu pelaku maupun korban kejahatan yang telah
diuraikan di atas dapat dipahami, bahwa syariat Islam memberi
perhatian besar bagi perlindungan jiwa manusia sehingga
menggolongkan perlindungan jiwa dari kerusakan menjadi salah
satu bagian dari tujuan penerapan hukum syariat yang harus
diwujudkan.

Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ahl al-sunnah wa al-
jama‘ah sepakat mengenai orang yang berkumpul pada dirinya
kebaikan dan kejahatan tetap berhak mendapatkan pemuliaan
sesuai kebaikannya, serta berhak pula memperoleh hukuman sesuai
dengan kejahatannya, sebagaimana pencuri yang miskin berhak
dipotong tangan ketika pencurian yang dilakukannya telah sampai
nisab potong tangan, kemudian setelah itu ia tetap berhak
memperoleh zakat dari baitul mal untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.®®*

Umat muslim saling bersaudara, harus saling membantu,
dilarang menyakiti pihak lain, baik dalam bentuk perkataan
maupun perbuatan. Mengenai hal ini Allah swt. berfirman dalam
surah al-Hujurat ayat 10, yang bunyinya:

Oash SISl 18815 288 50 G o 852 G301 )
Artinya:
“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu

perbaikilah hubungan antara saudaramu, dan bertakwalah kepada
Allah, supaya kamu dirahmati.”

Rasulullah saw. juga melarang perbuatan yang dapat
menyakiti sesama saudara, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
dari Abu Hurayrah, Nabi saw. bersabda yang bunyinya:

& rg“”“ 235 & V5 gl N5 deasld V3 deds S V5 delllE Y
V5 I Vg atlls ¥ el & el i) A0 st 1S ek
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Ibnu Taymiyyah, Majmz* al-Fatawa, (Madinah: Mujamma“ al-Malik
Fahd li Tiba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 1995), jld. XXVIII, h. 209.
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Artinya:

“Janganlah kalian saling mendengki, saling mencurangi,
saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian
kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya, jadilah kalian
hamba-hamba Allah yang bersaudara, orang muslim saudara bagi
muslim yang lain, tidak boleh menzalimi saudaranya,
merendahkan, dan tidak boleh menghinanya, takwa ada di sini —
beliau menunjuk ke dadanya tiga kali— telah menjadi buruk
seorang muslim apabila ia menghinakan saudaranya yang muslim.
Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, harta, dan
kehormatannya.” (HR. Muslim)

Tanggung jawab perlindungan hak-hak asasi manusia
menurut Islam dipikul oleh negara, hal ini tampak pada perwujudan
al-magasid al-syar/"ah yang tidak mungkin terlaksana dengan baik
kecuali dengan adanya keterlibatan negara dalam hal tersebut yang
diwakili oleh para penegak hukum dengan menjalankan peraturan-
peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian, setiap ada
pelanggaran terhadap salah satu dari hak-hak asasi yang dilindungi
dan dijamin oleh negara, maka sebagai pelaksana amanat rakyat
negara berkewajiban menyelesaikan perkara tersebut sebagai
bentuk perlindungan terhadap warganya.

2. Kategorisasi pelaku pemerkosaan dalam golongan penerima
zakat
Menurut perspektif fikih, negara dapat menyalurkan hak
gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal
untuk membantu pelunasan restitusi pelaku pemerkosaan yang
tidak mampu dilunasinya karena terkendala finansial. Beban

>Muslim, Safiz Muslim, jld. 1V, h. 1986.
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restitusi yang diwajibkan atas pelaku pemerkosaan adalah utang
yang tetap berada di pundaknya sampai kapanpun sehingga selesai
dilunasi.

Patut diketahui bahwa, berdasarkan telaah terhadap
putusan-putusan ~ Mahkamah  Syar’iyah  terkait  jarimah
pemerkosaan, diketahui ternyata hampir semua pelaku
pemerkosaan adalah orang-orang yang lemah secara finansial,®*
dari itu dapat dipastikan mereka tidak akan mampu untuk
membayar restitusi sebagaimana diatur Qanun Jinayat, sebab
nominalnya yang terbilang besar.

Sebelum membahas ketentuan hukum fikih mengenai
penyaluran hak gharim untuk melunasi restitusi yang tidak
sanggup dibayar pelaku pemerkosaan karena kendala finansial,
maka terlebih dahulu akan dijelaskan di sini definisi gharim.

Secara etimologi, gharim adalah orang yang memiliki
utang, sedangkan menurut terminologi, gharim adalah orang yang
memiliki utang dan tidak mampu melunasi utangnya.’®® Dalam
mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali, orang yang berutang ada dua
macam Yaitu: orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya

sendiri (wws =Ll o)\%), dan orang yang berutang untuk

kemaslahatan pihak lain (ex L2l #)), baik itu berutang untuk

mendamaikan antara dua pihak yang berselisih, atau untuk

***Berdasarkan penelitian terhadap 54 putusan terkait jarimah

pemerkosaan yang diputuskan Mahkamah Syar’iyah yang ada di seluruh
Kabupaten/Kota di Aceh dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan
Juli 2020, diketahui bahwa umumnya pelaku pemerkosaan adalah orang-orang
yang berpenghasilan rendah, profesi pelaku antara lain adalah sebagai petani,
nelayan, buruh bangunan, pekebun, mahasiswa, guru, sedang usia sekolah, serta
tidak memiliki pekerjaan tetap.

**Ibnu Nujaym, al-Bazr al-Ra’iq Syar/ Kanz al-Daqa’iq, (T.tp: Dar al-
Kitab al-Islami, t.t.), jld. Il, h. 260. Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami‘ al-
Bayan..., jld. XIV, h. 318. Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, Asna al-
Mazalib..., jid. 1, h. 397. Ibnu Qudamah, al-Mughnj; jid. VI, h. 480.
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menjamin utang orang lain, namun saat jatuh tempo ia dan
jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.**®

Orang yang berutang termasuk golongan penerima zakat
dari baitul mal supaya dapat melunasi utangnya, hal ini berdasarkan
firman Allah swt. dalam surah al-Tawbah ayat 60, yang bunyinya:
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Artinya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan urutan dalam ayat di atas, gharim adalah
golongan keenam yang berhak menerima zakat, baik ia berutang
untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun berutang untuk
mendamaikan dua pihak yang berselisih.”®’

Para fukaha sepakat bahwa ada 5 syarat yang minimal harus
dipenuhi seorang gharim, untuk kemudian membuatnya berhak
mendapat zakat dari baitul mal guna melunasi utangnya, Syarat-
syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Bukan keturunan kerabat Rasulullah saw. yaitu bani
Hasyim, terkait hal tersebut Nabi bersabda:

2°®yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, jld. 11, h. 633.
27y usuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, jld. 11, h. 633, dan 641-642. ‘Abd
al-Raziq Nasir Muhammad, Figh al-Zakah..., h. 122.



Artinya:

“Sesungguhnya sedekah ini adalah ibarat noda dari harta
yang dimiliki manusia, ia tidak halal untuk Muhammad dan
juga keluarga Muhammad.” (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas, zakat atau sedekah diumpamakan
sebagali noda yang mengotori harta, karena dengan
mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki seseorang menjadi
bersih dan suci dari hal-hal haram, begitu juga dengan jiwa
orang yang mengeluarkannya.

3. Berada dalam kondisi membutuhkan biaya untuk melunasi
utangnya. Jika yang berutang hanya butuh biaya untuk
melunasi setengah utangnya, maka baitul mal memberikan
zakat untuk melunasi sisa utangnya, namun jika ia sama
sekali tidak memiliki biaya untuk melunasi utang, maka
zakat yang diberikan untuknya sesuai keperluan untuk
melunasi utang. Syarat ini berlaku pada gharim untuk
kemaslahatan pribadi, sedangkan pada gharim untuk
kemaslahatan masyarakat umum, syarat ini tidak berlaku,
artinya dia boleh diberi zakat meskipun dia kaya.

4. Utang yang melilit gharim bukan pada hal-hal maksiat atau
pada hal-hal yang mubazir. Apabila seseorang terlilit utang
pada hal-hal maksiat seperti judi, minum khamar, zina, atau
lain sebagainya, maka ia tidak diberi zakat.

5. Waktu pelunasan utang gharim sudah sampai tempo.?*®

Al-Nawaw1 menerangkan bahwa pelaku maksiat yang
terlilit utang akibat maksiat yang dilakukannya, tetap berhak

2%Muslim, Safiz Muslim, jld. 11, h. 754.

*\izarah al-Awqaf wa al-Syu’an al-Islamiyyah, al-Mawsiz‘ah al-
Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, jld. XX, h. 223.Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah,
jld. 11, h. 635-637.
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mendapat bagian gharim dari perbendaharaan harta zakat, dengan
syarat yang bersangkutan telah bertobat dari maksiat yang
membuatnya terlilit utang, sebab dengan pertobatan itu akan
menghapus dosa-dosa maksiatnya.>”

Peneliti sependapat dengan pandangan al-Nawawi di atas,
sebab berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu dari Alquran
maupun hadis, semuanya menyatakan bahwa pertobatan akan
menghapus dosa-dosa maksiat. Dalil-dalil tersebut antara lain yaitu:

a. Firman Allah swt. dalam surah Ali ‘Imran ayat 135 dan 136
yang bunyinya:
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Artinya:
“Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu memohon
ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang
dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah, dan mereka
tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka
mengetahui. Bagi mereka itu balasannya ialah ampunan dari
Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah
sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Arti kata i:>b dalam ayat di atas adalah semua bentuk

perbuatan keji yang tidak layak diceritakan, tidak pantas
didengarkan, dan tidak pernah diizinkan Allah untuk

°Al-Nawawi, al-Majma* Syar A al-Muhadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr,
tt), jld. VI, h. 208. Al-Nawawi, Syar/ Sahih Muslim, (Beirut: Dar lhya’ al-
Turath al-*Arabit, 1392 H), jld. XVI, h. 192
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dikerjakan.””* Seperti perbuatan zina dan pemerkosaan,

sebab jumhur fukaha menggolongkan pemerkosaan bagian

dari zina sehingga dengan sebab itu pelakunya dihukum

dengan had zina.

Selanjutnya firman Allah swt. dalam surah al-Nisa’ ayat

110 yang bunyinya:
L“}))wwgw\w?d%jthj@yj

Artinya:

“Siapa saja yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya

dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya

la mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”

Kedua ayat di atas menerangkan, bahwa pertobatan adalah
suatu kewajiban yang harus dikerjakan setiap hamba yang
telah melakukan dosa, dan Allah swt. pasti akan menerima
tobat hamba-Nya, bahkan sangat senang mendapati hamba-
Nya yang mau bertobat.

Dalil ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin
Malik, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda yang
bunyinya:
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' Abii Ja‘far al-Tabari, Tafs# al- 7abar; jld. 111, h. 303, dan jid. VI, h.

*”Muslim, Saiz Muslim, jld. 1V, h. 2104.
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hamba-
Nya ketika ia bertobat pada-Nya, melebihi kegembiraan
seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya
dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian hewan yang
ditungganginya lari meninggalkannya, sedangkan pada
hewan tunggangannya itu diikat semua perbekalan makan
dan minumnya, sehingga dengan sebab itu ia menjadi putus
asa, lalu berjalan ke arah sebatang pohon dan tidur di bawah
naungannya dalam keadaan hati yang telah pasrah. Tiba-
tiba, ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya —
yang telah hilang beberapa saat lalu— tampak berdiri di
sisinya, melihat hal ini lalu ia memegang tali kendali
kendaraannya, karena saking gembiranya lalu berkata “Ya
Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu”
la salah ucap karena terlalu gembira.” (HR. Muslim).
Melalui pertobatan yang benar pelaku maksiat tidak lagi
berdosa, hal ini berdasarkan riwayat Abu ‘Ubaydah bin
‘Abdillah dari ayahnya, yang menceritakan bahwa Nabi
saw. pernah bersabda:
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Artinya:
“Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang

tiada berdosa.” (HR. Ibnu Majah, hadis ini derajatnya hasan
menurut al-Albani)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa, pelaku pemerkosaan yang telah bertobat dari
maksiat menjadi orang yang tiada berdosa, sehingga dengan
demikian dapat menerima hak gharim untuk melunasi utangnya
jika yang bersangkutan mempunyai utang, termasuk utang restitusi.

Pertobatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan mesti

diikrarkan di hadapan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah, sebab

”|pnu Majah, Sunan lbnu Majah, jld. 11, h. 1419.
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dengan rekomendasi majelis hakim Mahkamah Syar’iyah, barulah
kemudian pemerintah memiliki landasan untuk memerintahkan
baitul mal menyalurkan hak gharim kepada yang bersangkutan
supaya dapat melunasi restitusi yang diwajibkan atasnya.

Pertobatan yang harus dinyatakan oleh pelaku pemerkosaan
adalah tobat nasiha, yaitu pertobatan yang dinyatakan secara jujur
dan sungguh-sungguh, adapun syarat tobat naszha menurut para
ulama ada 6 yaitu:

a. Berniat ikhlas karena Allah, takut terhadap hukuman dan
mengharap pahala-Nya
Menyesali maksiat yang telah dilakukan
Menghentikan perbuatan maksiatnya
Bertekad kuat untuk tidak mengulangi maksiatnya
Jika berkaitan dengan manusia, apabila memungkinkan,
maka harus meminta izin, memohon maaf, serta
bertanggungjawab atas perbuatannya seperti
mengembalikan barang yang telah diambil atau dirusakkan,
atau membayar harganya
f. Pertobatan dilakukan saat masih terbuka pintu tobat yaitu
sebelum ajal menjemput, atau sebelum matahari terbit dari
arah barat.””

Persyaratan yang disebutkan oleh para ulama di atas tidak
terlalu sulit untuk dinyatakan oleh pelaku pemerkosaan, sehingga
dengan demikian majelis hakim Mahkamah Syar’iyah patut
membimbingnya untuk bertobat, sebab hal ini merupakan salah
satu tujuan utama dari penerapan hukuman atas pelaku jarimah,
yaitu membuatnya mendapat pelajaran untuk kemudian bertobat,
menyesali kesalahannya, dan tidak kembali melakukan maksiat
tersebut.

© o o0 o

"Mahmad bin Ahmad al-‘Ayni, ‘Umdat al-Qari Syarh Sahih al-
Bukhari (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.), jld. XXII, h. 279.
Muhammad bin Salih al-‘Uthaymin, Syarh Riyad al-Saliamn, (Riyadh: Dar al-
Watan, 1426 H), jld. VI, h. 601-602. ‘Abdullah bin Muhammad al-Ghunayman,
Syarh Kitab al-Tawad min Sahis al-Bukhari (Madinah: Maktabah al-Dar,
1405), jld. 11, h. 396. Ibnu Qudamah, al-Mughnj; jld. X, h. 181-182.
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Menurut sebagian fukaha, diat dalam pembunuhan sengaja
—yang merupakan kewajiban sepenuhnya untuk dilunasi dengan
harta pelaku— wajib dibayar oleh baitul mal dengan menyalurkan
hak gharim dari perbendaharaan harta zakat, yaitu ketika pelaku
tidak memiliki harta untuk melunasinya, atau tidak ada keluarga
(‘agilah) yang mau mendanainya.””> Jika pelaku pembunuhan
dengan sengaja boleh mendapat hak gharim untuk melunasi diat
yang dibebankan atasnya, maka pelaku pemerkosaan juga berhak
mendapat hak gharim untuk melunasi restitusi yang dibebankan
atasnya, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu melunasinya
karena kendala finansial, dan telah mengikrarkan pertobatan dari
maksiatnya. Bahkan penerima manfaat ganti rugi dalam jarimah
pemerkosaan umumnya adalah orang yang menjadi korban
langsung, yang memang sangat membutuhkan biaya untuk
pemulihan dan penderitaan yang menimpanya, sedangkan pada
jarimah pembunuhan, yang menerima manfaat ganti rugi adalah
ahli warisnya, sebab orang yang menjadi korban langsung telah
meninggal dunia.

Peraturan mengenai pembayaran ganti rugi bagi korban
pemerkosaan dengan menggunakan dana baitul mal —ketika
pelaku tidak mampu melunasinya— telah diatur dalam Qanun
Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.*’®

”|pnu Hazm, al-Mu/allZ bi al-Athar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. X,
282, dan jld. XI, h. 328. ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rahman al-Tamimi, Tawdih al-
Azkam min Buliagh al-Maram, (Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003), jld. VI, h.
165. ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyr:™ al-Jina’ral-Islamj; (Beirut: Dar al-Kitab
al-‘Arabi, t.t.), jld. I, h. 674. ‘Uthman bin ‘Alf al-Zayla‘i, Tabyh al-Haqa’ig...,
jld. VI, h. 181. Munla Khusra, Durar al- Hukkam..., jld. I, h. 126. Al-Hattab al-
Ru‘ayni al-Maliki, Mawashib al-Jald f7Syar/i Mukhtasar Khald, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1992), jld. VI, 268. Ibnu Hajar al-Haytami, Tu/fah al-Mu/taj f7 Syarh al-
Minh4j, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983), jid. IX, h. 30.

Untuk selanjutnya disingkat menjadi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019
tentang PPKTPA.
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Pada Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019
tentang PPKTPA diterangkan bahwa, Pemerintah Aceh dapat
memerintahkan baitul mal untuk membayar ganti rugi bagi korban
kekerasan di Aceh atau ahli warisnya. Korban kekerasan yang
dimaksud dalam ganun tersebut adalah perempuan dan anak-anak,
atau ahli waris korban yang mengalami kesengsaraan atau
penderitaan akibat dari kekerasan yang terjadi di provinsi Aceh,
dan kekerasan yang dimaksud dalam ganun tersebut termasuk
pemerkosaan.?”’

Setelah dilakukan telaah yang lebih mendalam diketahui,
ternyata dana yang dapat disalurkan baitul mal untuk membayar
ganti rugi bagi korban pemerkosaan atau korban kekerasan lainnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh No. 9
Tahun 2019 tentang PPKTPA, bukanlah dari perbendaharaan harta
zakat, melainkan dari harta ‘uqubat,”’® yaitu uang yang dihimpun
baitul mal Kabupaten/Kota dari denda-denda yang dibayar pelaku
jinayat di wilayah Aceh.

Jika pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan di
Aceh hanya mengandalkan harta ‘uqubat yang dihimpun baitul
mal, maka dapat dipastikan ganti rugi bagi korban pemerkosaan di
Aceh tidak akan terimplementasi sesuai harapan, sebab berdasarkan
penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah,
diketahui bahwa harta ‘uqubat yang masuk dalam rekening khusus
untuk menghimpun uang tersebut hingga saat ini masih sangat
minim,*”® untuk itu, penyaluran harta zakat yang dihimpun oleh

*’Lihat: Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pasal 1 angka 19, 23,
24, 25.

*®pasal 1 angka 45, Pasal 141, dan Pasal 143 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

7Y aitu berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 1189 putusan
terkait perkara jinayat yang diputuskan oleh 23 Mahkamah Syar’iyah yang ada di
seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dalam rentang waktu tahun 2015 sampai
dengan bulan Juli 2020,>”° hanya ada 3 putusan yang menghukum terdakwa
untuk membayar denda, yaitu satu putusan pada perkara jarimah maisir
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baitul mal adalah solusi yang sangat mungkin untuk pembayaran
ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh, karena harta zakat
merupakan salah satu harta yang paling produktif yang dikelola
oleh baitul mal.

3. Kemaslahatan pelunasan restitusi oleh negara
Sebagaimana  telah  dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya, bahwa keterlibatan negara membantu pelaku
pemerkosaan dalam hal pelunasan ganti rugi (restitusi) bagi korban
pemerkosaan dengan menyalurkan hak gharim dari perbendaharaan
harta zakat yang dihimpun baitul mal, adalah perkara yang boleh
berdasarkan dalil Alquran, hadis, dan menurut pendapat sebagian
fukaha. Hak tersebut wajib diimplementasikan sebagai upaya
perlindungan jiwa dan kehormatan manusia, yang keberadaannya
dijamin syariat.
3.1. Kemaslahatan bagi pelaku
a. Mewujudkan persamaan dan keadilan di hadapan hukum.
Apabila  pelunasan restitusi hanya  diwajibkan
pembayarannya dengan harta pelaku, maka restitusi hanya
dapat diwajibkan atas pelaku yang kaya saja, sebab hanya
orang kaya yang mempunyai harta untuk membayar
restitusi, sedangkan pelaku pemerkosaan yang miskin tidak
dapat diwajibkan membayar restitusi, karena mereka tidak
memiliki harta untuk melunasinya. Jika demikian halnya,
maka bertentangan dengan prinsip persamaan di depan

diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren yang menghukum terdakwa
membayar denda 1,5 gram emas murni, satu putusan pada perkara khamar
diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang menghukum
terdakwa untuk membayar 25 gram emas murni, dan satu lagi pada perkara
jarimah sengaja menyimpan khamar diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah
Sinabang yang menghukum terdakwa untuk membayar denda berupa uang
sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan catatan jika
pelaku tidak membayarnya akan tetap menjalani hukuman penjara selama 3
bulan, sedangkan 1186 putusan yang lain para terdakwa dihukum cambuk atau
penjara.
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hukum dan prinsip keadilan, serta akan sangat sedikit
terwujud implementasi restitusi bagi korban pemerkosaan,
sebab berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa hampir
semua pelaku pemerkosaan adalah orang yang tidak mampu
dari segi keuangan, maka dengan mewajibkan negara
melunasi  restitusi  yang dibebankan atas pelaku
pemerkosaan yang- tidak mampu secara finansial adalah
solusi yang dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah
pihak, yaitu adil atas para pelaku karena tidak membedakan
antara yang kaya dengan yang miskin dalam hal kewajiban
membayar ganti rugi, serta mewujudkan keadilan bagi para
korban karena terjaminnya implementasi ganti rugi bagi
mereka tanpa terpengaruh kondisi keuangan pelaku.
. Sebagai bentuk saling bantu sesama kaum muslim dalam
kebaikan, sebagaimana diperintahkan Allah swt. dalam
surah al-Ma’idah ayat 2 yang bunyinya:

Lol A B 156 Vg ssdBlg S B g,
Artinya:
“..saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan

takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...”

Menolong pelaku pemerkosaan yang telah menyatakan
pertobatannya untuk dapat melunasi beban restitusi yang
diwajibkan atasnya adalah bentuk saling tolong menolong
dalam kebaikan yang diperintahkan Allah dalam ayat di
atas. Dengan keterlibatan baitul mal membantu pelaku
pemerkosaan melunasi kewajiban restitusi yang dibebankan
atasnya, diharapkan dapat menimbulkan kesadaran pelaku
untuk menyalurkan zakat ke lembaga tersebut, dengan
demikian ia dapat terlibat membantu meringankan sebagian
beban hidup yang ditanggung saudaranya seakidah.

Menyelamatkan pelaku dari dendam kesumat korban atau
keluarganya, sebab dengan ganti rugi yang telah diterima
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dapat meminimalisir luka perasaan korban serta
keluarganya.

d. Membantu penyempurnaan pertobatan pelaku, sehingga
menyelamatkannya dari azab akhirat. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Aba Hurayrah, Rasulullah saw.
pernah bersabda yang bunyinya:

. - ﬂ/o}/ of % -7, 2 o .2 A% o f °% o I
It dﬁéd?cgl&»w%&b}éd\&wc;ﬁ);

(ot oy e Ex b sl o o ds]

Artinya:

“Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya,
hendaklah ia minta agar dihalalkan, sebab pada hari akhir
nanti dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat, kezalimannya
dibalas dengan cara kebaikannya diberikan kepada
saudaranya, jika ia tidak mempunyai kebaikan lagi,
kejahatan kawannya diambil dan dipikulkan kepadanya.”
(HR. Al-Bukhart)

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw. menuntun umatnya
untuk menyelesaikan semua bentuk kerugian yang telah
dibuat terhadap orang lain, dengan cara meminta kerelaan
orang-orang yang telah menjadi korbannya, agar pelaku
kezaliman tidak berat memikul beban dosanya di akhirat.
Membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi bagi
korbannya adalah sebagai perwujudan istihlal sebagaimana
yang dianjurkan dalam hadis di atas, yaitu menyerahkan
ganti kerugian sebagai upaya permohonan maaf pelaku
pemerkosaan dan memohon kerelaan hati korban
pemerkosaan.

3.2. Kemaslahatan bagi korban

0 Al-Bukhari, Safsihal-Bukhar 7 jid. VIII, h. 111.
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Kemaslahatan yang diperoleh korban pemerkosaan terhadap

penyaluran hak gharim dari perbendaharaan harta zakat baitul mal
untuk melunasi beban restitusi yang ditanggung pelaku
pemerkosaan, antara lain adalah sebagai berikut:

a.

Dapat menjamin implementasi restitusi bagi korban
pemerkosaan, sebab jika hanya mengandalkan harta yang
dimiliki pelaku, belum tentu mampu dilunasinya, sebab
biasanya nominal ganti rugi tidak kecil.

Restitusi yang dibayar baitul mal dapat dimanfaatkan korban
pemerkosaan sebagai biaya pengobatan luka fisik dan
psikologinya.

Restitusi yang dibayar baitul mal dapat menjadi penawar luka
perasaan korban pemerkosaan dan keluarganya terhadap
pelaku.

. Menyelamatkan korban untuk tidak terjerumus ke perbuatan

maksiat, seperti melakukan bunuh diri akibat tekanan
perasaan pasca pemerkosaan, atau memilih menjadi pelacur
karena anggapan dirinya sudah tidak suci serta kehidupan
yang dijalani tidak bermakna lagi.”®*

Sebagai wujud implementasi kaidah “Kemudaratan harus
dihilangkan.”*®*> Kemudaratan yang harus dihilangkan dalam
Implementasi restitusi dengan harta zakat bagi korban
pemerkosaan adalah kerugian materi dan nonmateri yang
diderita korban pemerkosaan dapat dihilangkan, atau
setidaknya menjadi ringan untuk ditanggung dengan adanya
ganti rugi.

Sebagai wujud implementasi kaidah “Darah orang Islam
tidak boleh disia-siakan,” sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa darah yang disebut dalam kaidah tersebut
termasuk juga luka yang diderita korban, sehingga harus

*%'Naha al-Qataraj, al-Ightisab..., h. 388 dan 399.
28273 al-Din al-Subki, al-Asybah wa al-Naza'ir, (Beirut: Dar al-Kutub

al-‘llmiyyah, 1991), jld. I, h. 41. Ibnu Nujaym, al-Asybah wa al-Nazz'ir, (Beirut:
Dar al-Kutub al-“lImiyyah, 1999), jid. I, h. 72.
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diterapkan kisas apabila memungkinkan, jika tidak mungkin
diterapkan kisas, maka pelaku diwajibkan membayar ganti
rugi.

g. Penyaluran hak gharim dari harta zakat yang dihimpun baitul
mal untuk pelunasan restitusi yang dibebankan atas pelaku
pemerkosaan yang telah bertobat, pada hakikatnya adalah
untuk manfaat penuh korban pemerkosaan, bukan untuk
dimiliki pelaku, sebab ia tidak diizinkan menggunakan
sedikitpun zakat tersebut untuk konsumsi pribadinya.’® Hal

ini dapat dipahami dari penggunaan huruf f7 () dalam firman

Allah swt. yang menerangkan golongan penerima zakat yang
kelima sampai yang kedelapan, dalam surah al-Tawbah ayat
60 yang bunyinya:

Wiy 1 2 WJ& /M,‘ | g5 Al Je &5 )il B &3

Artinya:

“..dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut al-Zamakhsyari, salah satu fungsi penggunaan huruf
fi dalam bahasa Arab adalah untuk menerangkan “wadah”

(sl=s)l), sehingga firman Allah swt. yang telah disebut di atas
bermakna penekanan bahwa penyaluran harta zakat harus

lebih diprioritaskan bagi pembebasan budak, melepaskan
gharim dari lilitan utang, untuk sabilillah, dan untuk

*8Fakhr al-Din al-Razi, al-Tafs# al-Kab#, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath

al-‘Arabi, 1420 H), jld. XVI, h. 87. Ibnu al-Munir al-Iskandari, al-Intisaf fina
Tadammanuh al-Kasysyaf, dalam hasyiah kitab al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an
Haqa’iq Ghawamid al-Tanzd, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), jid. II, h.
283.



177

membantu perjalanan ibnu sabil supaya dapat sampai ke
negeri asalnya.”**

h. Dengan adanya keterlibatan negara membayar ganti rugi bagi
korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan restitusi dari
pelaku, karena ketidakmampuannya secara finansial, dapat
mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara, yaitu
rakyat menjadi yakin bahwa hak mereka untuk mendapat
ganti kerugian tidak akan pernah terabaikan hanya gara-gara
pelaku kejahatan tidak mampu secara finansial.

Demikian halnya di Aceh, dengan adanya ganun yang
mengatur keterlibatan pemerintah untuk melunasi ganti rugi bagi
korban pemerkosaan yang tidak memperoleh ganti rugi dari pelaku
sebab tidak mampu secara keuangan, selain membuat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahnya semakin meningkat juga
mengukuhkan keyakinan kaum muslimin akan keagungan dan
keadilan syariat Islam, sehingga akan mendapat sambutan positif
dari publik dalam skala yang lebih luas baik di tingkat lokal
maupun nasional, hal tersebut dapat membangkitkan semangat
masyarakat untuk lebih yakin dalam menjalankan hukum Islam
pada segala aspek kehidupan.

Partisipasi negara membantu pelaku pemerkosaan melunasi
restitusi merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam
menyantuni masyarakat tidak mampu, yang dikenal dengan istilah
al-takaful al-ijtima;”® dapat diartikan sebagai jaminan sosial.
Negara bertanggungjawab menyantuni seluruh warganya, termasuk
yang telah salah jalan sehingga terjerumus dalam kejahatan, dengan
memberikan penyantunan, pembinaan, dan pelatihan supaya
kembali menjadi pribadi yang baik untuk kemudian dapat
dipulangkan ke lingkungan masyarakat sebagai manusia yang
berbudi mulia.

*%4Al-zamakhsyari, al-Kasysyd..., jld. 11, h. 283.
*>Muhammad Aba Zahrah, al-Takaful al-ljtima7 £ al-Islam, (Kairo:
Dar al-Fikr al-“Arabi, t.t.), h. 64.
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Secara kasat mata, pendistribusian hak gharim dari harta
zakat untuk pelunasan ganti rugi yang tidak mampu dilunasi pelaku
pemerkosaan dapat menguras perbendaharaan harta zakat yang
dihimpun baitul mal, akan tetapi manfaat yang dihasilkan dari hal
tersebut lebih besar, yaitu dapat mewujudkan keadilan dan
meredam permusuhan dalam masyarakat Islam, dan ini merupakan
salah satu tujuan penting dari maksud penerapan syariat Islam,?*®
sehingga tidak perlu adanya rasa takut yang berlebihan terhadap
akan terkurasnya perbendaharaan harta zakat pada baitul mal,
akibat mendistribusikan hak gharim untuk melunasi beban restitusi
yang diwajibkan atas pelaku pemerkosaan yang tidak mampu
secara finansial. Apalagi baitul mal masih memiliki beberapa
sumber  pemasukan lain  untuk  menutupi  kekurangan
perbendaharaannya.

*%6A1 Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah..., h. 104.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, menurut- perspektif fikih korban pemerkosaan
berhak mendapat ganti rugi dari pelaku, yaitu berupa al-daman
dalam bentuk al-Aukzmah al- ‘ad!.

Kedua, ganti rugi yang berhak diterima korban
pemerkosaan menurut ketentuan fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun
Acara Jinayat adalah sama, yaitu berupa al-Aukamah al-‘adl.
Dalam fikih al-Aukazmah al-‘adl tersebut merupakan bagian tak
terpisahkan dari hukuman fisik yang diputuskan hakim, tanpa ada
keharusan pihak korban untuk mengajukan permintaan, sedangkan
menurut Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, restitusi bukan
bagian dari hukuman pokok atas pelaku, sehingga korban wajib
mengajukan permohonan guna mendapatkannya.

Ketiga, menurut perspektif fikih negara wajib terlibat untuk
membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi yang dibebankan
atasnya, yaitu ketika pelaku tidak sanggup melunasi restitusi karena
tidak mampu secara finansial, dengan cara disalurkan untuknya hak
gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal.
Hak gharim boleh disalurkan untuk melunasi restitusi yang
diwajibkan atas pelaku pemerkosaan, dengan syarat yang
bersangkutan telah mengikrarkan pertobatannya atas maksiat
pemerkosaan yang telah dilakukan. Keterlibatan negara dalam
melunasi  restitusi yang ditanggung pelaku  pemerkosaan
mengandung kemaslahatan, baik untuk korban maupun bagi
pelaku. Dengan adanya keterlibatan negara membantu pelunasan
restitusi yang ditanggung pelaku pemerkosaan, yaitu pelaku yang
tidak mampu secara finansial, dapat menjamin terwujudnya ganti
rugi bagi korban pemerkosaan, dapat memantapkan hati pelaku
untuk mengikrarkan pertobatan, menyampaikan permohonan maaf
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kepada korban dan keluarganya, juga melindungi pelaku dari upaya
balas dendam Kkeluarga korban, sehingga dapat mencegah
terjadinya kerusakan yang lebih luas.

B. Saran

Pertama, disarankan bagi para hakim Mahkamah Syar’iyah,
dalam menentukan besaran restitusi untuk korban pemerkosaan,
tidak hanya mempertimbangkan keadaan finansial pelaku
pemerkosaan -—sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat—,
melainkan turut juga mempertimbangkan keperawanan, usia,
pendidikan, kerugian, dan efek negatif yang ditanggung korban
pemerkosaan, agar penerapan teori pemulihan kerugian dan
penderitaan  (al-jawabir) yang dianjurkan syariat dapat
terimplementasi dengan baik.

Kedua, disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, untuk membuat ganun penunjang agar
memudahkan implementasi restitusi bagi korban pemerkosaan di
Aceh, disarankan juga untuk merevisi aturan tentang prosedur
penerapan restitusi bagi korban pemerkosaan yang dimuat dalam
Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, yaitu menjadikan restitusi
sebagai bagian dari hukuman pokok yang harus dijalani pelaku
pemerkosaan, tanpa harus diawali permintaan dari pihak korban.
Kepada para pihak yang berwenang, disarankan untuk lebih giat
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan.

Ketiga, negara —dalam hal ini Pemerintah Aceh— wajib
terlibat untuk melunasi restitusi yang tidak sanggup dibayar oleh
pelaku pemerkosaan, karena ketidakmampuannya secara finansial,
yaitu ketika yang bersangkutan telah mengikrarkan tobat nasiha.
Pemerintan Aceh dapat memerintahkan baitul mal untuk
menyalurkan hak gharim bagi pelaku pemerkosaan, untuk
kemudian harta tersebut diberikan kepada korban. Pembinaan dan
pendidikan bagi pelaku pemerkosaan juga perlu diselenggarakan
guna memantapkan pertobatannya, melalui kegiatan tersebut
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diharapkan yang bersangkutan benar-benar menjadi pribadi yang
baik.
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